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ABSTRAK 

Pajak sebagal sumber terdepan dalam pendanaan pembangunan 

mempunyai peran yang strategis guna tercapainya stabilitas ekonomi makro 

sehlngga pertu diperhalikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya penerimaan negara. Oi sisi lain Persaingan usaha menuntut 

perusahaan untuk setatu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat 

bertahan atau bahkan betl<embang lebih balk melalui Keunggulan biaya 

keseluruhan, Pembedaan (diferensiasi) dan memfokuskan diri pada selah satu 

segmen pasar yang terbuka. Diferensiasi Perusahaan dilakukan melalui 

penggunaan merek pada produk yang dihasilkannya. 

Dalam persaingan usaha yang ketal, merek merupakan salah satu 

pembeda yang rnempunyai Z karakter elemen pokok yakni Produk atau market 

offering yang dipresentaslkannya. dan Komunikasi 1awaran dan )an)l merek yang 

bersangkutan. Merek memberikan kualltas dan kepuasan bagi konsumen yang 

mengkonsumsi dan segmen!asi pasar dan ci1ra perusahean tiagi Pemegang 

Merek yang memproduksl danla!au mendistribusikannya. Melalui merek yang 

kuat, orang pribadi atau badan usaha mampu bersalng dan memposisikan diri 

sebagai yang terdepan unluk kuallfikasl janis dan kelas barang tertentu di 

Indonesia. 

Penerapan perencanaan pajak yang benar sangat perlu dilaksanakan oleh 

manajemen perusahaan bukan saja dalam rangka penghematan beban pajak 

tetapl juga memenuhl kewajiban pelaporan perpajakan yang tepat pada waktunya 
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agar Perusahaan terhlndar dari sanksi-sanksl perpajakan. Perencanaan pajak 

juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan setelah pajak, 

dan kemampuan perusahaan berkompetlsi dengan pesaing dalam jenis dan 

prodok yang sama untuk meraih kepuasan konsumen dan l<eberlangsungan 

usaha perusahaan. 

Dart latar belakang tersebut. Penulis mencoba merumuskan pokok 

permasalahan yaltu Bagalmanakah upaya penghlndaran pajak yang dilakukan 

oleh pemegang merek dalam rangka meminimalisasikan pejak yang terutang ? 

Apakah implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

pemegang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ? Apakah 

langkah·langkah yang dllakukan oleh Dlljen Pajak dalam mengoptlmalisasikan 

potensi penerimaan pajak dali penggunaan merek oleh pemegang merek di 

Indonesia? 

Penelitian ini bertujuan untuk menguralkan upaya-upaya penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagal Pemagang Merek untuk 

meminimalisasikan pajak yang terutang, mengetahui kesesualan implementasi 

pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan sebagai pemegang merek 

dengan ketentuan perpajakan yang benaku dan mengetahui langkah-langkah 

yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam optimalisasi potensi penerimaan pajak 

dari penggunaan merek oleh perusahaan sebagai pemegang merek di Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan da!am penu!isan tesis ini adalah 

deskriplif ana.lisls dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskr'ipsikan atau menjelaskan suatu pemenuhan kewajiban 

perpajakan oleh pamegang merak dllndonesla apa adanya. 

Hasil penelilian menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu 

perencanaan pajak, Perusahaan dapat melakukan tindakan yang merupakan 

panghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak, Pelaporan pajak yang 

d11akukan Perusahaan dianggap benar dan tetah patuh pada ketentuan peraturan 

parpajakan yang benaku, kecuali apablla terdapat data atau lnfonmasi dari pihak 

lainnya yang dapat membuktikan bahwa data dan informasi mengenai kewajiban 

perpajakan yang dilaporkan lslnya tidak benar. dan te~adlnya hambatan pada 

kapasitas seorang Account Representallve (AR) dalam memberikan penggalian 

potensi perpajakan dan pengawasan terhadap wajlb pajak, dapat diatasi dengan 

teamwork dan interaksi sesama da!am wadah forum AR. 

" 

L 
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Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderai agar memperbaiki sistem 

informasi perpajakan dan meningkatkan performa mapping wajib pajak, 

melakukan Memorandum Of Understanding dengan Direktorat Hak Atas 

Kekayaan lntelektual Oepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan konsisten 

atas kebijakan yang dilakukan dalam melakukan reformasi kebljakan dan 

pelayanan dalam sistem administrasi modern. 

"' 
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ABSTRACT 

Tax as a forefront source for development funding plays a strategic role in 

macro-economic stability and that one should consider any influential aspects 

which in tum affect the ups and downs of the state revenue. Otherwise, business 

competition inquires any organization to usually develop corporate strategy for its 

better sustainability and growth through total cost advantage, differentiation and 

focus on open market segment. The corporate differentiation is managed by 

assigning brand to its products. 

In stiff business competition, the brand serves a differentiation whose 2 

(two) major features, they are, product or marketing offering it represents, and 

offering communication and promise of the brand. Brand represents quality, 

customer satisfaction, market segmentation and corporate image for the Holder 

that creates and/or distributes the brand. Through sound brand, person or 

corporate body is able to compete and keep itself in the precursor position over 

qualifications and types of certain goods in Indonesia. 

The application of sound tax planning is so necessary for the corporate 

management not only to cut tax duty but also meet tax report liability in time in 

order to avoid any tax penalty. Tax planning is expected as well to increase 

corporate income after tax and its competition with competitors in the same type 

of products for customer satisfaction and corporate sustainability. 

For the purpose of this background, the writer tries to illustrate problem 

statement, i.e., How to avoid tax evasion by the brand holder for reducing tax 
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due? Does implementation of the tax payment by the brand holder match with the 

applicable rules of taxation? Are steps pertormed by the Directorate General of 

Taxation appropriate to optimize potential tax revenue from brand-use by any 

brand holders in Indonesia? 

This study alms at dealing with tax evasion committed by the company as 

!he Brand Holder for reducing tax due, recognizing adjustment of tax payment by 

the company as the brand holder with the applicable tax regulation and Identifying 

steps ever taken by the Directorate General of Taxation for optimizing potential 

tax revenue from the brand~use by the company as the brand holder in Indonesia. 

Research method applied in this writing of thesis is descriptive analysis in 

qualitative approach; a study for describing or illustrating common tax payment by 

the brand holder(s) in Indonesia. 

Research results reveal that. tor purpose of tax planning, the Company 

may have taken steps to avoid any tax evasion, report taxes effectively and 

efficiently according to the applicable tax regulations except otherwise data or 

information is available from other pans of which they prove that data and 

information about tax payment is misrepresented, and current stumbling blocks 

In the capacity of Account Representative (AR) in providing exploitation of 

potential taxes and conlrol over tax payers. This point of case could be resolved 

by means of teamwork and interaction inside the AR Forum. 

For that purpose, the Directorate General of Taxation is anticipated to 

improve Tax lnfonnation System and raise performa mapping of the tax payers, 

enters Into Memorandum of Understanding with the Directorate of Intellectual 

Property Rights under the Ministry of Law and Human Rights, and get consistent 

with any strategic plan for po!lcy and se!Vice reform 

administration system. 

in the modern tax 

t---
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BAB 

PENDAHULUAN 

1.1 LA TAR BELAKANG MASALAH 

1.1.1 Perusahaan dalam Persaingan Usaha 

Keadaan dunla usaha di Indonesia belakangan ini sudah mulai 

menampakkan perkembangan yang cukup berartL Hal ini dapat dilihat dari ildim 

investasi di Indonesia pada belakangan ini yang cenderung mengalami 

peningkatan. Perkembangan ini tidak lepas darl rencana jangka panjang 

Indonesia untuk menghadapi era perdagangan bebas yang akan dilaksanakan dl 

Indonesia yang merupakan negara beltembang pacta tahun 2010 mendatang, 

Pe:rdagangan babas memberikan kemudahan lndonesla untuk 

mengembangkan daerah Industri dan pemasaran ke seluruh pelosok dunia. Akan 

tetapi, perdagangan bebas tidak selalu menguntungkan. Oengan adanya 

globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan dalam dunia usaha bukan hanya 

menjadi milik para pengusaha dalam negen melainkan juga turut diramaikan oleh 

pengusaha yang berasal dari luar negeri. Untuk itu para pengusaha harus 

mempersiapkan perusahaannya secara menyeluruh agar mampu bersaing 

dengan pangusaha yang berasal dari dafam maupun luar negerL 

Sebagaimana sabuah organisme, perusahaan akan mengalami berbagai 

kondisi yailu ( 1) tumbuh dan berkembang seoara dinamis, (2) berada pad a 

kondisi statis dan (3) mengalami proses kemunduran atau pengkerulan. Dalam 

rangka tumbuh dan berkembang ini perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis 

yailu pertumbuhan dan dalam perusahaan (internal gmwth), dan perlumbuhan 

dari luar perusahaan (external growth). 

Perlumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dangan 

membangun bisnis atau unit blsnis baru dari awal (starl~ups business). Jalur ini 

memerlukan berbagai pentahapan mulai dari riset pasar. desain produk. 

perekrutan tenaga ahli, test pasar, pengadaan dan pembangunan fasilitas 

produksi/operasi sebelum perusahaan menjual produknya ke pasar. Strategi 

pertumbuhan ekstemal dilakukan melalui Merger dan akuislsi dan merupakan 

jalur cepat untuk mengakses p:asar baru atau produk baru tanpa harus 

membangun dari no!. T erdapat penghematan waktu yang sangat signifikan 

antara pertumbuhan internal dan ekstemal melalui merger dan akuisisi. 
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Persaingan usaha menuntut perusahaan untuk sela!u mengembangkan 

strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan berkembang lebih baik. 

Untuk itu perusahaan perlu mengembangl<an suatu strategi yang tepat agar 

perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. 

Porter mengatakan bahwa suatu perusahaan dapat memillh strategi untuk 

mencapai sasaran yang akan dltuju, terdapat tiga macam strategi umum yang 

dapat dJiakukan di sebuah pasar, yaitu: 1 

1. Keunggulan biaya keseluruhan. 

Dalam hal ini bisnis usaha mencapai biaya produksi dan distribusi 

terendah sehingga harganya lebih rendah dari pada pesaing dan 

mendapatkan pangsa pasar. Perusahaan dengan strategi ini harus 

terampil dalam rekayasa pembeli, produksi maupun distribusi dan tidak 

perlu terampil dalam menjual. 

2. Pembedaan (di!erensiasl). 

Dl sini bisnis berusaha mencapai kinerja terbaik dalam manfaat 

pelanggan yang diinginkan kebanyakan pelanggan dalam pasar. 

Perusahaan dapat menjadi yang terbaik dalam pelayanan mutu, gaya, 

teknologi dan seterusnya, namun sulit untuk menjadi semuanya. 

Perusahaan akan membina kekuatannya yang memberikan keuntungan 

kompetitif dalam persaingan. Jadi perusahaan yang membeli komponen 

yang terbaik. memadukannya dengan baik, memeriksanya dangan teliti 

dan seterusnya. 

3. Fokus. 

Disinl bisnls memfokuskan diri pada salah satu segmen pasar yang 

sempit, dan tidak mengejar pasar umum. Perusahaan mengenali 

kebutuhan segmen ini dan melakukan keunggulan biaya atau pembedaan 

dalam segmen sasaran itu. 

Dalam melakukan keglatan usaha untuk mencapai laba, Perusahaan 

harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan konsumen, Kemampuan 

organisasi dalam menentukan siapa yang menjadi konsumen dari produk/jasa 

yang dlhasflkan merupakan salah satu kunci keberhasilan organisasi. Berikutnya 

barulah organisasl dapat memfokuskan diri untuk mengidentifikasi kebutuhan 

1 
Philip Kotler, Markelirtg Managemenl :Analysis, Plcnning. Jmplemanlalion, and Conlrol, 

(New York: Prentice Hall International, 1997). Ha1.97 
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konsumen, cara~cara memenuhi kebutuhan itu dan akhirnya mengusahakan 

konsumen untuk tetap mengkonsumsi produk yang ditawarkan perusahaan. 

Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan pemakainya. Produk tidak hanya terdiri dari barang 

yang berwujud, tetapi definisl produk yang lebih luas meliputi objek fisik, jasa, 

kegiatan, orang, tempat, organisasi, ide atau campuran dari hal~hallersebut. 

Sebuah produk dibuat berdasarkan spesifikasi, tetapl konsumen 

menggunakannya. dengan harapan unok mendapatkan beberapa manfaat dari 

produk itu. Orang mempertimbangkan produk dari perspektif yang berbeda dan 

kemudian membawa harapan yang berbeda pula pada diri mereka. Hal itu 

mengapa pengembangan produk harus menekankan nilai pada pelanggan 

daripada nilai pada teknologi. 

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berupa barang ataupun 

jasa. Ketika perusahaan menawarkan produknya kepada masyarakat sebagai 

konsumen, perusahaan harus memiliki keyakinan bahwa produk yang akan 

diluncurkan itu memang dirancang untuk dapat memuaskan keinginan 

konsumen. Oleh karena itu, proses merancang sebuah produk, bukan sekedar 

menyangkut penentuan manfaat apa yang akan d1pen.uhi, mefaink:an juga 

menyangkut keputusan disaln produk. nama merek, merek dagang, jaminan, 

citra produk dan layanan konsumen. 

Marek adalah nama. istllah, tanda, symbol, disain atau kombinasi dari 

unsur*unsor ini, yang dimaksudkan sebagai pengenal barang atau jasa dari 

penjual dan sebagai pembeda dengan pesaing. Nama merek adalah bagian dari 

merek yang dapat diucapkan. Sebagai contoh Disneyland, Hilton, Club Med dan 

Sizzler. Tanda merek adalah bagian dari merek yang dapat dikenali namun Udak 

dapat diucapkan, seperti symbol, disain, wama atau huruf yang khas. Contohnya 

lengkungan emas McDonald's dan huruf H pada Hilton. 

Pengembangan nama merek merupakan unsur kunci pengembangan 

ldentitas merek. Karakteristik yang dikehendaki dari nama merek antara lain2 

adalah: 

2Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy, {Yogyakarta : Andi. 2005), Ha111. 
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1. Nama merek harus menggambarkan manfaat dan kualitas produk. 

Misalnya Dairy Queen. Comfort Inns, Pizza Hut Burger King, American 

Airlines. 

2. Nama merek harus mudah diucapkan, dikenali dan diingat. Lebih 

membantu biia nama itu pendek. Misalnya, Wendy's, Hilton. 

3. Nama merek harus khas. Misalnya El Torito, Avis, Bennigan's. 

4. Untuk perusahaan besar di masa mendatang ingin memperluas pasar ke 

luar negeri, nama itu harus mudah ditetjemahkan ke dalam bahasa asing. 

Beberapa perusahaan mengalami bahwa nama mereka bermakna 

negative bila diterjemahkan ke dalam bahasa Negara yang ingin 

dimasukinya. 

5, Nama merek harus dapat terdaftar dan terlindungi hukum. 

Kotler menambahkan bahwa suatu merek adaiah suatu simbcl yang 

komplek yang menjelaskan enam Ungkatan pengertian3, yaitu: 

1. Atr!but praduk; 

Merek roombertkan ingatan peda atribut - atribut tartentu dar! suatu 

produk, misalnya jika kita mendengar merek Nutrisari, tentunya kita 

teringat akan minuman rasa jeruk, 

2. Manfaat; 

Atribut - atr!but produk yang dapat diingat melalui merek harus dapat 

diterjemahkan dalam bentuk manfaat baik secara fungsional dan manfaat 

secara ernos!onal, mtsalnya atribut kekuatan kemasan produk 

menterjemahkan manfaat secara fungsionai dan atribut harga produk 

mentefjemahkan manfaat secara emosional yang berhubungan dengan 

harga dirt dan status. 

3. Nilai; 

Merek mencerminkan n!lai yang dimiliki oleh produsen sebuah produk, 

misafnya merek Sony mencermink:an produsen e/ektronik yang memilikf 

teknologi yang canggih dan modem. 

3Fandy Tjiptono, Strategi Pemasarao, (Yogyakarta: Andi, 2007), Hal104 
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4. Budaya; 

Merek mempresentasikan suatu budaya tertentu, misalnya Mercedes 

mempresentasikan budaya Jerman yang teratur, efisien, dan berkualitas 

tinggi. 

5. Kepribadian; 

Merek dapat diproyeksikan pada suatu kepribadlan tertentu, misa!nya 

lsuzu Panther yang diasosiasikan dengan kepribadlan bfnatang panther 

yang kuat (mesin kuat dan tahan lama). 

6. Pengguna; 

Merek mengelompokkan tipe~tipe konsumen yang akan membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk, misalnya Yamaha Mio untuk konsumen 

remaja dan wanlta. 

Konsumen melihat merek sebagai bagian produk yang penting dan merek 

dapat menambah nilal produk. Untuk mendapalkan nilai tambah bagi produk 

yang dlhasilkan, Parusahaan mempunyai empet pillhan ketika harus memilih 

strategi merek. Perusahaan dapat memperkenalkan perluasan lini (merek yang 

telah ada diubah ke dalam bentuk, ukuran, dan rasa yang baru untuk kategorl 

produk yang sudah ada), perluasan merek (nama merek yang ada dlperkenalkan 

ke kategori produk baru), aneka merek (nama merek baru dlperkenalkan ke 

kategori produk yang sama), atau merek baru (merek baru untuk kategori produk 

yang baru). 

NamaMerek 

Kategori Produk 

Yang Ieiah ada Baru 

Perluasan Pertuasan 

Yang Ieiah Lini Merek ada 

Aneka Merek 
Baru Merek Baru 

Gambar 1.1 Empat strategi merek 

Sumber : Fandy Tjiptono, Brand Management & 

Strategy, Hal. 16 
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Dalam menempatkan suatu merek da1am produk, Astous and Seguin 

(1998) membagi bentuk brand placementdalam tigajenis yaitu: 

1. Implicit Brand Placement 

Jenis dari brand placment dfmana sebuah merek I produk J perusahaan 

tampil dalam sebuah produk tanpa disebutkan secara formal. Sifat brand 

placement ini adalah pasif sehingga nama merek. logo ataupun nama 

perusahaan muncul tanpa adanya penjelasan apappun mengenai 

manfaat ataupun kelebihan. 

2. Integrated Explicit Brand Placement 

Jenis darl brand placement dimana sebuah merek J produk J perusahaan 

disebutkan secara formal dalam sebuah program. Sifat brand placement 

ini adalah ak1if, dan pada tipe ini manfaat ataupun keunggulan produk 

dikomunlkasikan. 

3. Non Integrated Exp/icH Brand Placement 

Jenis dart brand placement dimana sebuah merek I produk J perusahaan 

dlsebulkan secara fonnal dalam sebuah program tetapi tidak terintegrasl 

dalam lsi suatu produk. 

1.1.2 Potensi Merek dllndonesia 

Marek mengindikasi sumber atau pembuat suatu produk. Ha! ini untuk 

mendapatkan jaminan atau perlindungan hukum bahwa merek yang digunakan 

perusahaan tidak ada yang menyalahgunakan sehingga merusak citra 

perusahaan. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 !entang Marek (selanjutnya UU Merek ), Perusahaan dapal memlllikl 

hak atas merek alas penggunaan merek di Indonesia. 

Hak alas Marek adalah hak eksklusif yang dlberlkan olah Negara kepada 
pemllik Marek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka 
wsklu tertentu dangan menggunakan sendlrl Marek temebut atau 
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan merek pada 

suatu produk. Perusahaan harus mendaftarkan mereknya ke Kantor Merek 

Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan lntelektual Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (selanjutnya Ditjen HaKI). Perusahaan tercatat secara resmi 

6 

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP UI, 2008



sebagai pemegang merek ketika merek yang didaftarkannya telah terdaftar 

dalam Berita Resmi Merek yang diketuarkan oleh Ditjen HaKI. 

Dari data yang dlperoleh dari Kantor Merek Oitjen HaKI, pendaftaran 

merek atas suatu produk sangat signifikan. Pertumbuhan merek yang didaftarkan 

oleh perusahaan terus berkembang dari tahun 2001 sampal saat ini. Pada 

periode 2001 -2002, pertumbuhan pendaftaran merek hanya 6 % atau sebesar 

28.426 merek untuk tahun 2001 dibanding dengan tahun 2002 yang hanya 

sebesar 30.004. Sedangkan di tahun 2007. merek yang didaftarkan oleh 

perusahaan ke Dlljen HaKI sebesar 43.259 atau terjadi pertumbuhan sebesar 52 

% dibanding dengan tahun 2001. 

Potensi Jainnya adalah pencatatan merek yang digunakan oleh pihak 

kedua sebagai pengguna merek di Indonesia melalui lisensi dengan pemilik 

merek yang tercatat dalam Berita Resmi Merek sebagaimana te!ah diamanatkan 

oleh ketentuan pasal49 Undang-Undang Merek. 

Syarat dan lata . cara perrnohonan pencatatan peqanJ~an Usensi dan 
ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dlmaksud dalam 
Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 

Melihat perl<embangan yang posit~ ke depan terhadap penggunaan merek 

dalam sistem perdagangan di Indonesia, Pemerintah Repubr.k Indonesia bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Ieiah menyiapkan revisi Undang-Undang Merek beserta 

peraturan pelaksanaannya.' Hal ini dimaksudkan untuk mengatur masatah hukum 

lentang penggunaan merek di Indonesia. 

1.1.3 Pajak sebagai Beban Perusahaan 

Pajak merupakan pungutan berdasarl<an undang-undang oleh 

pemelintah. Secara administrative pungutan pajak dapal dikelompokkan menjadi 

pajak langsung (direct tax) dan pajak tidak langsung (indirect tax). Beban pajek 

langsung umumnye dltanggung oleh Perusahan baik orang pribadi atau baden, 

sedangkan pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat 

Pajak yang dlasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi 

pihak manajemen perusahaan dalam meningkatk:an laba ~profit). Secara 

4 Keterangan yang d!berikan olah Bapak Ta.rsislus Didik Taryadl, Kasubdit Pelayanan 
Hukum Direktornt Merek Ditjen HaKI Oepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. pada saat 
wawancara di Kanlor Merek JL Raya Daan Mogot KM 1 Tangerang pada ta:nggal4 Nopember 2008 
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ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagl 

perusahaan unluk dibagi sebagai deviden maupun dlinvestaslkan kembali. 

Walaupun pajak ditetapkan melalui undang-undang yang mendapat persetujuan 

wakil-wakil rakyat, tida}; semua wajib pajak rela membayar pajak. Pada 

dasarnya, tidak seorangpun senang membayar pajak, asumsinya antara lain ;5 

1. Wajib pajak berusaha membayar pajak yang terutang sekecil mungkin 

sepanjang hal tersebut dimungkinkan ofeh Undang-undang. 

2. Wajib pajak eenderung menyelundupkan pajak yakni usaha penghindaran 

pajak yang terutang secara !legal. Penghindaran pajak dilakukan 

sepanjang Wajib pajak tersebut mempunyai dasar yang meyakinkan 

bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan/atau yakin 

orang lainpun berbuat hal yang sama. 

Dan aspak persaingan usaha, Pajak dapat mempengaruhi fingkat 

persalngan usaha antar Perusahaan yang memproduksi barang yang sejenis 

untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Karayan dan Swenson (2007) 

menjelaskan dua keadaan pajak daM pesaing yang mempengaruhi Perusahaan 

dalam suatu persaingan usaha yakn~ : 

1. Beban Pajak Pesaing Tinggl (High Tax's Rate Compemor); 

Keadaan ini merupakan suatu keuntungan bagi Perusahaan. Beban pajak 

pasaing yang lebih tinggi menyebabkan tingginya beban operasional 

sehingga Pesaing menetapkan harga jual produk labih tinggi dan 

Perusahaan. Perbedaan harga jual merupakan suatu keuntungan bagi 

perusahaan untuk membuat konsumen memilih produknya daripada 

pmduk pesaing dengan jenis produk dan kualitas yang sama 

2. Beban Pajak Pesaing Rendah (Low Tax's Rate Competitor) 

Keadaan ini merupakan suatu keuntungan bagi Pesaing. Beban pajak. 

Perusahan yang lebih tinggi menyebabkan tingginya beban operasional 

sehingga Pesaing menetapkan harga jual produk pesaing lebih rendah 

dan Perusahaan. Perbedaan harga jual merupakan suatu kerugian bag! 

5 Mohammad lain, Manajemen Perpajakan, {Jakarta : Salemba Empat, 2007), HaL 43 
6 JhOn E. Karayan dan Charles W. Swenson, Strategic Business Tax Planning, (New 

Jersey: Jhon Wdey & Sons Inc,. 2007}, hal155 ~175. 
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perusahaan untuk membuat konsumen memilih produknya darlpada 

produk pesalng dengan jenis produk dan kualitas yang sama 

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangl laba bersih 

usaha sehingga manajemen selalu berupaya untuk mencapai beban pajak yang 

paling efislen. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagaJ cara baik secara legal 

maupun illegal. Tujuan dari perencanaan pajak adalah membuat agar beban 

pajak serendah mungkin dengan Udak melanggar undang-undang atau peraturan 

perpajakan yang ada. Manfaat perencanaan pajak pada umumnya adalah: 

1. Penghematan kas keluar, dalam hal in! pemcanaan pajak dapat 

mengurangi beban pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. 

2.· Mengatur aliran kas (cash flow), dalam hal ini pemcanaan pajak dapat 

mengestimasi kebuluhan kas untuk pajak dan menentukansaat 

pembayaran sehingga dapat perusahaan menyusun anggaran kas yang 

lebih akural 

Upaya Wajib Pajak untuk mengurangi pajak dapat dilakukan dengan tiga 

cara (Tjiptono dan Husain, 2000, 476) antara lain: 

1. Penghematan pajak (tax saving), yaitu upaya wajib pajak mangelakkan 

utang pajak dengan ]alan menahan dirt untuk membeli produk yeng ada 

PPN-nya, mengurangi jam ke.ja sahingga penghasilannye kecil dan 

terhindar dart pajak penghasilan yang besar. 

2. Panghindaran pajak (tax avoidance), yaHu upaya wajib pajak lidak 

melaksanakan perbuatan yang dikenakan pajak atau manipulasi 

penghasilan sacara legal (memanfaatkan kelemahan Undangundang). 

3. Penyelundupan pajak (tax evasion), yaitu upaya wajib pa)ak dengan 

penghindaran pajak secara ilegal (melawan ketentuan Undangundang) 

dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenamye. Seperti yang 

telah diuraikan dl alas, pembayeran pajak oleh wajlb pajak kepada 

negara bukanlah semata luran warga negara yang bersifat sukarela. 

Pembebanan pajak merupakan suatu kewajiban yeng harus dijalankan 

oleh wajib pajak yang mendasarkan legalitas dari pelaksanaannya atas 

dasar undang-undang, yang juga memuat sanksi yang dikenakan 
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terhadap wajib pajak yang melalaikan pelaksanaan kewajibannya, balk 

sangaja maupun tidak. 

Indonesia memiliki potensi da!am menggati penerimaan pa]ak dari sektor 

penggunaan merek pada suatu produk o!eh perusahaan baik digunakan sendiri 

maupun dtlisensikan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku. Sampai dengan saat inJ, pembahasan dan analisa mengenai 

upaya~upaya penghlndaran pajak oleh Perusahaan sebagai pemegang merek 

dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya belum dilakukan 

penelit!an secara mendalam, maka dalam penulisan tesis !ni diberi judul .. 

Analisis Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Pemegang Merek di 

Indonesia Dalam Rangka Meminimalisasi Pajak Terutang". 

1.2 PERUMUSAN POKOK PERMASALAHAN 

Penerapan perencanaan pajak yang benar sangat perlu dllaksanakan 

oleh manajemen perusahaan bukan saja dalam rangka penghemalan beban 

pajak tetapl juga memenuhl kewajiban pelaporan perpajaksn yang tepa! pada 

waktunya agar perusahaan temindar dari sanksi-sanksi perpajakan. 

Perencanaan pajak juga dlharapksn mampu meningkatkan pendapatan 

perusahaan setelah pajak, dan kemampuan perusahaan berkompetisi dengan 

pesaing dalam janis dan produk yang sama untuk meraih kepuasan konsumen 

dan keberlangsungan usaha perusahaan. 

Suatu perencanaan pajak oleh Perusahaan mempunyai suatu 

konsekuensi hukum bilamana perencanaan tersebut dilakukan sabagai upaya 

penghinda"'n pajak oleh perusahaan. Hal tersebut dilakuksn Perusahaan untuk 

meminimaiisasl pajak terutang. Kesesualan pemenuhan kewajiban pada pola 

manajemen perusahaan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku 

pun menjadi salah satu faktor kunci ada atau tldaknya baban pajak dalam bentuk 

sanksi administrasi dan pidana yang dapat merugikan citra dan keberlangsungan 

usaha Perusahaan. Oleh karena itu dlperlukan adanya pengawasan optimal 

yang dilakukan Ditjen Pajak sebagai sarana dan wadah untuk menggali potensi 

perpajakan dan menimbulkan compliantary assessment oleh perusahaan. 
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Dari uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan dalam tiga pokok 

permasalahan penelitian sebagal berikut : 

1. Bagaimanakah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemegang 

merek dalam rangka meminimalisasikan pejak yang terutang ? 

2. Apakah implementasr pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan 

oleh pemegang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ? 

3, Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam 

mengoptimalisasikan potensi penerimaan pajak darl penggunaan merek 

oleh pemegang merek di Indonesia ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dari pokok permasalahan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian 

sebagal berikut : 

1. Mengetahul upaya-upaya penghlndaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan sebagai Pemegang Merek un1uk meminimalisasikan pajak 

yang terulang. 

2. Mengetahui kesesuaian implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan 

oleh perusahaan sebagai pemegang merek dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. 

3. Mengelahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam 

rangka mengoptimalisasikan potensi penerimaan pajak dari penggunaan 

merek oleh perusahaan sebagal pemegang merek di Indonesia 

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

Secara akademis, penelttian ini diharapkan menjadi penelltlan lanjutan 

tentang upaya-upaya penghindaran pajak oleh Perusahaan sebagai Pamegang 

merek di Indonesia. Dalam Penelltian ini, konsep perencanaan pajak oleh 

perusahaan sebagal wajib pajak dilakukan dalam benluk panghindaran pajak 

(tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) dalam rangka 

mem!nimalisasi pembayaran pajak yang terutang. 

Penelitian ini juga dilakukan dalam kerangka teori administrasi pajak 

khususnya pemenuhan kewajlban perpajakan yang dllakukan oleh perusahaan 

sebagai pemegang merek dan subyek pajak di Indonesia yang didasarkan pada 
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kepatuhan formal dan materifl sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam 

mengoptimaliasi penerimaan pajak dar! penggunaan merek oleh perusahaan dan 

menegakkan law enforcement. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Signifikansi praktis atas penelitian untuk memberi masukan atau altematif 

kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan tax 

planning perusahaan sebagai pemegang merek sebagal upaya penghindaran 

pajak terutang. Pengawasan yang optimal berbanding lurus dengan peningkatan 

penerimaan dan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan 

kewajiban perpajakannya di Indonesia. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan tesis ini menggunakan sistemat1ka sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

2. 

Merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, 

pokok permasalahan, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan teori dan konsep yang berkaitan dengan latar 

belakang masalah dan tujuan penullsan tesis ini. Bab ini juga 

menguralkan metoda pene!!tian yang digunakan. 

3. BAB Ill : KETENTUAN DAN PERKEMBANGAN MEREK Dl 

INDONESIA 

Da!am bab fni diuraikan ketentuan dan perkembangan merek di 

Indonesia. 

4. Bab IV : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK OLEH PERUSAHAAN 

SEBAGA! PEMEGANG MEREK DIINDONESIA 

Dalam bab ini diuraikan upaya-upaya penghindaran pajak yang dilakukan 

o!eh perusahaan sebagai Pemegang Merek untuk meminimalisasikan 

pajak yang terutang. Digambarkan pula kesesuaian implementasi 

pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan sebagai pemegan_g 

merek dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dilanjutkan 
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5. 

dengan uraian langkah-langkah yang dilakukan oleh Difjen Pajak dalam 

rangka mengoptimalisaslkan potensi penerimaan pajak dar! penggunean 

merek oleh perusahaan sebagai pemegang merek di Indonesia 

Bab v : SIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup dengan menyampaikan simpulan dan saran. 
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B AB II 

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN 

2.1. PERPAJAKAN 

2.1.1 Definlsl Pajak 

Pajak dalam islilah asing diantaranya tax {lnggris). import Contribution, 

/axe, droit (Perancis); Stenuar, Abgaba, Gebuhr (Jennan); impuesto contribution, 

tributem gravamen, tasa (Spanyol) dan Belasting (Belanda). Ada berbagai 

pengertian atau definisi tentang pajak yang dlberikan oleh para ahli, khususnya 

pada ahli dibiclang keuangan negara (Public Finance), ekonomi, maupun hukum. 

Defin!si mengenai Pajak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya ada!ah: 

Menurut Larking, secara umum pajak dapat didefinlsikan sebagai berikut 

"In general a tax may be defined as a government levy which is not 
in return for a specific benefit and is not imposed by way of fine or 
penalty (e.g. for non-compliance with the law), except in soma 
cases where related to taJHelated offences". 7 

Manurut Seligman sebagalmana dikutip oleh Brotodihardjo, pajak 

didefinisikan sebagai berikut 

berikut: 

"Tax is a compulsory contribution from the person to the government 
to defray the expenses incurred In the common interest of all. 
wffhout reference to special benefds conferred"' 

Sommerfeld dan kawaan-kawan. menyalakan pengertian pajak sebagai 

" •.• any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the 
private to the public sec!o!J levied on the basis of predetermined 
criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in 
order to accomplish some of a nation's economic and social 
objectives. rJJ 

1Bany Lal1tiog, IBFD JntemationaJ Tax Glossary, (Amsterdam : !BFO, 2005}- Hat393 
"R. Santoso Brotodlhardjo, Pengantar lfmu Hukum Pajak, (Band\mg ; ?T Refika Aditama, 

2003), Hal. 4. 
9Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan HQrace R. Btocl<., An Introduction to 

Taxaliort, (New York : Harcourt Brace Jonovich Inc, 1981 ). Hal1. 
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Brotodiharjo memberikan definisi pajak sebagai berikut; 

Pajak adalah bantuan, balk secara !angsung maupun tidak !angsung 
yang dipaksakan oleh kekuasaan pub!ik dari penduduk atau dari 
barang unluk menutup belanja pemerintah. 10 

Dari definlsi tetsebut dapat diuraikan bebetapa unsur pokok pajak yaitu : 

1. luran dari rakyat kepada negara; 

luran berat1 urunan. pemunggutan jumlah uang yang hatus secara rutin 

oleh setiap anggota masyarakat 

2. Pajak dipunggut berdasarl<an undang-undang; 

3. 

Pajak pads hakekatnya merupakan beban yang harus dipikul oleh rakyat, 

pemunggutan pajak tampa dasar hukum atau undang-undang dapat 

dikatakan perampokan atau pemerasan oleh negara kepada rakyatnya. 

Oleh karena perlu legalitas yang mendasari pemunggutan pajak, artinya 

bahwa segala tindakan yang menempall<an beban kepada rakyat, seperti 

pajak dan lain-lain harus ditetapkan oleh undang dalam hal ini dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Pajak dapat dipaksakan; 

Pemerintah dalam hal ini pejabat atau petugas yang berwenang 

memunggut pajak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang 

memaksa wajib pajak memenuhi kewajibannya . Tindakan dapat diambil 

balk dalam bantuk sanksi administrasi maupun pidana yang berakibat 

hilangnya kebebasan individu. 

4. Tldak memperoleh kontraprestasi langsung; 

Pajak dipunggut atau dltarlk oleh negara kepada rakyatnya tanpa 

mengaklball<an tlmbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pembayar 

pajak secara individu melaikan kontrapestasi dibarikan secara kolektif 

sehubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah untul< memberikan 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakal 

5. Pajak d!gunakan untuk kepentingan umum; 

Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin 

pemerintah dan bila terdapat surplus disebut juga public saving 

digunakan sebagai sumber utama untuk membiayai publik invesment. 

10Brotodiha~o. Op. cit., haL 19 
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. 

Safri Nurmantu11 menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi 

budgeter dan fungsi regulerend. Pajak bertungsi budgeter, yaitu untuk 

mengumpulkan uang pajak: sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang­

undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk 

memblayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin 

dan pengeluaran pembangunan, dan bila ada sisa (surplus) akan 

digunakan sebagai tabungan pemerintah. Sedangkan fungsi regulerend 

adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut digunakan sebagai suatu 

alat untuk mencapaf tujuan-tujuan tertentu. 

Meski demlkian, dalam pandangan Richard Burton dan W1rawan 

B, llyas12 terdapat pula fungsi lain dari pajak yang saat ini mengemuka, 

yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsl demokrasi 

menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud 

sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sebagai implementasinya. 

pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal-balik yang 

meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga negara 

pembayar pajak. Demikian selanjulnya, hingga pajak akan berfungsi 

redistribusi, yaitu menglmplementasikan unsur pemerataan dan keadilan 

dalam masyarakal. Bila pajak dilerapkan dengan baik maka dapat 

dlpastikan terjadi beberapa dampak pajak terhadap perekonomian dan 

berbagaiaspeknya. 

2.1.3 Slstem Perpajakan 

Terdapat tiga unsur pokok pemunggutan pajak yang harus saling teri<aH 

satu sama larnnya. Kesuksesan pelaksanaan perpajaka:n tergantung pada 

kehannonisan ketiga unsur tersebut.. Ketiga unsur13 tersebul adafah : 

11Safri Nunnantu, Pengantar Perpa}akan, (Jakarta: Granit, 2005), haL 30 
t:< Richard Burton dan W'wawan B. llyas, H\Jkvm Pajak, {Jakarta: Salemba Empat, 2004), 

Ha15. 
11-iaula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan: Teori datl Aplikosi, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Perkasa, 2005), HaL 93~95 
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1. Kebijakan Perpajakan 

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai 

altematif perpajakan yang !ersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. 

PemiHhan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan 

dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan (objek pajak) 

cara perhitungan dan prosedur pajak. 

2. Undang-undang Pajak 

Oari berbagai kebijakan perpajakan tersebut diatas agar dapat 

memberikan kepastian hukum tentang pemunggotan pajak harus 

dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang~ 

undang pajak dan peraturan petaksanaannya. Undang-undang yang baik 

harus mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga fidak 

menyusahkan pembuat dan pemaka! undang-undang Uu sendirL 

3. Administrasi Perpajakan 

Administrasi pajak merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan 

kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku, Administrasi 

Pajak merupakan kunci bag! berhasilnya kebijakan parpajakan. 

2.1.4 Teknik Pemungutan Pajak 

Terdapat empat sistem pamunggutan pajak menurut Mansury14 yaitu 

sebagai berikut : 

1. OffiCial Assesmen/ system yailu suatu sistem pemunggutan pajak 

dimana wewenang untuk menghitung besamya pajak terhutang oleh 

seseorang berada pada pemunggutan atau aparatur pajak, dalam hal inl 

wajib pajak besifat pasif, menunggu ketetapan dan aparatur pajak, hutang 

baru timbul bila sudah ada sural ketetapan pajak dari aparatur pajak 

2. Self Assesmenl sytsem yaitu sistem pamunggutan pajak dimana 

wewanang untuk menghHung besamya pajak terhutang berada pada 

wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, 

memperhitungkan, menyetor dan metaporkan sendiri pajaknya .. Fiskus 

H Mansory, Pajak Penghasifan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, (Jakarta: Yayasan 
Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan (YP4}, 2Q02}, Hal.25 
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tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutung kecuali 

wajib pajak menyalahi aturan. 

3. Full self Assesment system yaltu suatu slstem perpajakan dimana 

wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak 

berada pada wajib pajak 1tu sendiri, dalam s1stem ini wajib pajak tidak 

harus aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan 

melaporkan sendlri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan 

besamya pajak yang temulang. 

4. Semi Full Self Assesmenl yaitu sistem pemunggutan pajak campuran 

antara selft assesment dan official assemsement. 

Adrian!, sebagaimana dikutip oleh Brolodihardjo, mengemukakan teknik­

teknik pemungutan pejak pada pelaksanaannya terdiri alas 3 (tiga) bagian, 

yaitu:15 

1. Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pejak yang terutang sesuai 

dengan kelentuan undang-undang perpajakan. 

2. Ada ke~a sama anlara Wajib Pajak dengan Fiskus (tetapi kata 'terakhir 

ada pada Fiskus) dalam bentuk: 

a. Pemberitahuan sederhana dari Wajib Pajak . 

b. Pemberitahuan yang lengkap dari Wajib Pajak. 

3. Fiskus menentukan sendiri (di luar Wajib Pajak) jumlah pajak yang 

terutang. 

Di dalam sistem pemungutan pajak, terdapat asas-asas yang harus 

diperhatikan. Banyak pendapat ahti yang mengemukakan tentang asas-asas 

perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem pemungulan 

pajak, diantaranya yang paling terkenal adalah pendapat Adam Smith yang 

dikenal dangan four maxims, yaitu equity (adil), certainty (pasti). convenience 

(mudah) dan economy(ekonomi). 

Nightingale, menyatakan bahwa dalam suatu sistem perpajakan modem, 

pemungutan pajak yang ideal harus mencakup asas~asas berlkut :16 

lSBrotodihardjo, op.cil, Hal. 64. 
111 Kath Nigtingale, Taxation, Theory end Pr<}Ctice, (United Kingdom: Pearson 'Education 

Limited, 2000) Hal. 7 
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1, Simple, certain and convenient (Sederhana, pasti. dan nyaman). 

Pajak mestl relatit sederhana bagi Wajib Pajak untuk mengetahui 

kewajibannya, dan diadministrasikan sedemikian rupa agar Wajib Pajak 

menyadari jumlah yang harus mereka bayar, dan tanggal jatuh tempo 

pembayaran. Cara pembayaran yang mudah dan nyaman. 

2. Flexible (Fiexlbel). 

Struktur dan trait pajak mesti fleksibel, sehingga rnudah dirubah untuk 

menyesuaikan dengan perubahan keadaan. 

3. Adminislratively efficient (Secara administrasi efisien); 

Biaya administrasl pajak harus lebih rendah darl penerimaan pajak, baik 

bagi otaritas pajak maupun bagi Wajib Pajak dalam rnemenuhi kewajiban 

pajaknya (blaya kepatuhan harus bisa serendah mungkin). 

4. Neutral (Neira!). 

Pajak disebut neteral bila ia tidak mendistorsi pilihan ekonomis, distorsi 

pilihan akonomis dikenal dengan istilah beban lebih perpajakan (the 

exess burden of taxation), menyebabkan efek subsfitusi yang 

menyebabkan inefisiensi ekanoml. Semua aktivitas ekonomi mempunyai 

biaya dan manfaat yang terkalt dengannya, misalnya biaya untuk bake~a 

dapat disabut kehilangan waktu untuk bersanang-senang, dan 

manfaatnya latah upah yang dltelima; ketlka pajak dlmasukan dalam 

persamaan inl distorsi timbul dalam bentuk Tax Wedge. Tax Wedge lnl 

adalah selisih antara biaya marginal dari aktivitas dan manfaat marginal 

yang diterima, !ingkat distorsinya ditentukan oleh besamya tax wedge. 

Setlap pajak yang dibebankan di dalam aktlvltas ekonomi berefek tidak 

netral dan pemelintah juga berharap efeknya tidak netral kalau akan 

dipakai di dalam kebijakan fiska: sebagai ala! manipulasi perekonomian. 

Dalam hal ini, tingkat netralitasnya yang panting ketika mengevaluasi 

sistem perpajakan. 

5. Equitable (Adil) 

Pajak harus wajar agar para Wajib Pajak dapat menelimanya. Terdapat 

kecenderungan besar untuk menghindari pajak bifa sistem pajak 

dianggap tldak adil, sering dlsebutkan bahwa bila ada penghindaran 

pajak secara besar-besaran maka yang salah adalah sistem 

perpajakannya. bukan Wajib Pajaknya. Ada dua jenls keadilan yang perlu 
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diperhatikan, yaitu: {i) keadi!an horizontal, mensyaratkan Wajib Pajak 

dengan situasi yang sarna diperlakukan sarna. (ii) keadilan vertikal, 

mensyaratkan Wajib Pajak dengan situasi yang berbeda diperlakukan 

dengan berbeda. 

2.1.5 Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

Patuh mempunyai arti taat. tunduk, melaksanakan apa yang 

diperintahkan dan menjauhi apa yang dllarang oleh suatu norma hukum. 

Bilamana dikaitkan dengan adminitrasi pajak suatu kepatuhan menurut 

Nurmantu dapat dldefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajb Pajak 

memenuhi semua kewajban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Nurmantu membagi dua kepatuhan dalam sistem administasi pajak yaitu 

Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Materii1.17 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sosuai dengan ketentuan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepetuhan materiil adalah suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak secara substanlif atau hakekat telah memenuhi semua 

ketentuan matelial perpajakan . 

International Tax Glossary memberikan definisi kepatuhan sebagai suatu 

tingkat dimana wajib pejak petuh terhadap semua peraturan perpajakan dangan 

mengumumkan secara terbuka besamya penghasifan yang dfperoleh dan 

membayar tepat pada waktunya 1 sebagaimana terurai sebagai berikut : 

'Degree to which a taxpayar complies (or fails to comply) with the 
tax rules of his country, for example by declaring income, filling a 
return and paying the tax due In a timely manner"' 

Bilamana suatu ketentuan suatu norma hukum dilanggar maka terjadilah 

ketidakpatuhan atau pelanggaran hukum. Dalam penelltian empirisnya 

Chambles, yang dikutip Soemltro, menyatakan bahwa motif darl pelanggaran 

suatu ketentuan hukum dibedakan menjadi dua yakni penlaku jahat yang 

ekspresif dan instrumental. Perilaku jahat yang ekspresif dilakukan karena 

merupakan suatu kenikmatan sendiri bagi pelakunya, dan bukan dljalankan 

untUk mencapai tujuan lain. Sedangkan perllaku jahat yang Instrumental 

bertujuan untuk mencapai maksud-maksud tertentu, diluar perbuatan itu sendiri. 

17Safri Nunnantu, Pengantar Perpajakan, (Jakarta; Granit. 2005) haL 146--149. 
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2.1.6 Upaya·Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalisasi Penerimaan 

Pajak 

Dalam rangka menyelamatkan penerimaan negam dari sektor pajak, 

pemerintah dapat melakukan intervensi, baik yang bersifat langsung (direct 

government involvement) ataupun tldak langsung (government influence) yakni 

melalui regulasi. Menurutnya regulasi yang efektlf unluk mencapai kepenlingan 

publlk merupakan fungsi pemerintah yang esensiat Pernyataan yang lengkap 

mengenai hal tersebut adatah sebagai berikut: 

"Effective regulation to achieve a specified public interest is an 
essential function of government. A good regulatory system 
supports national economic activity, development, and equity in 
many ways - definition property rights and avoiding needless 
litigation, fostering competition, correcting failures, and promoting 
efficient and equitable social and environmental policies"18 

Senada dengan hal yang dl alas Yudkin yang dikulip oleh Rahayu, juga 

menyebutkan bahwa dalam upaya mengantisipasi kesalahan atau 

ketldakbenaran Wajlb Pajak dalam melaporkan pajaknya, sistem perpajakan 

harus dilengkapl dengan ketentuan mengenai penelltian maupun pameriksaan 

etas laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tersebul Di samplng ltu, upaya 

untuk melakukan law enforcement atas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib 

pajak serta pengetahuan ftSkus mengenai masalah perpajakan juga merupekan 

hal yang penting untuk diperhatikan.19 

Selain pentingnya pemerlksaan dan penyempumaan peralllran atau 

ragulasi yang efak!if unlllk menangkal par1<tlk-praktik penghindaran pajak, juga 

diperlukan adanya kerja sama antar administrasi pajak baik domestic maupun 

intemasional meialui pertukaran lnformasi sebagaimana oleh Gnazzo yang 

dikutip oleh Rahayu sebagal betikut: 

'"There are two ways of combating tax avoidance and tax evasion 
and accordingly, reducing the magnitude of the underground 

11Salvatore Schiavo campo and Patchampel Sundaran, To Serve and to Preserve : 
Improving Pub!Ja Administration irr a Comparative Won'd, (Jakarta, 2000). hal.24 *25, sebagaimana 
dikutlp oleh Ning Rahayu, da!am Disertasl yang be~udul "Praktek Penghindaran Pajak {Tax 
Avoidance) pada Foreign Direct lnllf!stment yang Berbenluk Subskl!ary Company {PT PMA) di 
Indonesia (Suatu Ka]lan Terhadap Anti Tax Avoidance), Jakarta: Ut. 2008, hal65 

19 Ning Rahayu, "Praktek Penghlndaran Pajak (Tax Avoidance} pada Foreign Direct 
Investment yang Berbentuk Subsidiary Company (PT PMA) di Indonesia (Suaiu Kajian Tefhadall 
Anti Tax Avoidaru::.e), Disertasl Doktor (2008) hal65 
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economy, namely by: improving lhe efficiency and eflecliveness of 
the tax administration and reviewing legal regulation and promoting 
cooperation bef\w!en the tax administration lo combat lax evasion 
am/ fax avoid(mce at tlte internal and international levels", :w 

Kemudian OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) yang dikutip Rahayu, memberikan rekomendasi kepada negara­

negara anggotanya untuk rnengantisipasi praktik-praktik penghindaran pajak 

sebagai berikut 

"Pertama: memperkuat peraturan-peraturan perpajakan serta 
pemeriksaan dan penyidikan pajak dalam upaya mendeteksi dan 
mengantisipasi praktik·praktik penghindaran pajak. 
Kedua: memfasilitasi1 meningkatkan serta memperluas pertukaran 
infonnasi antar administrasi pajak internasional dalam rnemerangi 
praktik penghindaran pajak. 
Ketiga: melakukan pertulwan peugalaman secara berkesinambungan 
mengenai taktik-taktik untuk mendeteksi dan mengantisipasi praktik· 
praktik penghindaran pajak serta meningkatkan tax compliance."21 

Jadi berdasarkan pandapat para ahli di alas, maka pemerintah dalam hal ini 

Ditjen Pajak sebagai institusi yang menangani perpajakan dapat melakukan 

langkah-langkah dalom melakukan optimalisasi penerimaan pajak adalah sebagal 

beriknt: 

I. melakukan penyempumaan terbadap peraturan perpajakan; 

2. melakukan pengawasan/pemeriksaan alas pelaksanaan kewajiban 

perpajakan wajib pajak; 

3. meningkatkan pendidikan perpajakan bagi aparat perpajakan (fiskus); 

4. melakukan pertukaran informasi (exchange of infonnation) balk di tingkat 

domestic maupun intemasionaL 

29 Ibid., Hal 66 
:u OECD, Hatmfulrax Competition, An Emerging Global issue, {1998),, sebagatmana 

diku1ip oteh Ning Rahayu, dalam Diserlasi yang beljudul MPraktek Penghindaran Pajak {Tax 
Avoidance) pada Forelgn Direct Investment yang Berbenluk Subsidiary Company {PT PMA) di 
(ndonesia (Suatu Kajian Terhadap Anli Tax Avoidance), Jakarta: Ul, 2.006, tlal66 
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2.2 PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) 

Pada umumnya semua perusahaan didirikan mempunyai maksud dan 

tujuan yang ingln dlcapai oleh pemiliknya. Tujuan utama adalah untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar-be.sarnya sehlngga dapat meningkatkan 

nilai perusahaannya, yang pada akhirnya dapat memberll<an kesejahteraan 

kepada stakeholder. Untuk mencapai tujuan tersebut. manajemen perusahaan 

harus menjalankan fungsinya dengan efisien dan efektif dalam mengelola 

sumber daya dan dana yang ada secara optimaL Salah satu fungsi manajemen 

adalah perencanaan, Fungsi perencanaan memberikan tujuan dan arahan 

kepada manajemen perusahaan, menentukan yang akan dikerjakan, kapan akan 

dike~akan, bagalmana mengefjakannya, dan siapa yang akan menge~akannya. 

2.2.1 Pengertlan Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada 

tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan, dengan 

maksud dapat diseleksl janis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada 

umumnya penekanan perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban 

perpajakan. 

Secara umum perencanaan pajak (tax planning) dapat diartikan sebagai 

proses pangorgaoisasian usaha wajib pajak sedemikiao rupa, sehingga hutang 

pajak balk pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada diposisi lebih 

rendah. Sepanjang hal tersebut memungkinkan baik oleh ketentuan maupun 

peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak ada satu hal pun dalam undang­

undang yang melarang seseorang untuk me!akukan suatu manajemen pajak. 

yang bertujuan untuk memiolmalkan pembayaran pajak. 

Suatu perencanaan pajak yang tepa! merupakan hasil dali tindakan 

penghematan atau tax saving dan panghlndaran pajak (tax avoidance). Tidak 

termasuk dldalamnya perencanaan pajak atau tax evasion. 

Larry, Frledman, dan Anders, menyatakan bahwa: 

"Tax planning is the sistemalic analysis of differing tax options 
aimed at the minimization of tax liability in current and future tax 
periods".22 

2Zcrumbley 0, Larry, Jak P Friedman dan Susan B. AndetS, Dictional)' of Tax Terms, 
{New York: Barron's Guide, 1994) hal ,300 
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economy, namely by: improving the efficiency and effectiveness of 
t!te lax administration and reviewing legal regulation and promoting 
cooperation between the tax administration to combat tax evasion 
and urx avoidance at the internal tmd inlemationollevefs ".:m 

Kemudian OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) yang dikutip Rahayu, memberikan rekornendasi kepada negara­

negara anggotanya untuk mengantisipasi pn!ktik~praktik penghindaran pajak 

sebagai berikut: 

"Pertama: memperkuat peratunm~peraturan perpajakan serta 
pemeriksaan dan penyidikan pajak dalam upaya mendeteksi dan 
mengantisipasi praktik-praktik penghindaran pajak. 
Kedua: memfasilitasi, meningkatkan serta mcmperluas pertukaran 
infonnasi antar administrasi pajak intemasionat dalam memerangi 
praktik penghindaran pajak. 
Ketiga: melakukan pertnkaran pengalaman secara berkesinambungan 
mengenai taktik-taktik untuk mendeteksi dan mengantisipasi praktik­
praktik penghindaran pajak serta meningkatkan tax Cl)mpliance. "21 

Jadi berdasarkan pendapat para ahli di alas, maka pemerintah dalam hal ini 

Diljen Pajak sebagai instirusi yang menangani perpajakan dapat melaknkan 

Jangkah-langkah dalam melaknkan optimalisasi penerimaan pajak adalah sebagai 

beriknt: 

1. melaknksn penyempnmaan terhadap paraturan perpajakan; 

2. melakukan pengawasanfpemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban 

perpajakan wajib pajak; 

3. meningkatkan pendidikan pOipajakan bagi aparat perpajakan (fiskus); 

4. roelaknkan pertukaran informasi (exchange of information) baik di tingkat 

domestic maupun intemasional. 

2.2 PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) 

lll Ibid., Hal 66 
11 OECD, HarmfuiTex CcmpelitiCn, An Emerging Global Issue, (1998}., sebaga!mana 

dikutlp oleh Ning Rahayu, dalam Oisartasi yang berjudul "Praktek Penghlndaran Pajak (Tax 
Avoidance} pada Foreign Direct Investment yang Berllentuk Subsidlaty Company (PT PMA} dl 
Indonesia (Soatu Kajian TeJhadapAnU Tax Avoidance), Jakarta: Ut, 2008, ha!66 
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Pada umumnya semua perusahaan didirikan mempunyai maksud dan 

tujuan yang ingln dicapai oleh pemiliknya. Tujuan vtama ada!ah untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar~besamya sehingga dapat meningkaikan 

nllal perusahaannya, yang pada akhirnya dapat memberlkan kesejahteraan 

kepada stakeholder. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perusahaan 

harus menjalankan fungsinya dengan efisien dan efektlf dalam mengelala 

sumber daya dan dana yang ada secara optimal. Salah satu fungsi manajemen 

adalah perencanaan. Fungsi perencanaan memberikan 'ujuan dan arahan 

kepada manajemen perusahaan, menentukan yang akan dikerjakan, kapan akan 

dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan stapa yang akan mengerjakannya. 

2.2.1 Pengenian Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada 

tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelifian temadap peraturan, dengan 

maksud dapat diseleksi jenis tindakan panghematan pejak yang dilakukan. Pada 

umumnya penekanan perencanaan pajak adaiah meminimumkan kewajibao 

perpajakan. 

Secara umum perencanaan pajak (tax planning) dapat dlartikan sebagal 

proses pengorganisasian usaha wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang 

pejak balk pajak penghasitan maupun pajak-pajak lalnnya berada dlposlsl leblh 

rendah. Sepanjang hal tersebut memungkinkan balk oleh ketentu~n maupun 

peraturan perpajakan yang barlaku. Tidak ada satu hal pun dalam undang­

undang yang melarang seseorang untuk melakukan suatu manajemen pajak, 

yang bertujuan untuk memlnimalkan pembayaran pajak. 

Suatu perencanaan PaJak yang tepat merupakan hasil dari tindakan 

penghematan atau tax saving dan penghindaran pajak (tax avoidance). Tidak 

termasuk dldalamnya perencanaan pajak atau tax evasion. 

larry, Friedman. dan Anders, manyatakan bahwa: 

"Tax planning is the sistematic analysis of differing tax op/ions 
aimed at the minimization of tax liability in current and future tax 
periods". 22 

Spitz, menyatakan sebagai berikut: 

ncrumbley D. Larry, Jak P Friedman dan Susan B. Anders, Dictionary ()f Tax Terms, 
(New YorK: Barron's Guide, 1994) hal.300 
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Spitz, rnenyatakan sebagai berikut: 

"Tax planning is the process of taking into consideration all relevant tax 
factors, in the light of the material non-tax factors, for the purpose of 
determining: whether,' and if so when,' how; and with whom, to enter into 
and conduct transactions, operations and relationships, with the object of 
keeping the tax burden falling on taxable events and persons as /ow as 
possible while attaining the desired business, personal and other 
objectives. 23 

Lumbantoruan mengemukakan sebagai berikut 

~Manajemen pajak sebagaimana cara untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajaknya dapat ditekan 
serendah mungkin guna memperoleh laba dan liquiditas yang 
diharapkan" .24 

Selain itu, Zain mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan 

mendefinisikan sebagai berikut: 

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait 
dengan konsekuensi potensi pajak, tekanan pada pendalian setiap 
transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah 
bagaimana pengeluaran tersebut dapat meminimalkan jumlah pajak 
yang dibayarkan kepada pemerintah melalui apa yang disebut 
dengan penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang 
merupakan tindakan pidana yang tidak dapat di tolelir.25 

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat ditarik pengertian bahwa pajak 

adalah proses dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta 

pengawasan sumber daya manusia yang mengelola kewajiban pajak perusahaan 

yang bertujuan untuk membantu mewujudkan target Jaba perusahaan, 

melaksanakan kewajiban perusahaan, mempertahankan tingkat likuiditas yang 

memadai, dan semuanya itu dilaksanakan dalam konteks kepatuhan dan 

ketaatan peraturan perpajakan. 

Perencanaan pajak dapat dikatakan sebagai tindakan legal bila wajib 

pajak memanfaatkan celah dari ketentuan yang ada. Manajemen perencanaan 

pajak akan menghasilkan penghematan pajak sangat tergantung kepada 

persepsi dan motivasi wajib pajak. Seandainya motivasi tersebut adalah 

memininalisasikan beban pajak hal ini bukan hal yang baru, karena upaya 

23Bany Spitz, International Tax Planning , Second Edition, (London : Butterworth, 1983), 
Hal.1 

24
Sophar Lumbantaroruan, Akulansi Pajak, (Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia, 

1996), hal 483 
uMohammad Zain. Manajemen Perpajakan, (Jakarta: Salemba Empat 1997), hal29 
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memlnimalkan pajak sudah terjadi sejak pumunggu!an pajak di beriakukan, 

terutama pihak yang memandang bahwa tidak ada kewajiban moral untuk 

membayar pajak. 

Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa 

yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan 

efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga 

menghlndari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan 

kewajlban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan 

hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun meterial sebaik 

mungkin. 

Scholes dan Woteson, menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dilakukan dalam 3 (tiga) 

tipe perencanaan pajak, yaitu26 

1. Converting income from one type to another (Konversi penghasilan dari 

satu tipe penghasilan ke tipe yang lainnya). Misalnya konversi dari 

penghasilan kana pajak (taxable income) menjadi penghasilan tidak 

kena pajak (non-taxable income) atau konversi dari bukan blaya fiskal 

(non-deductible expense) menjadi biaya fiscal (deductible expense) 

2. Shifting income from one pocket to another (Pengalihan penghasilan dali 

satu kantong ke kantong lainnya). Misalnya pengalihan penghasilan 

dari deviden menjadi penghasilan dari bunga dengan mengatur 

slruktur permodalan. 

3. Shilling income from one lime period to another (Pengalihan penghasilan 

dari satu periode waktu ke periade lainnya). Misalnya pengalihan 

penghasilan peda tahun sekarang ke lahun berikutnya dengan cara 

menunda pembualan faktur penjualan pada akhir tahun pejak. 

Sadangkan fungsi pengendalian pajak adalah untuk memastikan apekah 

pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan rencana dan telah memenuhi aspek 

fOrmal maupuh material, tidak melanggar ketentuan alaupun peraturan 

perpajakan yang be~aku dan mengevaluasi sejauh mana perencanaan pajak 

yang dibuat setalah dilaksanakan dalam mencapai hasilseperti yang diharapkan. 

211Myron S. Sholes dan Mark A. Woleson, Taxes and Business Strategy : A Planning 
Approach, {New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1992}, Hal13 
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Tax avoidance adalah rekayasa Tax affairs yang masih tetap berada 

dalam bingkai ketentuan perpajakan. Tax avoidance dapat terjadi dalam bunyi 

ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang­

undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketenluan perundang-undangan 

tetapi berlawanan dengan jiwa dari undang-undang. 

Sedangkan tax evasion adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan atau 

tidak dilakukan dengan lujuan untuk menghindari pajak terutang dengan cara 

yang bertentangan dengan undang-undang. Tax evasion dapat terjadi bilamana 

perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. 

Zain membagi tax evasion dengan dua unsur perbuatan yakni kelalaian 

dan kesengajaan.27 Tax evasion dengan unsur kelalaian dapat disebabkan oleh 

ketidaktahuan, kesalahan, kesalahpahaman atau kealpaan dalam melakukan 

pemenuhan kewajiban perpajakan bersifat pelanggaran perpajakan. Sedangkan 

tax evasion dengan unsur kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang bersifat kejahatan atau pidana perpajakan. 

Dalam suatu perencanaan pajak, Ambrisio M. Lina berpendapat bahwa tax 

avoidance dan tax evasion mempunyai akibat yang sama yakni berkurangnya 

penyetoran dana pajak ke kas negara atau bahkan tidak ada dana pajak yang 

masuk ke dalam kas negara, akan tetapi mempunyai cara yang berbeda secara 

hukum yaitu: 

"Tax evasion and tax avoidance have different legal connotation, 
although their end results is the same; that of reducing or altogether 
removing tax liability. It is tax evasion if reduction is made by some 
means contrary to law; It is tax avoidance if reduction is made by 
taking advantage of some means allowed by law, or at least not 
contrary to law. Tax evasion constitutes fraud; avoidance does not. 
Evasion is illegal; avoidance is not. h 28 

Secara sederhana Mardiasmo29 mengutarakan beberapa perencanaan 

dalam bidang perpajakan dengan tujuan penghematan perpajakan dapat 

dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

27Zain, Op. Cit. Hal. 51 
28 Nunnantu, op. cit. hal151 
29 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi, 2002) Hal: 282 
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l. Memanfaatkan secara oplimal ketentuan perpajakan yang ber1aku 

khususnya barbagai ce!ah kelemahan peraturan yang menguntungkan 

wajib pa]ak 

2. Mengambll kauntungan dengan pemifihan bentuk-bentuk usaha yang 

tepat 

3. Mendirlkan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur 

secara keseluruhan pengunaan tarif pajak dan potensi penghasilan 

4" Menyebar penghasilan ke beberapa tahun untuk menghindari pengenaan 

pajak dengan tarif yang tinggi. 

Menurut Suandi setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan 

didalam merencanakan pa]ak (tax planning)" : 

L Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak 

(Tax avoidance) ingin dipaksakan dengan melanggar undang-undang. 

buat wa]ib pa]ak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan 

mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut. 

2. 

3. 

Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian 

yang tidak lerpisahkan dan stralegi perencanaan menyeluruh balk jangka 

pan]ang maupun jangka pendek. 

Bukll-bukti pendukungnye memadai, misalnya dukungan dan pe!jan]lan 

(Agreement), filktur (Invoice) dan juga penakuan akuntanslnya 

(Accountong TreatmenQ 

Oleh karena ~u setiap wa]ib pajak akan membuat perencanaan pajak alas 

seliap tindakan secara seksama. Dengan demikian bisa dlkatakan bahwa tax 
planning adalah proses pengambilan tax factor yang relevan dan non tax factor 

yang material untuk menenlukan: apakah, bagaimana, dengan siapa untuk 

melakukan transaksl, operasi dan hubungan dagang yang memungklnkan dan 

sejalan dengan lercapalnya tujuan penusahaan. 

2.2.2 Motlvasl Perencanaan Perpajakan 

Motivasl dilakukannya perencanaan pejak adalah berbeda antara Wajlb 

Pajak yang satu dengan yang lain, dengan jenis usaha atau industri yang sama 

ataupun berbeda. Dalam paper yang dipresentasikan peda rapat CESTO (The 

30 Eliy Suarn:ly, Peroncanaan Pajak, (Jakarta: Salemba Empal, 2006), HaL 10 
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Council of Executive Secretaries of Tax Organizations) di Seoul pada tanggal 2 

sampal dengan 6 April 1990, Yoingco dan Guevara menyebutkan tiga faktor 

yang memotivasi Wajib Pajak melakukan tax avoidance dan evasion. yaitu:~P 

1. Economic factors {Fakior~faktor ekonomi). 

2. 

Secara umurn, model ekonomi menggambarkan penggelapan pajak (tax 

evasion) sebagai maksimalisasi profit atau aktivitas maksimaiisasi utiliias 

dengan pertimbangan biaya dan mantaat (costs and benefits) tertentu. 

Wajib Pajak dipandang sebagai manusia yang raslonal yang akan 

memilih tingkat penggelapan pajak yang mana yang akan memberikan 

ekspetasi yang maksimal, menimumkan ekspektasi biaya sehingga 

memakslmalkan penghasllan sesudah pajak (income after tax). 

Ekspektasi biaya dilain pihak dikaitkan dengan kemungklnan denda dan 

pena!ti bifa terdeteksi. Model inf mencerminkan bahwa keputusan untuk 

menghindari pajak adalah berhubungan langsung dengan larlf pajak dan 

bertolak beiakang dengan tarif denda, llngkat pendetekslan dan biaya 

psikis. 

Psychological attitudes (Sikap psikologis) 

Ahli psikologi pajak mengelahui bahwa penggelapan pajak adalah suatu 

slfat yang dilentukan oleh lnteraksl dart berbagai kekuatan; soslal, polltlk, 

kultural dan psikologis. Slkap umum dan orientasi sWat dan Wajib Pajak 

terhadap kepatuhan perpajakan disebut juga etika pajak. Predisposisl ini 

dlbentuk oleh interaksl dan beberapa faktor sepertl, aspirasl atau 

persepsi terhadap keadilan dan rasionalisasl alas kebijakan atau 

persepsi terhadap keadllan dan rasionalisasl alas kebljakan pengeluaran 

pemerlntah, orlentasi sosial yaitu sikap yang dipengaruhi oleh latar 

belakang soslal sl Wajlb Pajak dan pemahaman alas slstem perpajakan, 

dan persepsi atas kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak, 

kemungkinan dldeteksl dan penerapan sanksl dan penaltl dlmana Wajib 

Pajak akan kurang tertarik untuk menghindari pajak kellka dia 

berpersepsl behwa berl<urang kesempatan untuk menggelapkan pajak, 

probabllitas pendetak:sian tinggi dan sanksinya berat 

:11Angel Q, Yoingco dan Milw:lda M. Guevera, Tax Evasion, Tax Avoidance and The 
Underground Economy, (Seoul: The Council Of Executive Secretaries ofT ax Oragnizat!ons, 1991), 
Hat. 61 

28 

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP UI, 2008



3. Legal and adminfstrative determinants (Oeterminan legal dan 

administrasi) 

Determinan administratif merujuk pada efisiensi dari administrasi 

perpajakan, sementara deterrninan legal merujuk pada kecukupan/ 

kelengkapan dari struktur perpajakan. 

Menurut Suandy motivasi wajib pajak da!am melakukan perencanaan 

pajak bersumber pada tiga unsur sistem petpajakan: 32 

1 Kebijakan perpajakan (Tax Policy) 

2. Undang-undang perpajakan (Tax Law) 

3. Administrasi perpajakan (Tax Administration) 

Ad 1. Kebljakan Perpajakan (Tal< Policy). 

Kebijakan perpajakan merupakan merupakan panduan atau 

pijakan dalam melaksanakan pemunggutan pajak. Pajak sebagai salah 

satu unsur kebijakan flskal dalam perkembangannya digunakan untuk 

memberikan dorongan bagi investasi dalam pemberian tax holiday atau 

invesment allowanc:e yaitu pembebasan pajak atau barang¥barang 

tertentu atau diberikan panguranagan atas pandapatan kena pajak. 

Kebijakan parpajakan merupakan altematif dari beribagai sarana 

hendak <frtuju dalam slstem parpajakan. Dari beribagai aspek kebijakan 

pajak. Unsur-unsur berikut mendorong dilakukannya suatu perencanaan 

pajak yaitu jenis pajak yang dipunggut, siapa yang menjadi objek pajak 

berapa besamya tarif pajak dan bagaimana prosedumya. 

Ad 2. Undang-Undang Perpajakan (Tax Law) 

Suatu kenyataan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang 

yang dapat mengatur permasalahan secara sempuma, sehingga untuk 

melaksanakan undang-undang tersebut selalu diikuti dengan dengan 

ketentuan separti paraturan pemerintah, keputusan prasiden, keputusan 

mentrl alau keputusan lainnya dalam rangka pelaksanaan bahasa 

undang-undang yang kadang~kadang sangat sulit ditafsirkan artlnya untuk 

dllaksanakan. 

nsuandy, op.ciL, Hal. 11 
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Namun tidak jarang ketentuan pelaksanaannya bertentangan 

dengan undang-undang itu sendirl kama disesuaikan dengan 

kepentingan pembuat kebijakan da!am mecapai tujuan yang lain yang 

ingin dicapaL Keadaan ini memuncu!kan celah bagl wajib pajak untuk 

mengana!isis dengan cermat kesempatan tersebut untuk dtgunakan 

dalam perencanaan pajak. 

Ad.3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration) 

Sebagal negara yang sedang b€rkembang membangun yang 

didukung dengan wilayah geografiis yang sangat luas, Indonesia saat ini 

masih belum dapat melakasanak.an administrasi pajak secara optimal. 

Hal ini mendorong wajib pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak, 

dengan demikian wajib pajak terhindar dari sanksi administrasi. 

2.2.3 Tahapan Perencanaan Pajak 

Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut 

Suandy"' diperlukan tahapan-tahapan yang terencana sebagai berikut : 

1. Menganalisa informasi yang ada 

Pada tahap ini perencana pajak harus menganalisis dan 

mempertlmbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan 

pajak. Pertlmbangan ini menimbang segala kemungkinan keberhasilan maupun 

kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Faktor-laktor yang perlu 

dlperhatikan antara lain : 

a. Fakta yang relevan 

Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin ketat maka 

seseorang manager pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu 

organisasi dituntut harus benar-benar menguasal situasl yang dihadapi 

baik dari segi internal maupun ektemal dan selalu mengaTami perubahan­

perubahan yang te~adi agar tax planning dapet dilakukan secara tepa!, 

menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak 

perpajakan. 

231bkl., Hal.14 
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b. Faktor pajak 

Dalam menganalisis seliap permasa!ahan yang dihadap! tidak tertepas 

dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor antara lain : 

I) Berkaitan dengan perpajakan nasional yang dianut oleh suatu 

negara 

2) Sikap fokus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik 

undang~undang dalam negri maupun perjanjian pajak. 

Secara komprehensJf faktor-faktor pajak dapat diuraikan sebagai berikut: 

1 ). Tipe pajak yang ada 

Dalam penyusunan suatu kebljakan perpajakan, pemerintah akan 

menentut pajak yang disesuikan dengan tujuan yang akan 

tercapai. Oteh karena itu seorang perencana pajak harus 

mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan yang a.kan 

dihadapi balk pajak domestik maupun pajak luar negri. 

2). Masalah penafsiran terhadap suatu undang-undang perpajakan 

Penetuan defin!si suatu istilah terkadang menimbulakan masalah 

balk dalam konteks hukum perpajakan sendiri maupun dalam 

hubungan dengan slstem 1ain atau dalam menafsirkan atas suatu 

undangwundang atau pefjanjian. 

3) FakiDrPenghubung 

Kewajiban perpajakan sangal terganlung pada keberadaanfaktor 

penghubung antara yuriadiksi perpajakan pada satu sisl dan wajib 

pajak atau perlsllwa kena pajak dlsisi lain. Untuk itu wajib pajak 

perseorangan akan menjadi penghubung adafah domisili dan 

kewarganegaraan. Sedangkan untuk wajib pajak badan yang 

menjadi faktor penghubung adalah bentuk badan usaha itu 

sendiri, kepemilikan, tempat kedudukan manajemen dan tempat 

didilikan badan tersebut 

4) lnsentif Pajak 

Pembenlukan atau penalikan modal adalah suatu yang panting 

dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Proses 

pembentukan atau penarikan modal modal umumnya dilakukan 

dengan cara melakukan penghematan atas penghasllan yang 

d1peroleh saat lni, dan bisa terlaksana apabila ada insentif dari 
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pemer!ntah. lnseniif pajak adalah salah satu bentuk fasilltas yang 

dibertkan kepada investor untuk akUfitas tertentu atau untuk 

wilayah tertentu ini merupakan sa!ah satu fungsi regulerend 

dldalam perpajakan Indonesia. 

5) Tax havens 

6} 

Tax havens selalu berkaitan dengan kondlsi untuk melakukan 

justifikasi tentang : 

a). Dimana negara a tau wi!ayah yang tidak ada pajak yang 

dipunggut 

b). Dimana negara atau wilayah mengenakan pajak hanya 

untuk international taxable event atau di punggut pada tarif 

terendah atau hanya dipunggut dari kentungan yang 

diperoleh dari sumber luar negri atau : 

c). Dimana negara atau wilayah yang memberikan perlakuaan 

khusus kapada wajib pajak tertentu atau kejadian tertentu 

Anti avoidance 

Dalam sislem parpajakan, anti avoidance ber1<aitan dengan arm's 

length transaction lerutama dalam lingkup pajak intemasional. Hal 

ini terutama berkaitan dengan transaksi-transaksi perusahaa 

multinasional yang bersWat lintas negara. 

c. Faktor Non Pajak 

Faktor bukan pajak inl berkaitan dengan penyusunan suatu perencanaan 

pajak yang an!ara lain : 

1 ). Masalah badan hukum 

Pemllihan suatu bentuk badan usaha, misalnnya parseroaan akan 

mempengaruhi berbagai aspak bisnis baden usaha tersebut 

contoh : perbedaan parlakuan pajak antara impor berang dengan 

jasa pendidlkan. Due bidang tersebut akan berbeda dalam hal 

kewajiban perpajakannya. 

2). Masalah mata uang dan nilai tukar 

Dalam perencanaan pajak yang berlingkup intemasional masalah 

nilal tukar mata uang mempunyai dampak yang cukup besar 

terhadap keuangan suatu perusahaan. Fluktuatif suatu nilai tukar, 

juga masalah devaluasi dan revaluasi akan memiliki dampak pada 

' 
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profitabi!itas suatu perusahaan, terutama bila banyak transaksi 

yang berlangsung mengunakan mata uang asing. 

3 ), Masalah pengendalian devisa 

Terkadang ada negara yamg pemerintahannya menjalankan 

sistem pengendalian devisa. Hal ini perlu dlketahu oleh para 

investor sebelum memutusakan untuk melakukan irwestasi. Suatu 

perencanaan pajak akan terpengaruhi kama pengaluran 

pengawasan devisa memberikan dampak terhadap pembayaran­

pembayaran misalnya pembayaran residen ke bukan residen. 

4}. Masalah program insentif 

Program insentif yang ditawarl<an oleh para negara tertentu 

merupakan daya tarlk bagi wajib pajak untuk melakukan investasi 

pada wilayah atau negara tersebut. lnsentif investasi biasanya 

barupa pembertan pinjaman bunga rendah, babes bunga atau 

pembertan grants dari pamertntah. 

5). Masalah bukan pajak lalnnya 

Masalah faktor bukan pajak 

sistem administrasl yang 

profesional, fasilitas 

lainnya seperti masalah hukum, 

beliaku, ketersediaan tenaga 

perbankan,bahsa,sistem 

akutansi,kesemuanya harus diperhitungkan dalam penyusunan 

perencanaan pejak. 

Contoh : Apabila kastabilan pemerintah terganggu, make 

penegakan hukum dinegara tersebut akan terganggu. Hal ini akan 

mengakibatkan ketidakpastian pelaksanaan perundang­

undangandan kebijakan dunia usaha khususnya dalam masalah 

perpajakan. 

Kelima fal<tor tersabut sangat mendukung pera perencana pajak 

dalam mengambil keputusan perencanaan pajak. 

2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak. 

Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 

perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari satu agar 

dapet dlbandingkan leblh dapat terukur keuntungan dan kerugiannya" Sehingga 

perencana pajak dapat memilih altematif-alternatif yang tersedia. 
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3. Evaluasi perencanaan pajak 

Mengevaluasi dengan analise keuangan suatu perencanaan pajak misalnya 

bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, faba kotor atau 

pengeluaran lain jika alternatif-altema.tif dipilih atau dijalan, Variabel-variabel 

dalam analisa keuangan akan dihitung seakurat mungkin dengan hlpotesa 

sebagai berikut : 

a. Bagalmana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan; 

b. Bagalmana jika rencana tersebut dllaksanakan dan berhasil dengan 

balk; 

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan telapi gaga I. 

Darl ket1ga hipotesa tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda dan 

dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut 

layak untuk dilaksanakan atau tidak. 

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali 

Dari berbagai altemat~ yang Ieiah dibuat, perencana pajak harus mellhat 

adanya potensi keruglan atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. 

Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alfematif kadang membawa kondlst 

pada potensi kerugian yang akan dlperoleh. Tugas dari perencana pajak adalah 

untuk memlnimalisaslkan potensl kerugian tersebut 

Hasll suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya 

harus dievaluasl melalul berbagal reneana yang dibual Dengan demikian 

keputusan yang terbaik alas suatu perencanaan pajak harus sesual dengan 

bentuk transaksl dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus 

dibuat sebanyak mungldn sesuai bentuk pereneanaan pajak yang diinginkan. 

Namun pedu dilngat bahwa untung dan · ruginya tetap menjadi ukuran yang 

diinginkan. Terkadang suatu rencana harus diubah karena adanya perubahan 

peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan (up to date planning) 

harus tetap dijalankan. Walaupun diperiukan penambahan biaya atau 

kemungkinan keberhasilan sangat keeil, sepanjang masih. besar penghematan 

pajak (tax saving) yang bisa dihemat. rencana tersebut harus tetap dijalankan. 

5. Memuktahirkan rencana pajak 

Suatu undang~undang seringkali mengalaml perubahan demikian pula 

dengan undang~undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagi 

perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana pajak untuk melihat 
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kembali rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan 

undang-undang fersebut 

2.3 MEREK 

2.3.1. Pengertian Merek 

Dalam dunfa industri. istilah merek menjadi salah satu kata yang popular 

dalam kehidupan sehari~hari. Merek sekarang tidak hanya dikaitkan oleh produk 

tetapi Juga dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut 

diuraikan beberapa pengertian tentang merek : 

PU!wosuljipto memberikan definlsi merek: 

"Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu 
dipribadikan sehlngga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis." 
34 

Selanjutnya Tjlptono medefinlsikan merek sebagai berlkut 

"Pada hakika!nya Marek merupakan identifier (dalam konslruksi apapun 
yang dipilih pemiliknya, misalnya logo, simbol, nama, karakter dan 
seterusnya) yang tardiri alas 2 elamen pokok: 
1 ). Produk atau market offering yang dipresenlasikannya; dan 
2). Komunikasl tawaran dan janji merek yang bersangkulan"."' 

Dalam konteks perdagangan, James memberikan rumusan merek 

sebagai hak asasi alas suatu produk yang melekat dalam seliap transaksi 

perdagangan, sebagai diuraikan sebagai berikut 

"A Trade mark Is a mark used in connection with goods which a trader 
uses In order to tlgnfty that a certain type of good are his trade need not 
be the actual manufacture of goods, in order to give him the rigths to use 
a trade mark, it will sufice if thay marely pass through his hand is the 
course of Coursa".36 

Selanjutnya dalam kaitan pemasaran suatu produk, Fisk mendeskripsikan 

merek sebagai identitas dan indikator loyalitas dati konsumen terhadap suatu 

produk yang dlproduksl oleh perusahaan, sebagaimana diuraikan sebagai 

berikut: 

;w H. M. N Purwo Sutj!pto, Penger1ian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: 
Djembatan, 1984), hate:.?. 

'5 Fandy l]iptono, Brand Management and Strategi, (Yagyakarta: Andi, 2005), haL19 
.l(> 0. K Saidin, Aspok Hak Kekayaan lntelektual, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), ha!.345, 
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"Brands are about you, not me 
Brands are about people, not product. 
Brands are about customers not companies 
A great brand is one you want to live your life by, one you trust and hand 
on the while everything around you is changing, one that articulate the 
type of person you are want to be, one that enables you to do what you 
couldn't otherwise achive". 37 

Bilamana diamati dan diperhatikan, pada dasarnya definisi-definisi yang 

telah dikemukakan diatas menuju pada suatu pengertian atau persamaan pada 

pokoknya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa merek terdiri dari unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Suatu tanda pengenal yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf­

huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut; 

b. Merupakan alat pembeda barang hasil produksi perusahaan satu dengan 

barang sejenis hasil produksi perusahaan lainnya baik yang dimiliki 

perseorangan ataupun badan hukum; 

c. Digunakan dalam rangka keperluan perdagangan atau dalam ruang 

lingkup perdagangan. 

2.3.2 Elemen Merek 

Suatu merek yang digunakan harus terdiri elemen-elemen sebagai upaya 

visual dan bahkan kadang kala fisik yang bertindak mengidentifikasi dan 

mendifferensiasi suatu produk atau jasa seseorang atau perusahaan. Elemen­

elemen merek terdiri dari:38 

a. Nama 

Nama dari suatu merek adalah yang pertama dan mungkin ekspresi 

terbesar dari suatu produk. Sebuah nama dalam merek biasanya memiliki 

semacam citra yang diasosiasikan baik kultural, linguistik atau pribadi. 

Terdapat beberapa jenis nama yang digunakan untuk sebuah merek 

yakni: 

1) Nama Pendiri; 

37 Ibid. 
:;s Philip Koller dan Waldermar Pfoertsch, 828 Brand Management, diterjemahkan oleh 

Natalia Rulh Sihandrini, cet.1 (Jakarta: Buana llmu Populer, 2008), hal.103. 
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b. 

Banyak perusahaan dan merek besar diberi nama sesuai dengan 

nama pendirinya, contohnya jamu Ny. Meneer. Ayam Goreng Mbok 

Mberek 

2). Nama Deskriptif 

Menggunakan nama deskriptif tepat mencakup keadaan bisnis. 

Contohnya, Telkom, lndomie, Bakpia 25 

3). Akronim 

lnisial dapat juga bertindak sebagai nama. Contoh : Tiki, PLN, BCA, 

Bl 

4). Nama Buatan 

Pemakaian kata-kata baru yang benar-benar buatan untuk merek. 

Contohnya: Joger, Xerox 

5). Metafora 

Logo 

Didasari pada sesuatu, tempat, blnatang, proses, nama mitologis, 

atau kata asing, met.afora digunakan untuk meneka.n kualitas atau 

filur ll>rtentu sualu perusahaan. Contohnya Hotel Sullan, Apple 

Logo merupakan tampilan graf!S dari suatu merek. atau perusahaao. Logo 

yang baik mampu memenuhi perintah grafis dan fungsional serta nilai 

korporal dan karaklerlslik pemegang merek. Logo yang kuat dapat 

memberi kohesi dan membangun idenfitas suatu merek, memudahkan 

pangenalan dan ingalan kembali. 

c. Slogan 

Slogan merek adalah kalimat yang mudah dikenal dan dilngat yang sering 

kali menyartai suatu merek dalam program komunlkasi pemasaran. 

Tujuan utama suatu slogan adalah mendukung citra merek yang 

diproyeksikan oleh nama dan logo suatu merek. Slogan yang baik 

mencakup intisari suatu merek, kepribadian dan penempatan 

perusahaan, Slogan yang baik juga dapat membanlu 

mendifferensiasikan diri dari pesaing. 
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Ke!iga elemen merek tersebut diatas harus mengikuti serangkaian krlteria 

untuk mengurangi risiko untuk memperkuat atau memperlemah suatu merek 

yakni:39 

a. Ketersediaan; 

elemeo yang dipergunakan suatu merek harus tersedta dan dapat 

dlgunakan di seluruh pasar. 

b. Berarti; 

tdealnya elemen suatu merek harus mencakup rntisari merek yang 

bersangkutan dan mengkomunikasikan sesuatu tentang keadaan bisnis. 

c. Mudah Diingat; 

Element merek yang baik adalah berbeda dan mudah diingat. Nama 

suatu merek harus juga mudah dibaca dan diucapkan. 

d. Dapal Dilindungi 

e. 

Elemen merek yang digunakan dapat dilindungi secara hukum di semua 

negara tempat merek tersebut dipasarkan. 

Orientasi ke depan; 

Elemen merek yang dipilih dengan balk dapat menempatkan perusahaan 

dalam parlumbuhan, perubahan dan kesuksesan. Untuk berorientasi ke 

depan juga berarti memeriksa kemampuan elemen merek dalam 

menyesuaikan dan memperbaharui. 

f. Posilif; 

Semen merek yang efektlf dapat mengingatkan asosiasi positif dalam 

pasar yang difayani. 

g. Dapal dialihkan; 

Kemungkinan untuk menggunakan.. elemen merek dalam 

memperkenatkan produk baru di pasar yang sama maupun yang 

berbeda 

2.3.3. Hierarl<hi Merek 

Kevin Lane Keller menggambarkan 4 efemen hlerarki merek yakni.ro: 

39 Koller, Loc. CIL 
4/JTjiplono,op.cit.., hal.15. 
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a. Corporate brand (company brand) yaitu menggunakan nama perusahaan 

(baik perusahaan induk maupun anak perusahaan atau kantor 

cabangnya) sebagai merek produk; 

b. famdy brand yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu kategori 

produk, letapl tidak harus selalu merupakan nama perusahaan 

pemiliknya; 

c. individual brand yakni merek yang dibatasi hanya untuk kategori produk, 

meskipun bisa digunakan untuk beberapa tipe produk berbeda dalam 

kategori yang sama; 

d. modifier yaitu wahana untuk menandakan item spesifik atau tlpe model 

atau verst/konfigurasi tertentu dari produk. Hal ini bermanfaat dalam 

mengkomunikasikan penyempurnaan atau perbedaan merek dalam 

sejumlah aspek seperti tingkat kua/itas (contoh Kartu kredit Gold, 

Platinum atau silver), atribut (seperti variasi rasa buah dalam produk 

permen llaret), dan fungsi {contohnya fuji film 100, 200 dan 400). 

2.3.4. Merek versus Produk 

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektff dari produsen 

atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai 

dengan kompetensi dan kapasltas organisasi serte daye beli pasar. Selain ~u. 

produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarllan oleh 

produsen mela/ui hasil produksinya. Secara lebih rinci, konsep produk total 

meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan, dan jaminan. 41 

Dalam suatu produk yang dlhasllkan, ljiptono membagi 5 (lima) tlngkatan produk 

yakni~ 

a. Produk utamalinH {core benefit), yaHu man!aat yang sebenamya 

dibutuhkan dan akan konsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

Contoh: dalam blsnis perhotelan, manfaat utama yang dibeli para lamu 

adalah istirahat dan tidur, 

b. Produk generlk, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi 

produk yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat 

41 Fan ely Tjlptono L21, Stralegi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997), hat95. 
42/bid., haL 16. 
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berfugs!). Contohnya hotel merupakan suatu bangunan yang memiliki 

banyak ruangan untuk disewakan. 

c. Produk harapan (expected product), yaitu produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal {Jayak) diharapkan 

dan disepakali untuk dibeli. Contoh : tamu hotel mengharapkan tempat 

tidur yang bersih, sabun dan handuk. 

d. Produk pelengkap (augmented product). yakni berbagai atribul produk 

yamg ditengkapi alau ditambahl berbagai manfaat dan layanan. sehingga 

dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan 

produk pesalng, Contoh: hotel bisa menambatokan fasilitas tv, shampo, 

buah-buahan segar. 

e. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatau produk di masa mendatang. 

Contoh: hotel menambahkan fasilitas layanan internet. 

Setiap produk barkailan secam toierakls dengan produk-produk tertentu 

lainnya. Hierakhi produk lni dimulai dari kebutuhan dasar sampai dengan item 

tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. KaUer menjelaskan 

hierakhi produk yang tardiri alas 7 (lu)uh) tingkalan yakni "": 

a. Need family, yaitu kebutuhan inti/ dasar yang bentuk product family. 

Contohnya rasa aman; 

b. Product famfiy, yaltu seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu 

kebutuhao inti/ dasar dengan tingkatan efektivitas yang memadai. 

Contohnya tabungan dan pengtoasllan 

c. Kelas produk (product class), yaitu sekumpulan produk di dalam product 

family yang dianggap memiliki hubungan fungslonal tertentu. Misalnya 

instrument financial; 

d. lini produk (product line), yaitu sekumpulan produk didalam kalas produk 

yang berhubungan arat contohnya asuranst jiwa. Hubungan yang erat inl 

bias dikarenakan salah satu dari 4 faktor berikut yaitu : 

1 ). fungsinya sama; 

2). dijual kepda kelompok konsumen yang sama: 

"llbid., hal.97. 
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3). dlpasarkan melaluL saluran distribusi yang sama~ 

4). harganya berada dalam skala yang sama. 

e). Tipe produk (product type}, yaitu item-item dalam sualu lini produk yang 

memiliki bentuk tertentu dari sekian banyak kemungkinan bentuk produk. 

f). Merek (brand), yaitu nama yang dapat dihubungkan/ diasosiasikan 

dengan satu atau lebih item dalam lini produk yang digunakan untuk 

mengidentitikasiakan sumber atau karakter item terse but. 

g). Item, yaitu suatu unit khusus dalam suatu merek atau lini produk yang 

dapat dibedakan ukuran, harga, penampllan, atau atribut lainya. 

Biasanya disebut pula stockkeeping unit atau vatian produk. Mlsalnya, 

asuransl jiwa bumi putera yang dapat diperbaharui. 

Pada pnnsipnya merek (branding) be~aku untuk segata jenis produk 

(barang, jasa, pangeoar, bisnis online, orang, organisasi, tempat dan gagasan) 

yaitu dengan cara memberikan nama pada produk dan manyertakan makna atau 

arti khusus menyangkut apa yang ditawarl<an produk yang bersangkutan dan 

apa yang membedakannya dan produk-produk pesaing. Beberapa pakar 

mengemukakan pendapatnya mengenai perbedaan antara merek dengan produk 

sebagaisebagaibenkut 

Setharaman berpendapat: 

"bahwa Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk adalah sesuatu 
yang dlproduksl di pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dlbeli 
konsumen. ". 44 

Sedangksn Keller mengemukakan sebagai berikut: 

"bahwa merek adalah produk yang mampu memberikan dlmensi 
tambahan yang secara unik membedakannya dari ~;roduk-produk lain 
yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa". 

Kemudian Fournier memberikan penjelasan : 

"bahwa mersk dan produk mempunyai perbedaan yang dapat bersifat 
raslonal dan tangible (lerl<ait dengan kine~a produk dan merek 
bersangkutan). maupun simbolik, emosional dan intagibfe (berl<enaan 
dengan representasi merek). Dengan kata lain. merek mencerminkan 
keseluruhan persepsi dan perasaan konsumen mengenai atribut dan 

-------
4-11jlptono [1), op.cit., hat.19 
~$ Jbid. 
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kinerja produk, nama merek dan makna~, dan perusahaan yang 
diasosiasikan dengan merek bersangkutan ". 

Aeker menambah pendapatnya sebagai berikut : 

"Produk hanyalah sesualu yang dihasilkan pabrik. Sedangkan merek 
merupakan sesutau yang dfbeli konsumen. Bila produk bisa dengan 
mudah ditiru pesaing, maka mereka sela!u memitiki keunlkan yang relatif 
sukar dijiplak. Merek berkaitan erat dengan persepsi, sehingga 
sesungguhnya persaingan yang terjadi antar perusahaan adalah 
pertarungan persepsi dan bukan sekedar pertarungan produk", 47 

2.3.5. lnterprestasi Merek 

lstilah Merek sebenamya memiliki interprestasi dan tidaklah mudah 

membedakannya dengan "Produk" dan "Market Offering". Leslie De Chernatony 

mengindentiflkasl 1.4 interprestasi terhadap merek ke dalam 3 kelompok yakni:46 

a. PerspekJ.if Input 

1 ). Merek sebagai logo; Merek dimaksudkan untuk mengidentffikasi 

barang dan jasa dan satu penjual atau kelompok penjual dan 

membedakannya dari barang dan jasa para pesaingnya; 

2). Merek sebagai lnstrumen hukum; Merek mencermlnkan hak 

kepemilikan yang dllindungi secara hukum; 

3). Merek sebagai perusahaan; Merek mempresentasikan perusahaan 

dimana nilai..flilai korporat diperluas ke berbagai macam kategori 

produk; 

4). Merek sebagai a shorlhand; Merek memfasilitasi dan 

mengakselerasi pemrosesan informasi ke konsumen: 

5). Merek sebagai penekan risiko: Merek menekan persepsi konsumen 

terhadap risiko (klne~a. financial, waktu.) 

6). Merek sebagai positioning; Merek dlpresen!aslkan sebagai wahana 

yang memungkinkan pemlliknya untuk mengasoslasikan 

penawarannya dengan manfaat funsional tertentu yang panting 

7). Merek sebagai kepribadian; Merek memiliki nllai·nllai emosional 

atau kepribadian yang bisa sesuai dengan dlra diri konsumen 

46 Ibid. 
41 Tjip.lornf[2J, op.clt., hat 105. 
4~iptono [1l, op,cit,, hal.9 
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8). Merek sebagai serangkaian nilai; Merek memiliki serangkauan 

nilai yang mempenga.ruhi pllihan merek. 

9). Merek sebagai visi; Merek merupakan visi para manjer senior 

dalam rangka membuat dunia ini semakin baik, dimana merek 

mencerminkan apa yang ingin diwujudkan dan ditawarkan oleh para 

manajer senior kepada masyarakat luas; 

10), Merek sebagaai penambah nilai; Merek merupakan manfaat ekstra 

(fungsional dan emoslonal) yang ditambahkan pada produk atau 

jasa intl dan dipandang bernilai oleh konsumen; 

11 ). Merek sebagai identitas; Merek memberikan makna pad a produk 

dan menentukan identitasnya, baik dalam hal ruang maupun waktu 

b. Perspekt.if Output 

12). Merek sebagai citra: Marek merupakan serangkaian asosiasi yang 

dipersepsikan oleh individu sepanjang waktu, sebagai hasil 

pengalaman langsung maupun tidak langsung atas sebuah merek; 

13). Merek sebagai re[asi; Oleh karena merek bisa dipersonaftkasikan, 

maka para pelanggan bisa menjalin relasl dengannya. Merek 

membantu pelanggan melegilimasi pandangan atau pemikirannya 

terhadap dirlnya sendiri; 

c. Perspekiif Wal<tu 

14 ). Merek sebagai evolving entity; Merek bertumbuh selrtng perubahan 

permintaan pelanggan dan persalngan. Akan tetapi yang berubah 

adalah peripheral values. sementara core value jaraog berubah 

2.3.6. Manfaat Marek 

Suatu Marek yang digunakan peda barang atau jasa mempunyai banyak 

manfaat yang diperoleh oleh Produsan dan/atau Konsumen. Marek menjadi 

strategis bagi suatu perusahaan dikarenakan adanya manfaat yang diberikan 

bagi penjual" : 

a. Merek memudahkan penjual untuk memproses pesanan dan menelusuri 

masalah 

49Retnawati, Berta BekU, "Siralegl Penguatan dan Revita!isasi Mcrek Menuju Pengefo/aan 
Marek Jangka Panjang.~ Usahawan { Jufl2003}: haL?. 
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b. Nama merek memberikan ciri·ciri produk yang unik dan perlindungan 

hukum; 

c. Pengelolaan merek yang efektif dimongkinkan dapat mempertahankan 

kesetiaan kansumen yang ada, nantinya bisa dipakai untuk menghambat 

serangan pesaing dan membantu memfokuskan perencanaao program 

pemasaran; 

d. Merek dapat membantu dalam meiakukan segmentasi pasar; 

e. Citra perusahaan dapat dibangun dengan merek yang kuat dan memberi 

peluang dalam petuncuran merek-merek baru yang lebih mudah diterima 

oleh pelanggan dan distributor; 

Sedangkan bagi konsumen, merek mempunyai lungs!" sebagai berikut : 

a. lndentffikasi; bisa dilihat dengan jelas, memberikan makna bagi produk; 

gampang mengindentifikasi produk yang dibutuhkan atau dlcari; 

b. Pratikalitas; msmfa.silitasi penghematan waktu dan energi melalui 

pembelian ulang identik dan loyalltas. 

c. Jaminan; membelikan jaminan bari kansumen bahwa mereka bisa 

mendapalkan kualitas yang sama sekalipun dilakukan pads waktu dan dl 

tempat berbeda. 

d. Optimisasi; memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli 

alt.ematif terbeik dalam produk tertentu dan pifihan terbaik untuk tujuan 

spesifik. 

e. karakterisasi~ mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen atau 

citra yang ditampilkannya kepada orang lain. 

f. kontinuitas: kepuasan terwujud melalui familiaritas dan intimasi dengan 

merek yang telah digunakan atau dikonsumsi pelanggan selama 

bertahun-lahun. 

g, hedonistik; kepuasan terkalt dengan daya tarik merek, logo dan 

komunlkasinya; 

h. etis; kepuasan berkailan dengan perilaku bertanggung jawab mensk 

bersangkutan dalam hubungannya dengan masyaraka~ 

W-rjiptono [1].op.cit., hal. 21. 
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Selanjutnya Tjiptono mengemukakan 3 (tiga) manfaat dari suatu merek yakni51 
: 

a. Manfaat Ekonomik yakni : 

1 ). Merek merupakan saraoa bagi perusahaan untuk saling bersaing 

memperebutkan pasar. 

2). Konsumen memilih merek berdasarkan Value for Money yang 

ditawarkan berbagai rnacam merek. 

3}. Re!asi antara merek dan konsumen dimulai dengan penjualan. 

Premium harga bisa berfungsi layaknya asuransi ris!ko bagi 

perusahaan. Sebagian besar konsumen !ebih suka memilih 

penyedfa jasa yang lebih mahal namun diyakini bakal 

memuaskannya ketimbang memilih penyedia jasa [ebih murah yang 

tidak jelas kine~anya. 

b. Manfaat Fungslonal yaknl : 

1 ). Merek memberikan peluang bagi diferensiasl. Selain memperbaiki 

kualltas (D~erensiasi vertikal), perusahaan-perusahaan juga 

memperoleh mereknya dengan tipe-lipe produk baru ( diferensiasi 

horisontal) 

2). Merek memberikan jaminan koalitas. Apabila consumen membeli 

merek yang sama lagi, maka ada jaminan bahwa kinerja merek 

tersebut akan cons~ten dengan sebelumnya. 

3). Pemasar Merek berempati dengan para pemakal akhlr dan masalah 

yang akan diatasl merek yang dltawarkan. 

4 ), Marek memfasllilasi ketersediaan produk secara luas 

5). Merek memudahkan iklan dan sponsorhsip, 

c. Manfaat Psikologis , yakni : 

1 ). Merek merupakan penyederhanaan atau simplikasi dari semua 

lnformasi produk yang perlu diketahui konsumen; 

2). Pllihan Merek tidak selalu dldasarkan pada pertimbangan raslonal. 

Dalam banyak kasus, faktor emosional (seperti gengsi dan c1tra 

sosial) memainkan peran dominan da!am keputusan pembelian 

:;.
1/bid., hat23. 
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3) Merek bisa memperkuat citra diri dan persepsi orang lain terhadap 

pemakai I pemiliknya; 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh McKinsey yang mempelajari 

fungsi Merek yang melekat, terkait dengan pentingnya dan relevansi dalam 

lingkungan bisnls, terdapat 3 fungsi merek yang terpenting yakni :52 

a, Meningkatkan Efisiensi lnformasi 

Produk bermerek memudahkan para konsumen untuk mengumpulkan 

dan memproses informasi tentang suatu produk. Mengemas mengenai 

Pabrikan dan asal produl< dalam Marek membantu konsumen 

menemukan cara dalam lingkungan produk baru atau Ungkungan yang 

membingungkan. 

b. Pengurangan Rlslko 

Memiliki produk dengan suatu merek tertentu mengurangi risiko pada 

konsumen dalam membuat keputusan yang salah. Marek menclptakan 

kepe rcayaan terhadap kine~a produk yang diharepkan, dan dapat 

terprediksi, Dalam bisnis, Marek dapat merribantu memastikan dan 

melegitlmasi keputusan pembellan, karena pembeli I penguna pr oduk 

atau jasa berkecenderungan kuat menghindari risiko. 

c. Penclptaan manfaat nllai tambah I citra 

Bagl konsumen, manfaat nllai lambah /citra biasanya tenelak dalam nilai 

Merek. yang terekspresi dengan sendirinya. 

Sedangkan manfaat merek menurut Kofler adalah: 

"bahwa Marek adalah alat bantu efeldif · dan memaksa untuk 
mendiferen.siasi penawaran produsen dari pesaingnya. Marek membanlu 
mengatasi perkembangan cepat produk dan jasa serupa. Kotika produk 
atau dapat ditiru dengan mudah maka !ldak demiklan dengan Marek. 
Kodangkala Marek dapat menjadi pembeda satu-salunya dalam 
lingkungan yang sangat kompleks. Marek Mengurangl Rlsiko karena 
merek membawa gambaran tentang produk jasa a tau perusahaan". 53 

52KoUer, Op.ciL, hal 48 
5~ Ibid. 
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2.3.7. Slrategi- Strategi Marek 

a. Strategt Late Entrants 

Strategf ini dikemukakan oleh Carpenter dan Nakamoto yang 

menguraikan 4 (empat) strategi sukses untuk meluncurkan produk baru 

ke pasar yang didominasi oleh satu merek yakni :54 

1 ). Strategi diferensiasi 

Memposisikan merek berbeda dengan merek dominan, disertai 

harga setara atau premium dan dana iklan yang besar untuk 

membangun merek baru sebagai alternatif yang kredibel. 

Contohnya motor bajaj yang baru dituncurkan pada tahun 2007 

sukses merebu pasar motor RX king Yamaha di Indonesia 

2). Strategi Challenger; 

Memposisikan merek setara atau sama dengan merek domlnan 

dangan dibarangl periklanan gencar dan harga setingkat atau 

premium untuk menantang merek dominan sebagai standar ka1egori 

produk. Contohnya Pepsi bersaing ketal dengan Coca Cola 

3). Strategl niche; 

Memposisikan merek berlleda dengan merek dominan, dengan 

harga mahal dan anggaran merek iklan yang keci! guna 

mengeksplotasi pangsa pasar yang menguntungkan. Contohnya 

Pasta gigi Sensodyne berkompetisi dengan Pepsoden di Indonesia. 

4). Strategl Premium; 

Memposisikan merek setara dengan merek domfnan, dibarengi 

dengan sedlkit iklan dan harga premium untuk bera!ih ke pasar 

kelas atas (up market), relatif temadap merek dominan tersebul 

Contohnya mobil avanza dan xenia yang bersalng dengan merek­

merek standar. 

b. Faktor Penentu Kepsmlmpinan Pasar 

Suatu merek yang bersaing dengan merek lain untuk janis dan kelas 

barang atau jasa yang sama bertujuan untuk menjadi yang terdepan atau 

pemimpin pasar. Kepemimplnan pasar suatu merek tidak didasarkan 

~jlptono [2), op.cit, hat81. 
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pada timing suatu merek memasuki suatu pasar. Berdasarkan penelftian 

terhadap 50 kategori pfoduk, Tellis dan Golder mengemukakan 5 (lima} 

faktor kunci penentu suatu merek pada produk untuk mempimpin pasar 

yaitu55 
: 

1 }, Visi mengenai pasar keseluruhan; 

Pertimbangan secara cermat atas potensi pasar massal dan 

memulai berbagai upaya riset terintegrasi guna memungkinkan 

tersedianya suatu produk dan kesesuaiannya dengan kebutuhan 

pasar massal tersebut. Contohnya keberhasilan Sony dalam 

memperluas pasar televisi di Indonesia. 

2). Persistensi atau keu!etan manajeria!; 

Faktor ini menyangkut komitmen utuh pada muntu merek dan 

pasamya, termasuk selama periode suram yang ditandai dengan 

adanya hambatan teknologi danlatau lambalnya akseptansu 

konsumen. Kebanyakan produk sukses dan pemasaran selama 

bartahun-tahun. Contohnya PT Bintang Toedjoeh dalam 

memasarkan merek pada produk jamu yang di konsumsi konsumen 

di Indonesia. 

3). Komitmen finansial; 

Faktor ini berkaitan dengan akses ke sumber daya alau institusi 

finansial {sepertf bank. pasar modal. pemegang saham, dan 

perusahaan asuransi}, dan keinginan atau kesediaan untuk 

menggunakan sumbar daya finansial yang tersedia. Komltmen 

finansial sangat dibutuhkan untuk merealisaslkan gagasan yang 

brilian menjadi produk nyata. Faktor ink berkonstribusi pada 

kesuksesan perusahaan-perusahaan temama seperti Gillete. 

Unllever dan Jhonson & Jhonson. 

4). lnovasi berkesinambungan tanpa kompromi; 

Faktor ini menjadi faktor penentu sefring dengan te(jadinya 

perubahan preferensi konsumen, perkembangan teknologi dan 

intensitas persaingan. Adanya versi baru dari suatu produk 

diharapkan dapat meningkatkan kecepatan penjualan dan 

ssJbid., hal:96-97. 
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memuaskan konsumen yang menggunankannya. Contohnya 

inovasi baru pada produk Notebook, mobil dan lelevisi 

5). Asset leverage; 

Faktor ini merupakan kemampuan memanfaatkan dan memperluas 

keunggulan yang sudah ada, misalnya reputasi perusahaan, citra 

nama merek, jaringan distribusi, kapasitas produk, keahlian 

manajerial, dan kekuatan finansial. Contohnya Diet Cola pada 

produk Coca Cola dan Pepsi. 

2.3.6. Nilai Merek 

Merek merupakan aset intangible yang dapat diukur besaran ni!ainya 

sebagal aset perusahaan. Nilai merek sebagai aset dapat dimasukkan sebagai 

aktiva dalam neraca rugif!aba perusahaan. Retnawati menyatakan kekuatan nilai 

suatu merek didasari atas enam indikator, yaitu :58 

a. 

b. 

Leadership : kemampuan untuk mempengaruhi pasar baik harga maupun 

non harga 

Stability : kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan I 

konsumen 

c. market kek.uatan dari merek untuk. meningkatkan kine~a dari toko atau 

distributor 

d. intematfuna/lty: kemampuan brand unluk keluar dari area geografisnya 

atau masuk ke Negara atau daerah lain; 

e. suppolt : besamya dana yang dikeluari<an untuk mengkomunikasikan 

merek; 

f. protection: merek tersebut mempunyai legalijas. 

Sedangkan Haigh mengemukakan 4 (empat) metode pendekatan unluk 

dapat mengukur ni!ai suatu mere~7yakni: 

a. cost based valuations; 

56Retnawati, Op..ciL. haL6. 
57Saehadl, Agus W, "Brand Valuation Finar.dal Approach to Evaluate 8rand.~ , 

Usahawan (Jull20G3): haL 3. 
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Didasari atas berapa biaya yang dikeluark.an untuk membangun atau 

menciptakan merek tersebut, seperti biaya pengembangan produk, biaya 

promosi, biaya pemasaran dll: 

b. market based valuations 

Digunakan jika informasi brand yang memiliki karakterltik yang mirip 

tersedia dipasar; 

c, royalty relief 

Didasar"l atas asumsl bahwa merek tersebut akan d'irlsenslkan kepada 

pihak ketiga; sehingga besarnya royalty menggambarkan nila1 dari merek 

tersebut. Walaupun pendekatan ini secara teknik bias d1ter!ma, tetapi 

agak sulit untuk menjelaskan bagaimana merek tersebut dapat 

menciptakan nilai 

d. Economic use 

Fokus dari pendekatan ini adalah pada besamya pengembalian (return) 

yang akan diperoleh dari kepemilikan suatu merek minus kontribusi bersih 

dari merek terhadap bisnis balk yang sekarang dan masa yang akan 

datang. Ada 2 (dua) metode yang digunakan pada pendekatan ini yakni: 

1 }. formulary approaches 

didasari atas suatu model yang mencoba mengkaitkan variable­

variable yang berpengaruh terhadap nilai suatu merek. Nilai suatu 

merek diukur atas dasar indikator probabilitas. 

2}. income based approaches 

didasari alas return yang diperoleh sebagai hasil kepemilikan merek 

tersebut balk sekarang maupun masa depan; 

Nama merek perusahaan yang kuat membawa kekuatan financia! 

didalamnya dapat diukur dan digunakan dengan banyak cara termasuk: 

a. Merger dan akuslsl; penilalan merek memainkan peranan panting dalam 

proses ini,pihak-pihak yang mendapatkan perusahaan barang yang 

bermerek, bersama-sama dengan para investor dan banklmya ingin 

mengetahui bahwa harga perusahaan dapat diwujudkan melalui referensi 

pada nilai-nilai asset~aset tertentu yang sedang diambil alih. 

b. hubungan investor !uar; bagi beberapa perosahaan besar, membangun 

portofolio merek kelas dunia merupakan tujuan utamanya. Penilaian 
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merek dapat digunakan sebagai kata kunci dalam apa yang disebut 

argument lunak 

c. komunikasi internal; penilaian merek dapat mernbaniu menjelaskan 

kinerja dan dapat digunakan sebagai sarana untuk manajemen molivasi. 

Pengunaan merek mengukur tingkat kesetiaan internal dapat juga 

menjelaskan nilai asset perusahaan pada satu kelompok perusahaan 

yang sedang mendapat izin untuk menggunakannya; 

d. alokasi anggaran pemasaran; merek dapat membantu keputusan 

penganggaran dan mernberikan dasar yang lebih slstematis bagi 

pengambilan keputusan; 

e., manajemeo pemasaran internal; penggunaan strategis tel<nlk penilaian 

merek memungkinkao manajemen senior membandingkan tingkat 

kesuksesan strategi pemerekan yang berbeda dan kinerja tim pemasaran 

tertentu; 

I. laporan neraca; dalam bagian-bagian tertentu didunia ini, merek-merek 

yang dlbutuhkan sebagal asset tak berwujud dan diamortlsasi 

g. Jisensi dan waralaba; penilaian merek yang akurat membutuhkan 

seperangkat biaya yang realitis bagi proses tisensi dan franchise nama 

merek; 

h. pinjaman sekuritas; perusahaan-perusahaan seperti Disney dan levi 

Strauss telah melakukan pinjaman-pinjaman besar sesuai oama~oama 

merek mereka. 

L dukungan lillgasi; penllaian merek sudah digunakan dalam kasus-kasus 

hukum untuk mempertahankan nilai merek seperti penggunaan atau 

pengallhan yang melanggar hukum 

j. investigasi perdagangan secara fair, penilaian merek sudah dlgunakan 

unluk menjelaskan kepada audiensi yang bukan pasar mengenai peranan 

merek dan pentingnya nilal merek bagi perusahaan-perusahaan yang 

menghablskan bagitu banyak dana untuk mendapalkan dan 

mempertahankan merek 

k. perencanaan pajak; semakin banyak perusahaan yang aktlf 

merencanakan tempat yang paling efektif bagl portofollo merek mereka 

dengan royalty merek dalam benak mereka; 
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L penilaian produk baru dan pengembangan pasar; strategi bisnis ban.J 

dapat didesain menggunakan teknik penilaian merek untuk menllai merek 

terbalk dan konsumen terbaik 

Untuk menentukan pengukuran terhadap Brand equity, Feldwick 

mengelompokkan makna brand equity ke dalam 3 (tiga) kategori berikut yaknL58 

a. Brand valuation atau brand value, yaitu nilai total sebuah merek sebagal 

asset terpisah. Brand Value lebih mencerminkan situasi trnnsaksl bisnis 

aktual atau dugaanl rekaan. Kebuh.Jhan akan peni~aian merek dalam 

konteks ini dlbiasanya dipicu oleh 2 (dua} situasi utama yakni : 

1 ). penentuan harga saat sebuah merek dijuat; dan 

2). penentuan nllal merek sebagai asep intangible dalam laporan 

neraca perusahaan. 

b. Brand s!rangth atau brand loyalty, yaitu ukuran menyangkut seberapa 

kuat konsumen "lenkar dengan merek tertentu. Fokus ulamanya tebih 

pada kemampuan merek kuat untuk membebankan harga lebih mahal 

(harga premium) dan atau mewujudkan sensivitas lebih rendah temadap 

kenail<an harga dibandingkan pesaing (elasitas harga) serte bukan 

menekankan volume penjua!an semata 

c. Brand Image atau brand description, yakni deskripsl tentang asoslasl dan 

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 

2.3.9. Relevansi Marek Dalam Persaingan Usaha 

Dalam suatu persaingan usaha, merek yang digunakan suatu produk 

tidak selalu berujung kepada kesuksesan. Kegagalan merupakan salah satu 

konsekuensi yang perlu diperhllungkan oleh Pelaku usaha yang memproduksi 

danla!au menditribusikan produknya kapada konsumen. Untuk mengeleminlr 

kegagalan pada suatu produk, Pertimbangan yang matang per1u dilakukan oleh 

pemagang merek dapat mellpull kapan (liming) memperkenalkan produk, dimana 

saja wilayah pemasarannya (stratagi geografis), kepada siapa produk ilu 

dikonsumsi (prospek pasar sasaran), dan bagaimana caranya (stratagl 

pengenalan pasar). 

:.eTjlptono {2). Op.cit.., hal.47 
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Keberhasilan pada produk yang menggunakan merek dalam persaingan 

usaha ditentukan pada beberapa faktor dlantaranya :59 

a, Produk superior yang unik; Faktor ini meliputi kualitas yang baik, 

kemampuan baru, nilai guna (value in use) yang tinggL 

b. Konsep Produk; faktor ini meliputi penentuan dan pen!laian yang cermat 

mengenai pasar sasaran, persyaratan produk 

c. Sinergi teknologi dan pemasaran; 

d. Kualitas managemen dan daya tarik pasar; 

Sedangkan k.egagalan suatu produk yang menggunakan merek dalam 

persaingan usaha ditentukan pada beberapa faktor diantaranya : 

a. target pasar yang dituju terlampau kecil, sehingga penjualannya tidak 

dapat menutupi biaya liset dan pengembangan, biaya produksi dan biaya 

pemasaran: 

b. 

c. 

d. 

kualitas produk yang tidak balk; 

perusahaan tidak memilikl akses ke distributor dan pasar, misalnya kalah 

ber.;aing dalam mendapatkan tempat (space) dalam rak-mk supenmarket 

atau toko pengecer, 

timingnya tidak tepa!, artinya produk baru dilluncurkan terlalu cepat, 

terlalu lambat, atau bahkan pada saat selera konsumen telah berubah 

secara drastis. 

Leblh lanjut 1jlplono menguralkan 3(tiga) macam Kegagalan suatu produk 

yaitu:60 

a. Kegagalan produk yang absolu!; 

Kegagalan yang menlmbulkan keruglan dlmana penjualan tidak dapat 

menutupi biaya variabet Kegagalan ini seringkali disebabkan kesalahan 

penyaringan ide produk, mismanagement, Non Accountable 

Adminilratlon. 

b. Kegagalan produk yang bersifat parsial. 

Kegagalan yang menlmbulkan keruglan, tetapl penjualannya dapat 

menutupl biaya variabel dan sebaglan biaya tetap. 

"l]iptonq (2)., Op.cil., hal131 
60 Ibid ... hal. 122. 
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c. Kegagalan produk relatif; 

Kegagalan yang memberlkan laba yang lebih kecil daripada sasaran 

tingkat pengemballan yang diharapkan perusahaan. 

Untuk menghindari kegaga!an produk dalam persaingan usaha tersebut 

diatas, pemegang merek perlu mempe(hatikan secara rinci lentang relevansi 

suatu merek dalam persalngan usaha. Me Kinsey & Company membuat suatu 

metoda tentang relevansi suatu Merek dalam tingkat persafngan usaha yang 

didasari faktor-faktor struktur pemasok di pasaran, jumlah pesaing , kompleksitas 

proses pembelian, ukuran pusat pembelian dan kemudahan suatu merek dilihat 

publik" : 

a. Makin terpecah suatu pasar pemasok, maka makin sulit bagi suatu Merek 

untuk Menonjol 

b. 

(Relevansi Merek lertinggi dalam pasar bersffat monolistik dengan jumlah 

passing kecil atau sedang) 

Dalam Proses pembellan suatu produk yang kompleks, biasanya 

keputusan akhir merupakan hasil dari bagian keputusan sebelumnya. 

(Rele\lansi Merek tertinggi dalam pesar produk dengan proses pembellan 

sederhana) 

c. Makin banyak orang yang lenlbat dalam proses pembelian, suatu merak 

akan menjadi makin penting 

(Relevansl Merek terti119gi dalam keputusan pembelian yang melibatkan 

suatu pusat pembelian yang besar) 

d. Jlka suatu produk atau jasa dan Merek yang melekat padanya sangat 

mudah terlihat oleh pemaksi, pemangku kepentingan lainnyadan orang 

banyak, relevansl Merek akan meningkat secara signifikan 

(Relevansi Marek Tertinggi dalam pasar produk dimana Morek mudah 

tenihat) 

61 Kotler,. Op.cll., ha1.53. 
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Gambar 2.1 

Relevansi Merek menurut faktor Konteks 

RELEVANSI BRAND 

Bagaimana Struktur 
Pemasok dalam Pasar ? 

~ Beberapa Banyak Pesaing 
yang ada dalam Pasar? 

Seberapa Kompleks 
Proses Pembeliannya ? 

;t------, Berapa Banyak pengambil 
~ keputusan yang terlibat 

dalam proses pembelian ? 

;t------, Apakah aplikasi suatu 
~ merek dengan mudah 

terlihat? 

2.3.1 0. Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) 

RENDAH 

> TERPECAH 

> BANYAK 

> SANGAT 
KOMPLEKS 

> BEBERAPA 

> 
TIDAK TERLIHAT 

Pengetahuan dan penelurusan suatu produk yang menggunakan merek 

merupakan suatu langkah yang dapat menciptakan optimalisasi penerimaan 

pajak. Pengetahuan suatu produk dapat didasarkan pada siklus hidup produk 

(Product Life Cycle) yang menggambarl<an riwayat suatu produk sejak 

diperkenalkan sampai dengan ditarik dari pasar. Dalam memberikan 

pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing, Kotler menguraikan 

Product Ufe Cycle dalam 4 tahap sebagai berikut : 62 

a. Perl<enalan (Introduction); 

Periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu 

diperkenalkan ke pasar. Pada tahap ini tidak ada laba karena besamya 

biaya-biaya untuk memperkenalkan produk; 

b. Pertumbuhan (Growth) 

Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkat laba yang besar. 

Selama periode ini laba meningkat karena biaya promosi dibagi oleh 

62 Philip KaUer dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, jilid 1, edisi 12, (Jakarta: PT 
lndeks, 2007), hal 389- 400. 
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volume yang lebih besar, dan biaya produksi per unit turun ieblh cepat 

daripada penurunan harga karena dampak dari pembelajaran produsen: 

c. Kedewasaan atau Kematangan (Maturity) 

Periode Penurunan pertumbuhan penjualan karena produk itu telah 

diferima oleh sebagian besar caJon pembeli. Laba akan stabil atau 

menurun karena persaingan yang meningkat; 

Periode inl dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase : 

1 ), Kedewasaan bertumbuh (growth maturity). dimana tingkat 

pertumbuhan penjualan mulal menurun dan tidak ada saluran 

distribusi baru yang akan diisi; 

2), Stabil (stabil maturity), dimana penjualan menjadi datar bila dilihat 

dari ukuran per kapita karena kejenuhan pasar: 

3), Menurun (Decaying maturity), level penjualan absolut mulai 

menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. 

d, Penurunan (decline); 

Perlode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang 

menipis; Penjualan merosot tajam karena sejumlah alasan tennasuk 

kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya 

persaingan dalam dan luar negeti. 

Kathryn harrigan mengidentifikasi lima strategi penurunan yang tersedia 

bagi perusahaan": 

1 ). Meningkatkan investasi perusahaan (untuk mendominasi atau 

memperkuat posisi persaingan); 

2), Mempertahankan level investasi perusahaan sampai ketidakpastian 

tentang industrl terselesaikan; 

3). Mengurangi level investasi perusahaan secara selektif dengan 

melepas kelompok pelanggan yang tidak menguntungkan sambil 

memperkuat investasi perusahaan di ternpat-tempat yang 

menguntungkan; 

4), Menuallnveslasi parusahaan untuk memulihkan kas secepatnya; 

5). Melepaskan bisnis itu secepatnya dengan menjual asetnya dengan 

cara yang paling menguntungkan. 

el Ibid., hal. 399 
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Tabel2.1 

Karakteristik-Karakteristik Product Life Cycle 

TAHAP DAL..\!\1 PRODUCT LIFE CYCLE 

INTRODUCTION GRO\VTH MATURITY 

Penjuahm Rct~dab 
Penju;:~.l:m Meningkat 

Puntllk renjunlan 
tltngan C~p3[ 

Blay11 l'tlr Biay:a per Konsumtn Biay~ l"u 
Konsumen T!nggi Srdang Komumen R<mdah 

Negatif Laba Yang Menlngkat Laba Tinggi 

Jumtabnya Tetap 
Scdiklt Jumlabnyn Mcningkat meMtimut&i 

menurun 

Melltipta:Jf.an 
MflmiJksimwnkan 

Memaksimumka11 Labadan 
produd All'4rDMU Pangu. Pasar Memputlllunkan 

tJ.Htl uitJl ....... "'"" 

DECLINE 

Penurunan 
Penjua!un 

Biay.a Per 
Kt~asumm Rendnh 

tuba Y:m: 
Mennrun 

Jumlahnya 
Mmurun 

Mmgnnngi biaya 

Sumber : Philip KoUer dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran, Jakarta 

PT indeks Hal. 401 

Dari uraian 4 tahap product life cycle 1ersebut dlatas, opfimallsasi 

penerimaan pajak dapal leljadl pada tahap pertumbuhan (growth) yaknl pada 

saat laba yang diperoleh dalam penjualan akan meningkat. Peningkatan laba 

tentunya secara langsung akan meningkatkan pajak yang dibayar olen 

Pemegang Merek sebagai wajlb pajak. (II hat grafik dibawah) 

-{fj 

Gambar2.2. 

Sum bar 

li 
ll 

I - I i 
Karakteristik Product life Cycle 

Peter Cheverton, Understanding Brands, (London dan 

Philadelphia : Kogan Page, 2006), Hal. 92 
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2.4 METODE PENELITIAN 

2.4.1 Pendekatan Peneiitian 

PeneUtian yang digunakan dalam tesis ini ada!ah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatff adalah pendekatan penelitlan ilmiah yang 

menekankan pada struktur social, budaya, hubungan peneliti dengan obyek 

yang dite!iti yang lebih menekankan pada. pertanyaan dengan obyek yang 

diteliti yang lebih menekankan pada pertanyaan "How". Pada Umumnya 

pendekatan kualitatif dikembangkan dalam berbagai bidang penelitian 

misalnya ilmu social, politik atau hukum. 

Cresswell mengutip pendapat Meniam menyatakan bahwa ada 6 

(enam) ciri~ciri penelitian kualitatif yailu:64 

a. Penelllian kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses 

bukannya hasil atau produk; 

b. PeneliUan kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuta 

hidup, pangalaman dan strukturdunianya masuk akal; 

c. Penelitian kualitatW merupakan instrument pokok untuk pengumpulan 

dan analise data. Data didekati melafui instrument manusia, bukannya 

melalui inventaris, daftar pertanyaan atau mesin. 

d. Penelitian kualitatif melibatkan kelja lapangan. Peneliti secara flsik 

berhubungan dengan orang, latar, lokasi atau institusi untuk 

mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya:; 

e. PeneliUan kualitatif bersifat deskriptif, dalam arti peneliti rertarik pada 

proses, makna dan pemahaman yang dapat dilalui melalui kata atau 

gam bar. 

Pemilihan kualitatif dikarenakan sesuai dengan karakteristik dari 

peneliUan kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Creswell :"' 

a. Konsepnya tidak matang karena kurangnya leori dan penalitian 

terdahulu 

b. Pandangan bahwa teori yang ada mungkin lidak tepat,tidak memadai, 

t1dak benar atau rancu; 

&.J Cresswell, Op.cit., hal. 140 
65 Ibid. 
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c. Kebutuhan untuk menda!ami dan menjelaskan fenomena dan untuk 

mengembangkan teori, atau 

d. Hakekat fenonemanya mungkin lidak cocok dengan ukuran-ukuran 

kuantitatif 

Keseluruhan penelitlan lni dfjabarkan dalam bentuk naratif ilmiah yang 

menggambarkan hubungan anlara teori dan praktek yang ditemui, untuk 

kemudian didapatkan kesimpulan serta saran apablla masih ada yang perlu 

diperbaiki. 

2.4.2 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif analisis yaftu 

penelilian yang bertujuan unluk melukiskan fakta dan kondisi populasi 

tertentu alau bidang tertantu secara faktual dan cennat atau membuat 

deskrlpsi atau lukisan secara sistematis .. 

Khusus dalam tesis ini diuraikan pengertian tentang perencanaan 

pajak (lax planning) dengan hubungan merek yang didasarkan konsep 

product life cycle pada suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan 

sebagai pemegang merek di Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis 

kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan sebagai 

pemegang merek dengan ketentuan perpajakan yang bertal<u. Hal !ni 

ditindaklanjutl dengan langkah yang dilakukan o!eh Ditjen Pajak dalam 

mengoptlmaliasi penerlmaan pajak dari penggunaan merek dafam suatu 

produk oleh perusahaan. Dengan Pendekalan kualltatif, diharapkan 

mampu membuat suatu rancangan atau slstem pengawasan perencanaan 

pajak yang dllakukan oleh perusahaaan sebagai pemegang merek di 

Indonesia yang sedemana dan efektif. 

2.4.3 Tehnik Mengumpulkan Data 

Da!a yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 
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a. Wawancara. 

Wawancara yang menda!am dl!akukan dengan pihak-pfhak 

yang mengertl permasalahan yang dibahas dalam penelilian, 

diantaranya 

1 ). Ditjen Hak Alas Kekayaan tntetektual Departemen Hukum dan 

HAM Republik Indonesia; 

guna mengetahui secara rinci tentang hubungan merek 

dengan bentuk usaha yang diJakukan oleh pemegang merek, 

proses pendaftaran merek dan perlindungan hukum atas 

penggunaan merek di Indonesia; 

2). Ditjen Pajak; 

guna mengetahui secara rinci pelaporan dan pengawasan 

terhadap pe!aporan dan/atau pemenuhan kewajiban 

perpajakan oleh Subyek Pajak yang memegang hak alas 

merek dalam kegiatan usahanya sehari-hari. 

3). Pemegang Merek 

Guna meogetahui secara rincl alasan dilakukannya 

perencanaan pajak dalam manajemen perusahaan guna 

mencapai laba setinggi-tfngginya dan meminimallsasi Pajak 

Terutang 

b. Observasi. 

Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan 

pemenuhan kewajiban perpajakan oleh subyek pajak dengan 

pengamatan daarah danlatau pasar dimana produk yang diproduksi 

dan/atau didlstribuslkan tersebut dapal dikonsumsi oleh konsumen. 

Adapun manfaat-manfaal obsarvasl sebagai berikut 

1 ). Dengan observasi di lapangan. peneliti akan lebih mampu 

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi 

akan dapat diperoleh pendangan yang hollstik atau 

menyeluruh; 

2}. Dengan observasi maka diperoleh pengalaman langsung 

sehingga memungklnkan penelitlan menggunakan pendekatan 

lnduktif, jadi tldak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan 
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sebe!umnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan 

melakukan penemuan atau discover. 

3). Oengan observasi, peneliti dapat melihat ha!-hal yang kurang 

atau lidak diamatl orang lain; 

4 ). Dengan observas1, penelitf dapat menemukan hal-hal yang 

sedianya tidak akan terungkapkan o!eh responden dalam 

wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupl karena 

dapat merugikan lembaga; 

5}. Dengan observasi, pene!iti dapat menemukan hal-hal yang 

diluar persepsi responden, sehingga peneliti rnemperoleh 

gambaran yang komprehensit; 

6}. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya 

meogumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh 

kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosTal 

yang diteliti. 

c. Studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan 

mempelajari sejumlah buku. literature, majalah, artikel, tesis, jurnal, 

undang.-undang perpajakan dan Merek, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Mentert Keuangan, Sural Dirjen Pajak dan lain-lain. Adapun 

tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan keraogka 

teori dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari 

konsep-konsep dan bahan-bahan yang sesuai dengan konteks 

permasalahan tesis ini •. 

2.2.4 Nara Sumber llnfonman 

Untuk mendapatkan penelitian yang mempunyai validitas dan 

reallbitas yang dapat dipertanggung jawabkan, maka pengelolaan data 

yang akan diguoakan pada penelitlan ini tentunya bersumber pada nara 

sumber danlatau informasl yang mempunyai kredibllitas dan keahlian yang 

mumpuni sehil)gga penelitlan dapat menyajikan data yang valld dan 

terpecaya. Data·data yang digunakan sebagai obyek penelitian diperoleh 

secara resmi dari Departemen danfatau Lembaga berwenang sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang~undangan yang berlaku di 

Indonesia sehingga vallditas data yang disajikan dalam penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Adapun nara sumber dan/atau informan yang akan dijadikan sumber 

pengolahan data dalam pene!itian ini antara lain : 

a. Direktorat Merek Ditjen Hal< Atas Kekayaan lntelektua! Departemen 

Hukum dan HAM Republik Indonesia: 

1). Bapak .Tarsisius Didfk Taryadi sebagai Kasubdit Pelayanan 

Hukum 

2). Bapak Faisal Reza sebagai fungsionai pemeriksa merek. 

b. Diljen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia: 

1 ). Bapak Wahyo Santoso sebagai Kasie Peraturan Perpajakan 

bldang Pajak Penghasilan Diljen Pajak; 

2). Bapak Ferdinan Sirail sebagal Kapala Seksl Waskon Ill KPP 

Pralama Kosambi; 

3) Bapak Tauflk Ahmad dan M. Fadly sebagal Account 

Representative di KPP Prarama Kosambl 

4). Bapak Dwl Akhmad Suryadldjaya sebagal Supervisor 

Pemeriksa dan Penyidlk Pegawal Negeri Slpil Dlrektorat 

Jenderal dl KPP Pratama Serpong 

5). Bapak Apit Sapllyono sebagai Operator Consu/e KPP Pratama 

Serpong 

c. Perusahaan sabagai Pemegang Merek terdaftar : 

1). 0. Trisnadl sebagal Direktur PT HSM sebagai pemegang 

merek X pada produk lahu, 

2). J. Rusll sebagai OirektUr PT Er sebagai pemegang merek Y 

pada produk kerlas.: 

3). Hlkmat sebagal Kopala Baglan Admlnlstrasl PT Kl sebagai 

Produsen Coklal Merek Z dl daerah Tangerang 

2.4.5 Teknik Anal isis Data 

Metode ana !isis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan 

metode ilustrasi (the illustrative method) yaitu menguraikan penerapan 

paJak o!eh perusahaan sebagai pemegang merek berdasarkan teorl dan 
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data yang dikumpulkan dari lapangan, Menurut Bogdan dan Biklen 

sebagaimana dikutip o!eh irawan, yang menyatakan bahwa analisis data 

kualitatif adalah proses mencari dan menga{ur secara sistematis transkrip 

interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, 

yang kesemua itu dikumpulkan untuk menfngkatkan pemahaman 

terhadap sesualu fenomena dan membantu untuk mempresentasikan 

penemuan lersebut kepada orang !ain,e~ 

Prosedur analisis data dilakukan berdasarkan data mentah yang 

dikumpulkan dari lapangan baik darl hasil wawancara yang dirangkum 

berupa hasil transkrip data dan juga data yang diperoleh dari perusahaan 

sebagai pemegang merek dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Proses selanjutnya adalah data menlah yang Ieiah terkumpul 

dikategorikan sesuai dengan topik yang ditellli yaitu perencanaan pajak 

yang berhubungan dengan Ketentuan Umum Perpajakan {KUP). Pajak 

Penghasilan {PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kajian !Uerature 

juga melengkapi dalam proses analisis data sebagai perbandlngan 

terhadap temuan dart data yang ada unttJk menyimpulkan hasll analisis 

sementara. Hasil analisis sementara tersebut diteliti ulang dengan data~ 

data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan akhfr penelitian. 

2.4.6 Batasan Penolitian 

Penelilian yang dilakukan dibatasl pada identitas merek dan pemegang 

merek dengan kriteria sebagar berikut : 

1. Merek yang digunakan dalam suatu produk adalah original local brand 

yakni mencakup merek-merek yang berasal dari Indonesia dan dimiliki 

oleh orang I perusahaan da!am negeri dan menjalankan kegiatan usaha 

dalam benluk penanaman modal dalam negerl. 

2. Perusahaan merupakan pemegang merek pihak pertama yang memiliki 

hak alas merek {pemilik merek) dan mendapat pertindungan hukum 

berdasarkan Sertipikat Merek dan Berita Resmi Merek di Kantor Merek 

Diljen HaKI ; 

ss Prasetya rrawan, Penelitian Kualitalif & Kuantltalif Unluk lfmu-ilmu Sosiaf. {Depok.: 
Departemen llmu Adm!nislrasi FISIP Ul, 2006), hlm. n~73 
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3. Perusahaan merupakan pemegang merek suatu produk dalam sildus 

pertumbuhan, dimana omset mulai meningkat dan biaya mulai menurun, 

dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama dan Madya di wi!ayah 

DK! Jakarta dan Tangerang; 

2.4.7 Pembatasan Penelitian 

Kesulitan untuk mendapa!kan data pemegang merek yang terdapat pada 

institusi Kantor Merek Direktorat Jendera! Hak atas Kekayaan lntelektual 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka 

penelitian ini hanya mengacu pada ketentuan UndangwUndang No. 15 Tahun 

2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang No.28 tahun 2007, Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana Ieiah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

No.36 tahun 2008, Undang-Undang No. 8 T a hun 1983 tentang P~ak 

Pertambahan Nilai Oan Pajak Penjualan Alas Barang Mewah sebagalmana telah 

dlubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 T a hun 2000 dan peraturan 

pelaksanaannya. 
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BAB Ill 

KETENTUAN DAN PERKEMBANGAN MEREK 

Dl INDONESIA 

3.1 LANDASAN HUKUM MEREK DIINDONESIA 

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam perlindungan hukum bagi 

penggunaan merek di Indonesia adalah undang~undang dan 2 (dua) konvensi 

internasianal di bidang hak kekayaan intelektual khusus merek yang telah 

diratifikasl oleh Indonesia, yaltu sebagai berikut: 

a. Undang·Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang·Undang 

Merek"). 

Undang-undang Merek ini menggantikan Undang-undang No. 14 

Tahun 1997 yang dimsakan Udak lagi sesuai dengan kepenfingan untuk 

menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan 

sudah tidak sejafan dengan konvensi-konvensi intemasional yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia." Atas pertimbangan terse but diberlakukanlah 

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 sebagai manifestasi atas konvensi­

konvensi intemaslonal yang te!ah diratffikasi oleh Indonesia. 

Undang-Undang Merek merupakan pembaharuan dari peraturan 

perundang~undangan sebelumnya yang mengatur mengenai l<etentuan 

tentang merek di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat 

diuraikan seb99al belikut: 

1) Trademark Act (Staatsblad van Nederlandsoh-lndie No. 1 09); 

Undang-undang ini diberiakukan di Indonesia pada tahun 1885. 

Peraturan ini disusun dan mengikuti sistem Undang-undang Merek 

Be:landa dengan menerapkan sistem konkordansi,68 yaitu ketentuan 

parundang-undangan yang dibual, disahkan oleh dan berasal dari 

negara penjajah yang juga diterapkan dl negara jajahannya. Undang­

undang ini memberikan perlindungan hak atas merek selama 15 

tahun dan pendaftarannya di!akukan di "District Court" di Batavia 

51 Lihat Penjelasan Umum Undang-undang No. 15 TahLm 2001. 
611 1nsan Budi Maulana. Petiindungan merek terkenal dari masa ke masa, (Bandung: Citra 

Aditya 8akti. 1999}, hal.7. 
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(sekarang Jakarta),69 Undang-undang ini direvisl ketika Hindia 

Belanda menjadi peserta Konvensl Paris pada Tahun 1888. 

2) Reglement lnduslriele Eigondom (RIE); 

Pada tahun 1912 Reglemenl lnduslriele Eigendom (RIE) yang 

terdiri dari 27 pasal dimual dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 

214. Peraturan ini diber1akukan untuk wilayah~wilayah Indonesia, 

Suriname, Curacao, Perlindungan hukum yang diberlkan kepada 

merek terdaftar adalah 20 tahun. Peraturan lni menganut sistem 

pendaftaran deklaratif dlmana sistem ini mengutamakan perlindungan 

hukum kepada pemakai pertama dan bukan peda pendaftar pertama. 

Hal ini berarti pemakai pertama memiliki hak yang lebih balk daripada 

pendaftar pertama. Da1am peraturan ini juga belum mengatur tentang 

merek jasa atau "service mark", hak prioritas atau "priority righf', tidak 

mengatur adanya lisensi merek, tidak mengatur masalah pemalsuan 

merek atau "counterfeft/ng marK dan tidak mengatur adanya ganti 

rugi, serta fidak mengaturtindak pidana dalam merek.70 

3) Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan 

Merek Pemiagaan 

Undang-undang ini hanya terdiri dan 24 pasal. Sistem yang 

dianut adalah sistem deklaratif dengan menekankan perlindungan 

hukum bagi pemakai pertama (ffrs use principle) dan tidak kepada 

pihak yang pertama kali mendaftar. Prinsip ini menegaskan bahwa 

bagaimanapun pendaftaran merek pada Direktorat Marek hanya 

merupakan anggapan adanya hak ekslusW suatu merek bagi yang 

mendaftarkan merek tersebut sampai kemudian terdapat plhak lain 

yang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama alas merek 

tersebut. 

BSAfifah Kusumadar:a, "Analysis of the Failure of the lmplementalion of Intellectual 
Property laws in Indonesia,~ (Disertasi Faculty of Law University of Sidney~ hal. 92 

70 Harahap. Tinjuan Umum Merek, hal. 57. 
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4) Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 tentang Morek; 

Undang-undang Merek ini disahkan pada tanggal 28 Agustus 

1992 dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Undang-undang 

lni mempunyai banyak persamaan dengan Model Law tahun 1966 

yang diinlrodusir oleh B!RPI (United International Beureu for 

protection of Intellectual Property Right) bekerjasarna dengan 

UNCTAD (United Nation Conference of Trade and Development) 

daiam upaya mewujudkan suatu sistem merek yang seragam dan 

standar hukum merek yang sama di semua negara di bidang merek. 

UndangKundang ini mempunyal ruang lingkup yang lebih luas dan 

lebih sempurna dibandingkan dengan Undang~undang No. 21 Tahun 

1961, Secara umum perbedaaan antara Undang-undang No. 19 

Tahun 1992 dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 adalah: 

a) Pendaftaran merek merupakan dasar ttmbulnya hak atas merek 

(sistem konslitu1if) sedangkan pemakaian merek yang telah 

terdaftar merupakan syarat agar pendaftaran merek dapat 

dipertahankan atas adanya permohonan penghapusan merek 

apabila merek terebut Udak digunakan dalam perdagangan 

barang dan jasa; 

b) Diperkenalkannya adanya kelompok hak alas merek yang baru 

dlsamping merek dagang, yaltu merekjasa dan merek kolektif;11 

c) Hak alas merek meliputi hak untuk membarikan Llsensl 

pemakalan merek yang bersangkutan kepada pihak lain;" 

d) Dlperkenalkan adanya prosedur pengumuman (publikasl) 

perrointaan pendaftaran merek dalam Berita Resmi Merek untuk 

membelikan kesempatan kepada plhak yang berkepentingan 

mengajukan keberatan ;73 

e) Diperkenalkan adanya Komisi Banding di lingkungan Kantor 

Marek yang bertugas memeriksa keberatan lerhadap 

permintaan pendaftaran merek ;74 

11 Indonesia [2], Ufldang·undang TentangMerek, UU Nomor 19 Tahun 1992, LN. No. 81 
Tahun 1992, TLN No. 3490, Pasal1 ayat{3) dan (4) 

77 Ibid., Pasal 3. 
n Jbkl, Pasal22. 
14 

Ibid., Pasal31. 
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f) Dimungklnkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran 

merek dengan Hak Prloritas (Priority Right) sesuai dengan 

kelentuan Konvensi Paris ?5 

g) Ada batas waktu minimal bagi Kantor Merek untuk 

menyelesaikan permintaan pendaftaran merek dengan 

kemungkinan bahwa apabila batas waktu lni tidak dltepati maka 

pemohon pendaftaran merek yang merasa dirugikan dapat 

mengajukan gugatan kepada Kantor Merek di Pengadilan Tata 

Usaha Negara ; 

h) Ada batas waktu maksimal dan minimal untuk mengajukan 

permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar 

(maksimal 12 bulan dan minimal 6 bulan sebelum berakhirnya 

jangka waktu pendaftaran) ;" 

i) Pengalihan hak atas merek berdasarkan pewartsan, waslat, 

hibah, pe~anjian, dan sebeb-sebab lain yang dibenarkan 

undang-undang serta dapat dilakukan dengan baik dengan 

ataupun tanpa perusahaan dan itikad baiknya ; 

j) Kantor Marek dapat menghapuskan pendaflaran merek secara 

"Ex Olf/Gio"atau alas prakarsa sendiri berdasarkan bukll bahwa 

merek yang dimaksud Ieiah lldak digunakan dalam perdagangan 

barang dan jasa selama 3 tahun berturut-turut atau leblh ; 

k) Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pemlllk 

merek terdaftar ; 

1) Pemillk merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan 

pendaftaran merek meskipun pendaftaran merek yang dimohon 

pembatalan tarsebut Udak termasuk pengelompokkan barang 

yang sejenis ; 

m) Pemllik pendaflaran merek dapat mengajukan ganti rugi dan 

penghentlan pemakaian meek kepada pihak ke!lga yang 

memakai mereknya tanpa hak ; 

n) Diperkenalkan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang merek; 

75 Ibid., f'Jasal 12. 
76 Ibid., Pasal 36. 
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o) Adanya ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek dengan 

ancaman hukuman yang relatif cukup tinggi. 

5) Undang-Undang Marek No. 14 Tahun 19971enlang Marek; 

Undang-undang No, 14 Tahun 1997 merupakan revisi dari 

Undang-undang No. 19 Tahun 1992 yang disahkan pada tanggal 7 

Mei 1997. Undang-undang lni membagi pelanggaran merek menjadi 4 

{ empat) macam yaitu: 

l) Perbua1an pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja 

dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama ; 

2) Perbuatan pelanggaran merek yang dflakuk:an dengan sengaja 

dan tanpa hak menggunakan merek yang serupa ; 

3) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena 

kelalaiannya ; 

4) Perbuatan palanggaran merek karena menggunakao tanda yang 

dilindungi berdasarkan indikasi geografls atau indikasi asal yang 

dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan 

masyarakat mengenai asal usut barang atau jasa. 

Uodang-undang ini menyatakan dengan tegas perbuatan 

palanggaran merek tersabut kecuali yang ke!iga merupakan lindak 

pldana kejahatan. Perbuatan pelanggarao merek yang ketiga dalam 

undang-undang lni dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran. 

Dalam undang-undang ini juga ada ketentuan baru mengenai adanya 

ancaman hukuman bagi siapa saja yang memenuhi unsur perbuatan 

pelanggaran merek yang keempat dimana sanksi ini sebe!umnya 

Udak diatur dalam Undang--undang No. 19 Tahun 1992. 

b. Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention 

Establishing the World Intellectual Property Organization (Keputusan 

Pres/den No. 15 tahun 1997 lentang Perubahan atas Keputusan Preslden 

No. 24 T a hun 1979); 

Konvensi Paris lah!r pada tanggal 20 Maret 1883 dalam suatu 

konferensl diplomatik di Paris. Konvensi ini dikenal dengan nama .. The 
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Paris Convention for the protection of industrial property" (Konvensi Paris 

untuk Perlindungan Hak Mi!ik Perinduslrian) atau dsingkat dengan Paris 

Convention {Konvensi Paris). 

Konvensi ini awalnya ditandatangani oleh 11 negara peserta, yaitu 

Belgia, Brasil. Guatemala, ltalia, Belanda, Portugal, Salvador, Serbia, 

Spanyol, dan Swiss. Kemudian, anggotanya bertambah hingga mencapai 

82 negara pada 1 Januari 1976, termasuk lndonesia.17 

Dalam Perkembangannya, konvensi ini mengalaml bebe:rapa 

perubahan yaitu di Brussels pada tahun 1900, di Washington (1911), di 

Den Haag (1925), di london (1934). di Stockholm (1967) dan di Geneva 

(1979), Indonesia baru meratifikasi Konvensi Paris ini dengan Keputusan 

Presiden No. 15 Tahun 1997. Dalam Konvensi Paris ini terdapat 3 asas 

utama yang harus diterapkan di semua negara peserta konvensi inl. Ketiga 

asas itu adalah:78 

1 ). Asas Terbuka (Open Convention) 

Dalam Pasal 21 Konvansi Paris mengatur bahwa setiap negara 

diperbo[ehkan menjadi anggota konvensi inl kapan saja. Untuk itu, 

mengajukan persyaratan yang diperlukan dengan cara mendaftarl<an 

atau mendeposit kepada Direktorat JenderaL Dengan demikian, 

negara tersebut langsung menjadi anggota Paris Union. 

Setiap negara yang telah menyatakan diri menjadi anggota 

Konvensi Paris terikat menerima ketentuan konvensi dan mengakui 

sistem serta prinsip~prinsip intemasional di bldang merek. Konvensi 

ini diharapkan dapat mempercepal proses keseragaman hukum 

diantara negara-negara di dunia. Hal Ini untuk memberikan 

periindungan terhadap merek terkenal di seluruh negara. 

2). Asas Persamaan Perlakuan (National Treatment) 

Setiap negara peserta konvensi ini harus memberikan 

perlndungan dan perfakuan yang sama kepada warga negara dari 

negara-negara peserta konvensi seperti yang diberikan negara 

negara tersebut kepada warga negaranya sendlri. Asas ini disebut 

71 M. Yahya Harahap, op.cil, haL117. 
71 Ibid. 
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juga dengan asas asimilasi (principle of assimilation). Asas ini 

mengharuskan setiap negara peserta konvensi untuk memberikan 

per!akuan yang sama dalam hal pendaftaran dan perlindungan merek, 

yaitu:79 

a). Setiap warga negara anggota berhak memperoleh dan 

menikmati segala kesempatan sebagalmana yang diperaleh 

warga negara masing~masing sesuai dengan ketenluan hukum 

yang berlaku maupun yang akan berlaku pada negara peserta. 

b). Hak untuk mendapat perlindungan hukum (the same protection) 

terhadap adanya tindakan pelanggaran terhadap hak alas 

merek yang dimiliki oleh warga negara dari negara~negara 

peserta konvensi lainnya termasuk pemulihan hukum. 

3) Asas PrioritllS (Priority Right) 

Dengan adanya asas inl, suatu merek dalam suatu negara 

konvensi dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak 

prioritas atas pendaftaran merek yang ~sama• pada setiap negara 

peserta konvensi yang lain apabila merek tersebut Ieiah diajukan 

permohonan pendaftarannya di salah satu negara peserta konvensi. 

Timbulnya hak prioritas ini dihitung sejak 6 bulan dan tanggal 

diajukannya permohonan r:>endaftaran pertama di suatu negara 

peserta konvensi. Atas permohonan tersebut~ kepada pemohon 

pendaftaran merek diberikan perlakuan berupa hak prioritas terhadap 

permohonan pandaf!aran yang diajukan kemudlan. 

c. Trademark Law Treaty (Keputusan Preslden No. 17 Tahun 1997); 

General Agree1119nl on Tariffs and Trade ("GATT) merupakan forum 

utama perundingan perdagangan intemasional yang terbentuk pada tahun 

1947. Pada awal pembentukannya GATT tidak mengatur masalah hak mllik 

intemasional, namun negara-negara peserta GATI tidak bisa terlepas dari 

peraturan intemasional mengenai pelaksanaan perlindungan paten, merek 

dan hak cipta serta penghlndaran penipuan. Negara-negara peserta GATT 

70 Ibid., hal. 119, 
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tidak diberi kekuasaan untuk menelima dan melaksanakan tindakan­

tindakan guna menjamin peraluran yang berkenaan mengenai merek, 

paten dan hak cipta. Tindakan tersebut harus konsisten dengan aturanM 

aturan GAIT sehlngga negara-negara peserta GA TI tidak boleh 

melakukan tindakanMtindakan tersebut secara sewenang~wenang. 

Pada perundingan Tokyo Round 1973-1979 Ieiah diusahakan oleh 

negara-negara maju untuk merancang perjanjian perdagangan barang­

barang tiruan namun tidak berhasll memasukkan dalam agenda 

perundingan. Pada iahun 1982:-1986 pada persiapan puiaran uruguay, 

salah satu masalah utama untuk diblcarakan adalah masalah pengaturan 

hak kekayaan lntelektual yang sebetulnya sudah dlwadahl oleh WIPO. 

Namun usulan tersebut ditolak negara-negara berkembang yang 

berpendapat behwa pangaturan mengenal hak kekayaan intelektual tetap 

berada di WIPO dlmana WIPO Ieiah mempunyal mekanlsme perllndungan 

hak kekeyaan intelektual sedangkan GATT dlanggap tldak kompeten dan 

tidak mempunyai pengataman untuk menentukan adanya unsur peniruan 

a tau tldak.. Namun ada juga yang berpendapat GATT juga dapat 

merundingkan masalah-masalah yang berl<aitan dengan hak kekayaan 

intelektual disamping mengatur masalah-masalah perdagangan. 

Sebagal hasil dar! Pularan Uruguay, masalah hak kekayaan 

intelektual dituangkan dalam Persetujuan mengenai aspak-aspek dagang 

dari hak kekayaan intelektual yaitu TRIPs (Trade Related Aspects of 

/nte/lectual Property Rights) yang mengandung kaidah-kaidah secara 

mendetall berl<enaan dengan hak kekayaan lntelektual yang berlaku secara 

lntemasional. Negara-negara peserta TRIPs mewajibkan pesertanya untuk 

menerapkan pasal·pasal subtantff dari Konvensi Paris dan Konvensf Bern 

karena TRIPs pada dasamya mengacu pada konvensi-konvensi temebut 

TRIPs Agreement memlliki tlga prinsip pokok."" Yaitu 

a. menetapkan standar minimum perUndungan dan penegakkan hak 

kekayaan intelektual bag! negara-negara paserta penandalanganan 

TRIPs. termasuk di dalamnya hak cipta (dan hak terl<ait lainnya), 

~RIPs Peraturan Perundang-undangan Indonesia,· 
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merek, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit 

terpadu dan rahasia dagang. Poin penting dalam hal ini adalah bahwa 

ini merupakan standar minimum. tidak ada larangan bagi negara­

negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggL 

b. tlap-tiap negara harus saling melindungi hak kekayaan intelektual 

warga negara lain dengan memberikan merek hak seperti yang 

tertuang dalam TRIPs, Prinsip ini dikenal dengan "National 

T reatmenf'. 

c. setiap negara peserta tldak boleh memberfkan pe11akuan yang lebih 

merugikan kepada warga oogara lain dibandingkan perlakuan kepada 

warga negara sendiri sehingga prinsip "the Most Favoured Nationar 

berlaku disini yang artinya bahwa hak apapun yang diberikan kepada 

warga negara suatu negara harus diberlkan juga kepada warga 

negara dart negara lain. Akibatnya, TRIPs Agreement mensyaralkan 

negara peserta untuk melindungi hak kekayaan lnlelektual yang pada 

dasamya sama dengan yang diatur dalam Berne convention, 

Konvensi Paris, Konvensi Roma. hasilnya adalah sebuah sistem 

perllndungan intemaslonal dengan berdasar pada prinslp non 

diskriminasi dan didukung oleh basis minimum perlindungan di setiap 

negara peserta TRIPs Agreement. 

3.2 PENGERTIAN MEREK 

Dalam sistem hukum yang benaku dl Indonesia, pengertlan tentang 

merek tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang -Undang Marek 

yang berbunyi : 

"Marek adalah Ianda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, 
angka-angka susunan wama atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 
yang memillki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang atau jasa" 

Dari batasan tersebut diatas, merek pada hakikatnya adalah suatu tanda 

yang memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya 

pembeda disini adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda 
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yang dapat membedakan hasil atau kualitas barang atau jasa darf satu 

perusahaan dengan perusahaan yang lain. 

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang­

undang Merek mengandung 3 (tiga) permasalahan pokok tentang pengertian 

merek 81 yaitu : 

a. Dt!ihat dari bentuk atau wujud, merek sama dengan dengan "tanda" yang 

terdiri dari beberapa unsur; 

b. Dilihat dari segi fungsinya, merek sebagai "daya pembeda"; 

c. Dilihat dari segi tujuannya, merek digunakan dalam dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa: 

Sedangkan Asosiasi Pemasaran Amerika (The American Marketing 

Association ) memberikan rumusan : 

"A Brand is a uname~ lerm1 sign, symbol or design or combination of them, 
Intended to identify the goods and services of one seiler or groups of 
sellers and to differentiate them from those of Competition& 

(Merek adalah nama, istilah, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal­
hal tersebut, yang dlmaksudkan untuk mengldentitikasi barang alau jasa dari 
seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk 
pesaing.) 

Pengertian marek diatas menekankan peranan merek sebagai identifier 

dan differentiator antara suatu produk barang atau jasa dengan lainnya sehingga 

menimbulkan persaingan yang sehat dan tidak merugikan usaha yang satu 

dengen yang lainnya. Berdasarkan kedua deflnisi tersebut diatas, maka secara 

teknis apabila seseorang atau perusahaan membuat logo, nama atau simbol 

ba.ru untuk sebuah produk baru, maka ia telah menclptakan merek. 

3.3 Bontuk Marek 

Bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang 

digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagal macam bentuk merek yang 

81 M. Yahya Harahap, op.cit., hal.182 
82Kevin lane Keller, Strategic Brand Management, ;su Edition, Pearson Education Inc. 

Hal.2 
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dapat digunakan untuk barang atau jasa. Bentuk-bentuk merek dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Merek yang berbentuk lukisan atau gambar; 

Bentuk im mempunyai daya pembeda dalam bentuk lukisan atau gambar, 

bisa berupa luklsan (drawing), gambar teknik (mechanical drawing) baik 

yang dihasilkan tangan atau etektronik. Contohnya merek. !em ''fikus" yaihJ 

lukisan atau gambar tikus yang sedang terperangkap oleh lem. 

b, Merek yang berbentuk kata; 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau 

jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contohnya 

avanza untuk mobiL 

c. Merek yang berbentuk huruf atau angka; 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara 

barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang 

se]enis, Conrohnya ABC untuk sirup atau kecap. 

d. Marek yang berbentuk nama; 

Bentuk ini mempunyaf daya pembeda dalam wujud nama antara barang 

atau jasa yang satu dengan barang atau ]asa yang lain yang sejenis. 

Contohnya Piere Cardin untuk kemeja dan Elizabeth Arden untuk parfum. 

e. Marek yang berbentuk kombinasi; 

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wu]ud lukisan/gambar dan 

kata antara nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau 

jasa yang lain yang sejenis. Contohnya merek jamu nyonya meneer yaitu 

kombinasi gambar sesorang nyonya dan peri<ataan nyonya meneer. 

3.4 JENIS MEREK YANG ADA DllNDONESlA 

3.4.1 MEREK LOKAL VS MEREK GLOBAL 

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan memicu terjadinya 

persaingan di antara perusahaan lokal dan luar mempresentasikan merek 

dalam produknya sebagai merek lokal dan/atau merek global, dalam 

mefakukan panetrasi dalam pasar domestik di Indonesia. 

1. Morek Lokal 

Pada umumnya untuk menentukan suatu merek dapat disebut 

sebagai merek lokal ada 2 (dua) yakni: 
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a). asa/ (origin); Merk lokal indentik dengan daerah alau oegara 

dimana produk yang mernakai merek tersebut diproduksl oleh 

perusahaan; 

b). Kepemilikan (ownership); Merk tokal diindentika.n dengan daerah 

atau negara asa! pemilik perusahaan yang memproduksi 

produk; 

Fandy Tjiptono memberikan empat kategori utama perseptif merek 

lokal sebagaf berikut: 

a). Original local brand: Kategoli ini mencakup merek-merek yang 

berasal dari negara setempaV lokal dan dimiliki oleh orang I 

perusahaan lokal contoh ~ Kompas, sari ayu, Djarum Super; 

b). Quasy local brand: Kategorl lni terdirl merek-rnerek yang 

berasal dari negara lokal, namun dimiliki oleh oranglperusahaan 

asing. Kategori ini terdiri dari dua bentuk yakni : 

(1). original local brands yang dibeli oleh perusahaan 

multinasional, tetapi nama merek lokalnya dipertahankan, 

contohnya AdeS oleh PT AdeS Alfindo Pulrasetia dan 

Aqua oleh PT Aqua Misissipi 

(2). merek lokal yang dikembangkan dan dipasa<kan secara 

khusus untuk pasar domestik. tertentu oleh perusahaan 

multinasional, contohnya Citra hand and Body Lotion; 

c). Acquired Local Brand: Kategon inl mellpuli merek-rnerek yang 

berasal darl negara Jain namun dimiliki oleh orang/perusahaan 

lokaf; 

d). Foreign Brands: Kategorl ini merupakan kebalikan dan original 

local brands. Foreign brand berasal berasal dan luar negeri dan 

dimiJiki arang/perusahaan asing. Contohnya Levi's, Nike, Me 

Donald's, Pepsi, Coca-Cola. 
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Dalam perkembangan selanjutnya Fandy Tjiptono menyempurnakan 

tipologi merek lokal63 sebagai berikut : 

LOCAL 

DUAL 

FOREIGN 

Tabel3.1 

Tipologi Merek Lokal 

ORIGIN and MARKET COVERAGE 

LOCAL ORIGIN FOREIGN ORIGIN 

Local lnternasional lnternaslonal 
Local Market 

Market Market Market 

ORIGINAL ORIGINAL ACQUIRED ACQUIRED 

LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL 

BRAND BRAND BRAND BRAND 

QUASY QUASY ACQUIRED ACQUIRED 

LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL 

BRAND BRAND BRAND BRAND 

FOREIGN/NON- FOREIGN/NON-
QUASY QUASY 

LOCAL LOCAL 

LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL 

BRAND BRAND BRAND BRAND 
.. 

Sumber. T11plono, Brand Management & Strategy, hal103 (2005) 

Kapferer mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

memberikan kontribusi keunggulan pada merek lokal " yakni : 

1 ). Faktor Struktura/; mencakup frekuensi pembelian berkenaan 

dengan pemakaian merek lokal seoara turun temurun, intensHas 

perik!anan, ikatan khusus antara perusahaan dengan 

pelanggan; 

2), faktor ekuitas merek: mencakup brand awareness, citra kinerja 

merek, dan emotional link dengan konsumen lokal; 

&.'~ Ibid. hal 103 
s.:a Ibid. hal105 
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3}. Faktor Kompetisi dan Stralegi Korporat. mencakup isu-isu 

strategik portopolio bisnis dan merek; 

4). Faktor Organisasional, seperti budaya kerja dan orlentasi 

perusahaan; 

5). Faktor Ungkungan, diantaranya Nasionalisme, norma dan teknlk 

lokal. 

2. Morek Global 

Yip berpendapat bahwa yang dimaksud dengan merek global 

adalah merek..rnerek yang memiliki nama dan strategi pemasaran 

terkoordinasi yang sama pula di banyak negara, Merek dapat 

dikatakan sebagai merek global apabila mempunyai kriteria·kriteria 

sebagaiberikut 

a). Volume penjualan (minimum USD 1 Milyar) 

b). Propor.;l penjualan dari kawasan di luar Negara asal (berkisar 

anlara 5-20 %) 

c). market coverage (harus tersedia disemua megamarket dunia, 

yaknl Amerika, Asia dan Eropa; 

Sacara umum preferensl terhadap merek global dlkarenakan 

citra superior, kualltas aktual dan perseptual yang leblh unggul, hasrat 

meniru gaya hidup yang modem, status simbolik. kosmopolitanisme, 

worfdmindedness, dan !ain..J:ain. 

Pada rise! Global Brand Study tahun 2002 yang dilakukan oleh 

Reseach lntemational USA mengenai merek global ada 2 yang perlu 

dipematikan yaknl : 

a). Terdapat 3 dimensi utama yang dijadikan dasar evaluasi 

keputusan pembelian merek global: 

(1 ). Quality signal Uamlnan kualitas prima) 

(2). Global myth (simbol idenfitasldeal global) 

(3). social responsibility (kepedulian terhadap isu lingkungan, 

hak peke~a. kesehatan public dan seterusnya) 

I 
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b). T erdapat 4 ( empat) segmen konsumen global yakni : 

(1 ). Global citizen; terdiri atas merek yang mengandalkan 

kesuksesan global sebuah perusahaan berkenaan sebagai 

indikator kualitas dan lnovasi; 

(2). Global dreamers; Kelompok konsumen yang sangat 

mengagumi perusahaan transnational sebagai cermin 

produk berkualitas dan sangat bersedia membelinya; 

(3). Antiglobals; Orang~orang yang skeptis bahwa perusahaan 

transnasional menghasilkan produk lebih baik; 

(4). Global agnostic; Kelompok konsumen yang tidak 

mendasarkan keputusan pembeliannya pada atribut global 

sebuah merek 

3.4.2 Jenis Merek dl Indonesia 

Penggunaan merek di Indonesia dapat berupa e.s: 

1 ). Merek Dagang yakni Marek yang digunakan pada barang yang 

dlperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama--sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 

barang~barang sejents lainnya. 

2). Marek Jasa yakni Merek yang dlgunakan pada jasa yang 

dlperdagangkan oleh seseorang atau baberapa orang secara 

bemama~sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa~ 

jasa sejenis lainnya. 

3). Merek Kolektif adalah Marek yang dlgunakan pada barang danlatau 

jasa dengan karakteristik yang sama yang dlperdegangkan oleh 

beberapa orang atau badan hukum secara bersama--sa!"la untuk 

membedakan dengan barang danlatau jasa sejenls lalnnya. 

3.5. PENOAFTARAN MEREK OIINOONESIA 

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian dan 

perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan 

pada Direktoral Jenderal Hak Alas Kekayaan lntelektual Dapartemen Hukum 

a:; Uhal p.asal1 Undang-Undar.g No.15 Tahun 2{)01 lentang Merek 
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dan Hak Asasi Manusia {"Ditjen HaKI Depkumham"}, Dalam sejarah merek di 

Indonesia , Ada 2 {dua) sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu : 

a. Sistem DekJaratif ( Undang~Undang No. 21 tahun 1961 Tentang Merek) 

Dalam sistem deklaratif titik berat dlletakkan alas pemakaian pertama. 

Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dlanggap yang 

berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadf, pemakaian 

pertama yang mencfptakan hak atas merek. Pemdaftaran hanya 

memberikan sualu prasangka menurut hukum. Tetapi apabila ada orang 

yang dapat membuktikan bahwa ia yang memakai pertama hak atas merek 

tersebut, maka pendaftarannya dapat dibatalkan oleh pengadilan. 

Keuntungan sistem ini adalah orang berhak alas merek bukanlah 

orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetap! haruslah orang~ 

orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek 

tersebut. Namun kefemahan sistem ini adafah kurang terjaminnya rasa 

kepasfian hukum karena orang yang Ieiah mendaftarkan mereknya tetapi 

sewaktu-waktu masih dapat dlbatalkan oleh pihak lain yang mengaku 

sebagai pemakai pertama. 

b. Sistem Konstitutif. (Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang 

Morek) 

Dalam Sistem konstitutif menekankan bahwa hak marek terclpta 

karena pendaftaran dan bukan karena pemakai pertama. Jadi pendaftaran 

adalah mutlak, tanpa pendaftaran tldak ada hak alas merek juga tidak ada 

periindungan. Hal ini tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Merek 

sebagal berikut : 

"Hak alas Merek adalah hak eksklusif yang dlberikan oleh Negara 
kepada pamllik Mere!< yang lerdaftar dalam Daftar Umum Marek untuk 
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendlli Merek. tersebut 
atau memberikan lzin kepeda pihak lain untuk menggunakannya." 

• 
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Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang~Undang Merek, orang pribadi atau 

badan dapat melakukan pendaftaran merek di Kantor Direktorat Jendera! Hak 

atas Kekayaan lnte!ektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

berfokasi di Jl. Raya Daan Mogot KM 1 No.1 Kota Tangerang, Banten. Adapun 

prosedur pendaftaran merek diuraikan sebagai berikut 

a. Prosedur Pandaftaran Merek 

Berdasarkan ketentuan pasal 7 s/d pasal 17 Undang~undang Merek. 

mekanisme proses pendaftaran yang harus dilalui oleh orang atau badan 

yang ingln melakukan pendaftaran merek sebagai berikut: 

1). Mengajukan permohonan sesual dengan fomt pendaftaran Merek 

rangkap 4 (empat); 

2). membuat surat pemyataan bahwa pemohon tldak meniru atau 

menggunakan merek orang lain baik keseluruhan maupun pada 

pokoknya 

3). membuat surat kuasa apabila pamohon mengkuasakan permohonan 

pendaftaran merek; 

4). Lampiran-lamplran permohonan 

a). Fotocopy KTP yang dilegallsir. 

b). Fotocopy akte pendirian badan hukum yang disahkan oleh 

Nolaris bagi pemohon alas nama Badan Hukum; 

c}. Fotooopy kepemillkan bersama yang dilegalisir nama pemohon 

lebih dari satu orang; 

d). Fotocopy NPWP yang dilegalisir 

e). Etiket Merek sebanyak 24 buah. 4 (empat) buah ditempel pada 

masing-masing form (form rangkap 4) dan 20 (dua puluh) buah 

dalam amplop dengan ukuran maksimal 9 x 9 em dan paling keco 

2x2cm; 

f). Kwi!ansi pembayaran sesuai dengan biaya yang telah 

dltetapkan; 

g). Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan 

pendaftaran merek pertama kali bagi merek dengan Hak 

Pnorltas. 
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b. Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek 

Dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, Ada 2(dua) sistem 

pemeriksa terhadap merek yang telah diajukan o!eh badan 

1 ). Pemeriksaan Formal, yakni pemeriksaan alas kelengkapan 

persyaratan admlnistrasi yang ditetapkan; 

2). Pemeriksaan Substansif yakni pemeriksaan terhadap merek yang 

diajukan apakah dapat didaftarkan atau tidak berdasarkan persamaan 

pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sejenls 

milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih dahulu oleh orang lain. 

c. Merek yang tidak dapat dldaftar dan yang dltolak 

Berdasar1<an l<etentuan pasal 5 Undang-Undang Merek, merek tidal< 

dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini: 

1) bertenlangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku1 

morafitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

T anda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban 

umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek yang 

bersangkulan tldak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kala yang 

bertentangan dengan kesusilaan yang balk dan ketertlban umum. 

2) tidak memiliki daya pembeda; 

Ianda-landa yang tidak mempunyai daya pembeda alau yang 

dlanggap kurang kuat dalam pambedaannya tidak dapat dianggap 

sebagai merek. Untuk dapat mempunyai daya pembedaan merek 

harus sederhana, fidak boleh ruwet, karena dengan ruwetnya suatu 

merek maka daa pembedaannya akan menjadi lemah. 

3). Ieiah menjadi mU/k umum; 

Ianda-Ianda yang karena Ieiah dikenal dan dipakai secara luas serla 

bebas dl kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai 

tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang~arang tertentu. 

Misalnya disimpulkan dalam katagorl ini tanda luklsan mengenai 

"tengkorak manusia dengan di bawahnya dltaruhnya tulang bersilang" 

yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia intemasional 

sebagai tanda bahaya racun. 
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4) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 

dimohonkan pendaftarannya. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan merupakan keterangan atau yang 

berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran 

seperti merek "kopi atau gambar kopl" untuk produk kopL Maksudnya 

adar konsumen tidak keiiru, sebab jika hal itu terjadi maka 

kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh 

karena bendanya, produk atau gambarnya sama dengan mereknya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Merek, Merek harus 

ditolak pendaftaran mereknya oleh Dlrektorat Jenderal apabila Merek 

tersebut: 

1) mempunyai persamaan pada pokok66nya a tau keseluruhannya87 

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu unluk 

barang dan/atau jasa yang sejenis: 

2) mempunyal persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

Merek yang sudah terkenal milik plhak lain untuk barang dan!atau 

sejenisnya. 

3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

lndikasi-geogmfis yang sudah dlkenal. 

Penolakan permohonan yang mempunyal persamaan pada pokoknya 

atau kesaluruhan dengan merek terkenai untuk barang danlatau jasa yang 

sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat 

mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.Tentang 

terkenal atau tidaknya suatu merek, pe:rlu diukur berdasarkan reputasi 

merek tersebul yang diperoleh karena promosi yang genear dan besar­

besaran, invensi dibeberapa negara yang dilakukan oleh Pemegang Merek 

dan disertal buku pendaftaran merek tersebut dibeberape negara. Bilamana 

w Yang dimaksud petsamaan pada pokoknya yaitu apabita memiliki persamaan pada 
persamaan bentuk, psrsamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan earn penempatan, serta 
persamaan bunyi ucapan 

81Yang dlmaksud persamaan pada kesefuruhanny;:i yaitu apabila mempunyai persamaan 
da!am hal asal, sirat cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya 
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hal·hai tersebut belum dlanggap cukup, Pengadilan Niaga68 dapat 

memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan sutvei 

guna memperoleh keslmpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek 

yang menjadi dasar penolakan, 

3.6 PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK 

3.6:1 Penghapusan Pendaftaran Merek 

Permintaan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan seluruhnya 

atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. 

Permintaan penghapusan merek itu diajukan kepada Ditjen HaKI untuk 

kemudian dicatat dalam Daftar Umum Marek dan dlumumkan dalam 

Bertta Resmi Merek, Berdasarkan kelentuan Pasal 72 Undang-Undang 

Merek, ada 2 (dua) care untuk penghapusan merek: 

1) Atas Prakarsa Direktorat Jenderal Hak Atas Millk lntelectual 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia ("Diljen HaKI") 

Prakarsa ini dapat pula diajukan oleh pihak ketiga melalui 

permlntaan dalam surat gugatan yang diajukannnya melali 

Pengadilan Niaga. 

2). Atas prakarsa sendiri yakni parmintaan pamilik merek yang 

bersangkutan. 

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, undang­

undang merek tidak menentukan persyaratannnya. Namun jika dalam 

perjanjian l1sensi ada suatu kJausul yang secara tegas menyampingkan 

adanya persetujuan tersebut, maka persetujuan semacam itu tidak perlu 

dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk panghapusan pendaftaran 

merek tersebut 

Penghapusan merak hanya dapat dilakukan apabila terdapat buk« yang 

cukup bahwa merek yang bersangkutan : 

sa Pengadllan Niaga merupakan suatu pangadllan !thusus dilingkungan badan perndilan 
umum, yang betwenang menerima, memeril<:sa dan mengadili kasus atau sengketa di bidang 
merek berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Merek. 
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I) tidak dipakai ( Non Use) berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau 

lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhltung Sejas tanggal 

pendaftaran atau pemakaian terakhir; 

2) Oipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesual dengan jenfs 

barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak 

sesuai dengan merek yang didaftar. 

Semua penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HaKl 

dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. 

Pencoretan tersebut harus pula diberikan catatan tentang alasan dan 

tanggal panghapusan tersebut. Langkah selanjulnya, Ditjen HaKI 

memberitahukan pencoretan merek dari Daftar Umum Merek kepda 

Pemegang Merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan 

dlsertal dengan penegasan bahwa sajak tanggal pencorelan tarsebut, 

Sertlplkat Marek yang bersangkutan dlnyalakan tidak berlaku lagi. 

T erhitung sejak langgal penghapusan pandaftaran merek tersebut maka 

berakhlrlah perllndungan hukum atas merek yang bersangkutan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Merek, 

Penghapusan pendaftaran merek dieatat dalam daftar umum merek dan 

diumumkan dalam berita resmi merek. Kemudian berdasarkan ketentuan 

Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Marek, Apablla ada 

keberalan terhadap keputusan penghapusan merek yang dilakukan alas 

prakarsa Dlljen HaKI, keberalan tarsebut dapat diajukan ke pengadllan 

niaga. 

3.6.2 Pembalalan Pendaftaran Merek 

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Merek, 

guga!an pembelalan dapatan dllakukan oleh pihaki>lhak yang 

berkepentinagan kecuall pemegang marek yang lidak terdaftar alau yang 

latah pemah mengajukan psndangan atau keberatan tersebut tidak 

diterfma. Pembata!an pendaftaran merek dapat dllakukan melalui gugatan 

ke pengadilan berdasarkan alasan bahwa merek terdaftar itu: 

1). Didasarl<an alas permohonan Pemohon yang beritikad tidak balk; 

(Ketentuan Pasal 4 Undang - Undang Marek) 
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2). Bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, tldak memilikl 

daya pembeda, atau telah menjadi millk urnum; {Ketentuan Pasal 5 

Undang- Undang Merek) 

3). Merupakan keterangan atau berkaHan dengan barang dan/atau jasa 

yang dimohonkan pendaftarannya: (Ketentuan Pasal 5 Undang -

Undang Merek} 

4). Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

marekllndikasi geografis mitik orang lain yang sudah terdaftar lebih 

dahulu untuk barang dan /atau jasa sejenls. (Ketentuan Pasal 6 

Undang - Undang Morek). 

Berdasarkan ketentuan pasal 71 Undang-Undang Merek, 

Pembatalan merek dilakukan oleh Ditjen HaKI dengan mencoret merek 

yang bersangkutan dart daftar umum merek dengan memberi catatan 

tentang alasan dan tanggal pembatalannya. Kemudlan pembalalan 

tersebut diberilahukan secara tertulis kepada pemllik merek atau 

kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan 

bahwa sejak tanggal pencoretan dan daftar umum merek, sertlplkat 

merek yang barsangkutan tidak berlaku lag!. Pembatalan dan pencoretan 

pendaftaran merek mengaklbatkan barakhimya perilndungan hukum alas 

merek yang bersangkutan. 

3.7. PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR 

Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Marek, Hak 

atas merek dapat berallh atau dfal!hkan karena : 

1. Pewarisan; 

2. Wasiat; 

3. Hlbah; 

4. Parjanjian; 

5. Bebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Bllamana pengalihan hak atas merek dalam bentuk sebagaimana 

dimaksudkan pada angka 1, 2, dan 3 maka ketentuan untuk itu di Indonesia 

mas1h bersifat pluralisme. Hukum waris, hibah dan wasiat belum ada yang 

berlaku secara unifikasi. Ketentuan dan penerapan hukum ketiganya masih 

86 

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP UI, 2008



berbeda untuk setrap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum ad at, 

ada yang tunduk kepda hukum islam, dan ada yang tunduk kepada hukum 

perdata yang termuat dalam Kitab Undang*Undang Hukum Perdata (KUHPer), 

Pengalihan merek melaiui perjanjian menganut asas kebebasan 

berkontrak89 dan perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

sahnya suatu perjanjian dan syarat-syarat umum lainnya sebaga!mana 

termaktub dalam ketentuan pasal 1319 dan 1320 KUHPer, 

Pengallhan merek dengan sebab-sebab laln, berdasarkan penjelasan 

pasal 40 ayal ( 1) Undang-Undang Merek, berlaku sepanjang sebab-sebab lain 

tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang~undangan tidak bertentangan 

dengan undang-undang merek. Dokumen yang dlmaksud antara lain sertipikat 

merek dan bukti Jainnya yang mendukung peralihan hak tersebut. Penentuan 

bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek 

dicatat dalam D-r Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan 

pengawasan dan kepastian hukum. 

Pengalihan hak atas merek itu harus dicatat melalui pennohonan kepada 

Ditjen HaKI dan dimuat dalam Daftar Umum Merek untuk selanjutnya 

diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Oengan demiklan maka akibat hukum 

dari pengalihan merek ini berlaku terhadap pihak yang bersangkutan dan pihak 

ketiga. 

3.8 Perjanjian Lisensi 

Berdasarkan kelentuan pasal 1 butir 13 Undang.Undang Merek, lisensi 

adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain mela!ui 

suatu peljanjian berdasarkan pada pembelian hak (bukan pengalihan hak) untuk 

menggunakan merek tersebut. baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang 

danlatau jasa dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pemberian lisensi kepada 

pihak lain harus dituangkan dalam bentuk perjanjlan lisensi dan setiap pelepasan 

hak dengan peljanjian harus dituangkan dalam bentuk akta peljanjlan. 

nKebebasan berkontmk merupakan sua(u asas da!am buku IV KUHPer, yang 
menegaskan batwla suatu perjanjian yang dfuuat secara sah, artinya tidak bertentangan dangan 
undang-undang. mengikal kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang·uodang untuk mereka 
yang membualfiya" 
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian lisensl 

merek agar dapat dicatat da!am daftar umum merek, antara lainw: 

1. Jenis barang atau jasa yang dilisensikan harus disebutkan secara jelas . 

hal ini penting karena menurut pasal 43 ayat (1) dimungkinkan pemberian 

lisensi hanya sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan . 

2. Jangka waktu berlakunya lisensl tidak boleh leb!h lama dari jangka waktu 

betlakunya pendaftarao merek yang dllisensikan tersebut 

3. Apabila penerima lisensi (licensee) menghendaki agar pemberi !isensi 

tidak boleh memakai atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga 

lainnya untuk menggunakan merek tersebut. 

4. Apabila peoerima lisensi menghendaki dapat memberikan lisensi lebih 

lanjut kepada pihak katiga harus ditentukan secara tegas dalam 

pe~anjian (Pasal45 Undang-Undang Morek). 

5, Perjanjian lisensi tidak boleh atau dilarang memuat ketentuan yang 

langsung maupun yang tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang 

merugikan perekonomian di Indonesia atau memuat pembatasan yang 

menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan 

mengembangkan teknologi pada umumnya (Pasal 47 ayat (1) Undang­

Undang Morek. 

Berdasarkan pasal43 ayat (3} dan ayat (4} Undang-Undang Morek, suatu 

pe~anjian lisensi yang terjadi di wllayah hokum Republik Indonesia wajib 

dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HaKI dan dieatat dalam Daftar Umum 

Marek dan diumumkan da!am Berita Resmi Merek. Pencatatan Jisensi tersebut 

berakibat hukum bahwa parjanjian lisensi ternebut benaku pada pihak-pihak 

yang bersangkutan dan pihak ketiga. Namun apllkasi pencatatan lisensl di 

lndo,nesia sampai saat ini belum dapat terJaksanakan oleh Ditjen HaKI karena 

peraturan pernerintah sebagai payung hukum bagi pelaksaan adminlstrasi belum 

dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. 

00 Suyud Margono dan Amlr Angk:asa, Komersieliasi Asef Intelekluaf, (Jakarta: Gramedia 
W;diasarana IndOnesia. 2002), hal 34~35, 
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3.9 JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN 

Berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang·Undang Merek, Suatu merek 

tecdafl.ar mendapat perlindugan hukum dalam jangka waktu 10 tahun dari tangga! 

pengajuan pendaftaran, Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 

yang ditentukan selama 10 tahun. Pemil1k harus mengajukan perpanjangan 12 

bulan sebelum merek tersebut berakhJr, Merek terse but akan diperpanjang masa 

berlakunya jika si pemilik masih memakai merek tersebul dalam perdagangan 

barang dan atau jasa. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi ketentuan 

TRIPs, maka ketentuan hukum yang mengatur tentang hak atas merek berlaku 

ketentuan pasal 22 ayat ( 1) persetujuan TRIPs mengenai perlindungan atas 

indikasi geografis, yang bunyinya sebagai berikut : 

" Geograpical indication are, for the purpose of the Agreement, 
indications which identify a good as origanating In the territory of a 
member, or a region or locality in that territory, where a givem 
quality, eputatlon or other charaateric of the good is essentially 
attriabutab/e to the geographical origin" 

(yang dimaksud dengan indikasi geografis berdasarkan 
persetujuan ini adalah tanda yang mengindentifikasikan suatu 
wilayah negara anggota. atau kawasan atau daerah didalam 
wilayah tersebut sebagat asal barang, dimana reputasi. kualttas 
dan karakleristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan 
oleh faklor geografis tersebut). 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa asal suatu 

barang yang melekat dengan reputasi. karaktertstik dan kuaUtas suatu barang 

yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Oleh karena itu, 

dalam persetujuan TRIPs, dilarang kepada produsen untuk memakai merek 

lerhadap barang yanmg diprodukainya, yang fidak sesuai dengan indikasi 

geografis. Contohnya pemakaian merek "dodo! garur untuk dodo! yang 

diproduksi di Medan. 

3.10 PELANGGARAN HAKATAS MEREK 

3.10.1 Bentuk Pelanggaran Hak Alas Merek 

Setiap merek yang terdaftar dalam Buku Resmi Merek dmndungi oleh 

Undang~Undang Merek. Perlindungan hukum tersebut diberikan selama jangka 
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waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal 

penerimaan.Perlindungan ini member1kan hak kepada pemilik merek bilamana 

merek yang didaftarkannya dilanggar oleh orang atau perusahaan lain sehingga 

menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immatetiit. 

Di dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Merek, ada 3 

(tiga) bentuk pelanggaran merek yaitu: 

l) Penggunaan Merek yang mempunyai persamaan pad a keseluruhannya 

dengan merek terdaftar milik pihak lain; 

2) Penggunaan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

merek terdaftar milik pihak lain; 

3) Memperdagangkan barang atau jasa yang barasal dari pelanggaran 

merek, 

Bentuk pelanggaran pada butir a dan b menimbulkan kesan bahwa merek 

yang beredar tersebut sama mengenai bentuk, cara penempatan, atau 

kombinasl baik antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang 

terdapat dalam merek - merek yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan 

merek pihak lain yang Ieiah terdaftar dalam Berita Resmi Marek. Bentuk 

pelanggaran pada butir c adalah membantu pelanggaran merek dengan cara 

memperdagangkan barang atau jasa hasil perbuatan pelanggaran merek. 

3.10.2 Penyelesalan Pelanggaran Hak atas Merek 

Berdasarkan ketenluan pasal 76 Undang-Undang Marek, penyelesaian 

pelanggaran hak alas merek dilakukan melalui media gugatan terhadap pihak 

lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaam 

pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang alau jasa yang sejenis. 

Gugatan tersebul diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan dua macam ben!Uk 

atau isi dali tuntutan gugatan tersabut yailll: 

1. penmintaan ganti rugi; 

Ganti rugi yang diminta dapat berupa : 

a). ganti rugi materiil 

Kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat 

pemakaian merek oleh pihak yang Udak barhak tersebut menyebabkan 

produk barangnya menjadi sedikit terjual, Hal ini disebabkan konsumen 

90 

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP UI, 2008



membeti produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi 

oleh pihak yang tidak bemak tersebul. 

b). ganti rugi immateriil 

Kerugian yang disebabkan oleh pemakalan merek dengan tanpa 

hak sehingga plhak yang berhak menderila kerugian secara morlL 

Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi 

barang dengan kualitas (mutu) yang rendah. sehfngga berakibat 

konsumen tersebut lidak mengknsumsi produk yang dikeluarkan 

pemegang merek yang bersangkutan 

2. penghentian pemakaian merek 

penghentian pemakaian merek merupakan salah satu upaya pencegahan 

dan penghentlan atas pemakaian merek yang dilakukan o!eh pihak 'ain tanpa 

hak yang sah sehingga memperburuk citra merek yang Ieiah 

ditumbuhkembangken oleh pemegang merek dalam memproduksi atau 

mendis!ribusikan produknya di Indonesia. 
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BABIV 

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK OLEH PERUSAHAAN 

SEBAGAI PEMEGANG MEREK DIINDONESIA 

4.1 Analisls Penghindaran Pajak yang dilakukan Perusahaan sebagai 

Pemegang Merek 

Sebagaimana tetah diuraikan pada bab sebelumnya, Perusahaan yang 

menggunakan merek pada produk yang dihasilkannya mempunyai differensiasi dan 

value indicator dengan produk lain yang sejenis. Merek juga merupakan alat efektif 

dan memaksa untuk mengkomunikasikan manfaat dan nilal suatu produk atau jasa. 

Merek merupakan jaminan kualilas, asal usul dan pelforma, yang dengan demikian 

meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen dan menguran,gi risiko dan 

kompleksitas dalam keputusan membeli. Perusahaan dapat memiliki hak alas 

merek untuk digunaken pada produknya dan mendapat parlindungan hukum di 

Indonesia setelah mendaftarl<an merek ke Kantor Merek Diljen HaKI Dephumham. 

Berdasarkan wawancara dengan Taryadi dan Raza, Kasubdit Pelayanan 

Hukum dan Fungsional Pemeriksa Diljen HaKI Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, mengenai peranan merek dalam persaingan usaha, sebagaimana 

pendapatnya sebagal berikut 

"Merek merupakan ala! pambeda antara satu produk dengan 
produk lain yang jenis, Perusahaan yang mendaftarkan merek <f1 
Kantor Merek wa]ib menguraiken secara detail dan sislematis 
mengenai nama, lambang dan slogan yang digunakan sebagai 
identitas dalam barang atau jasa yang diproduksinya dalam 
kegiatan usaha sehari·hari. Merek dapat tumbuh berkembang 
atau gaga! dalam proses suatu daur hidup suatu produk. Pada 
umumnya merek yang berhasil adalah merek yang mernpunyai 
konsep yang jelaa, ditujukan pada segmen pasar yang masih 
terbuka dan adanya kreativitas dalam pangelolaan manajemen. 
Berkembang atau tidaknya suatu merek pada suatu produk dapat 
dilihat dari berhasil atau tidaknya pada lahap pengenalan merek 
tersebut dipasaran. Jlka Konsumen menanggapi dengan positif 
make produk dengen merek tersebul telah mempunyai 
differensiasi dengen produk lain yang sejenls, dan pada akhimya 
menimbulkan loyalitas konsumen untuk membeii kembali produk 
tersebut n9

1 

91Wawancara dengan Tarsislus Didik Taryadi, Kasubdlt Pelayanan Hokum Direklorat 
Merek dan Faisal Reza, fungslonal pemeriksa merek pada Kantor Merek Direktorat Jenderal Hak 
alas Keka.yaan !nl.eteklual Departemen Hukum dan Hak Asasi Man usia. di Kanlor Merek J!. Raya 
Oaan Mogot KM 1 Tangerang pada langgal4 dan 5 Nopember 2008 jam 14.00 WIB 
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Dari hasi! wawancara di atas terlihat berkembang atau tidakoya suatu 

merek dalam persaingan usaha yang heterogen dan kompleks, bilamana adanya 

kreativJtas Perusahaan dalam merumuskan konsep merek yang ditawarkan kepada 

konsumen serta terdapat segmentasi, targeting, dan positioning yang tepaL Hasil 

akhir yang ingin dicapai dalam penggunaan merek adalah adanya foyalftas dan 

kepuasan konsumen untuk mengkonsumsi kembalf produk secara 

berkesinambungan. 

Sedangkan menurut Trisnadi dan Rusli. menilai urgensi penggunaan merek 

dalam suatu produk yang diproduksi, sebagaimana pendapetnya sebagai bertkut : 

"Merek adalah sesuatu yang bemilai dan memiliki pembeda dalam 
suatu proses perdagangan alas produk yang ditawarkan produsen 
kepada konsumen. Melalui merek yang kuat di pasaran, produsen 
dapat bertlndak sebagai price makers dan tingkat besaran 
penjualannya tldak tergantung dengan merek lain pada produk 
yang sejenis. Perusahaan pasti akan merasakan perbedaan 
pe~akuan dengan atau tanpa penggunaan merek peda produk 
yang diproduksinya di tingkat konsumen sebegal plhak yang 
mengkonsumsi dan distributor sebagai alat distribusi produk. 
Dis!Jibutor akan menerlma produk untuk didislribusikannya 
bilamana merek alas produk tersebut familiar dengan konslO'!len. 
Disamping itu, besamya akuitas marek menjadi ala! ukur 
kaberhasilan suatu marek dalam meningkatkan kine!ja suatu 
perusahaan, berupa penlngkalan pangsa pesar ataupun 
keuntungan perusahaan.'"' 

Adapun tujuan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba 

semaksimal mungkin dan volume penjualan yang tinggi, sehingga dengan 

demikian akan daP.at menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu 

usaha yang dapet dilakukan Perusahaan adalah menerapkan kabijaksanaan 

perencanaan pajak yang tepat sesuai dengan kebutuhan. 

Walaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan 

pe:rusahaan dalam menjalankan usaha melalui pengunaan merek dalam 

produknya, findaklah berarti bahwa pejak tersebut tidak dapat dikandalikan dan 

91Wawancarn dengan 0. Trlsnadi, pemegang mert!k X yang terdaftar di Kanto( Mcrek dan 
terdattar sebagal wajib pajak orang prlbadi dan J, Rusli, dlrektur utama CV ET yang menggunakan 
merak untuk produksi kertas dan terdaff.ar sebagal wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan 
Pajak dl daerah Tangerang, dllakukan di 1okas1 keglatan usaha di daerah Tangerang, Banten, 
masing-maslng pada tanggaJ 28 Oktober 2008 dan 14 Nopember 2008. 
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direncanakan dengan baik. Mengenai perencanaan pajak yang dilakukan dalam 

manajemen perusahaan, Trisnadi dan Rus!i mengungkapkan beberapa 

permasalahan yang krusial dan harus diambll keputusan yang tepat dan prosed ural 

melalul suatu keputusan manajemen, sebaga!mana pendapatnya sebagai berikut 

"Perencanaan Pajak ltu intinya adalah me!akukan pemenuhan 
kewajiban perpajakan oleh manajemen perusahaan sesuai 
ketentuan peraturan perpajakan" Fokus utama dalam suatu 
perencanaan pajak di Perusahaan pada umumnya berkenaan 
dengan berapa besar pajak yang harus dibayar, bagaimana 
caranya agar pembayaran tersebut efisien, bagaimana cara 
menunda bayar pajak yang lidak melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dan bagaimana melakukan 
aplikasi perpajakan sesuai dengan kemamp~.~an perusahaan 
sehingga perusahaan dapat berjalan dan para pegawai dapat 
terus bekerja". 93 

Berdasarl<an observasi yang Ieiah dilakukan, ditemukan adanya due faktur 

utama yang mempengaruhi langkah perencanaan pajak yang dllakukan oleh 

Perusahaan sebagai pemegang merak suatu produk yakni : 

1. Faktor Internal, yakni faktor-faktor blaya yang dikeluarl<an Perusahaan yang 

uniUk melangsungkan kegiafan usaha dalam manajemen parusahaan. 

Falctor intemal ini dapat meliputi dua baglan yakni: 

a. Biaya Non Pajak, yaknl blaya yang melipuli biaya yang timbul 

sebagai akibat perubahan~perubahan dalam proses produksi dan 

faktor produksi, atau biaya administrasi. 

b. Biaya Pajak, yakni biaya-biaya yang bert<enaan dengan pajak yang 

tenliri dari: 

":!Ibid. 

1 ). Pajak yang be~ alan (ongoing tax) 

Pajak yang torus dikenakan terhadap usaha yang sudah 

beljalan, misalnya PPh Pasal 21, PPh 25 dan PPN yang 

dlbayar dan dllaporkan ke Kantor Pajak. 

2). Pajak transaksl (transactional tax) afau pajak keluar (exff tax); 

Pajak yang dibayar oleh perusahaan pada beberapa paristiwa 

usaha seperti membeli bahan baku (PPN), Sewa ruko untuk 

kegiatan usaha (PPh Pasal 4 ayar (2) ), afau mendapat jasa 
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konsultasi pajak, hukum, notaris atau akuntan untuk 

ber1angsungan usaha (PPh Pasal 23). 

2. Faktor Ekstemar, yakni faktor-faktor yang terdapat diluar manajemen 

perusahaan, namun mempunyai pengaruh yang kual dalam pereocanaan 

pajak yang dilakukan o!eh Perusahaan. Faktor eksternal dapal meliputl tfga 

unsur yakni : 

a. Bargaining of SuppHers; 

Perusahaan dafam memproduksi suatu produk harus mencari 

bahan baku pada harga ~tennurah" dl pasaran untuk menekan biaya 

produksi. Harga termurah pada umumnya dapat dltemukan pada 

pasar tradisional dimana harga pembelian tidak dibebankan pajak 

pertambahan nilai. Permintaan bahan baku tersebut tidaklah dapat 

dikafakan sedikit dan dalam jangka waktu pendek, tetapl jumlahnya 

s!gnifikan dan proses permintaan dilakukan sec:ara terus menerus 

sepanjang produksi dilakukan oleh perusahaan. Tidak adanya 

beban PPN dan proses transal<si tradisional temadap pembelian 

bahan baku atas daya tawar panjual bahan baku kepada 

parusahaan memudahkan parusahaan dalam P"""""'naan pajak. 

b. Bargaining of Buyers; 

Hal ini berbanding terbalik, dimana daya tawar pembeli suatu produk 

menjadi salah satu faktor yang mendukung perusahaan melakukan 

pemncanaan pajak. Bukan suatu hal yang aneh, Pembeli meminta 

parusahaan untuk tidak membebankan PPN pada harga pambelian 

suatu produk. Hal ini menjadi suatu dilema perusahaan. Bilamana 

harga jual sua!u produk sudah termasuk PPN maka keuntungan 

yang didapat semakin kecil, namun bila harga jual tidak termasuk 

PPN perusahaan telah melakukan panyelundupan pajak. Hal ini 

membuat parusahaan melakukan perencanaan pajak yang baik 

dalam menjalankan kewajiban pemenuhan parpajakannya 

c. Forr;es from competftor (tekanan dari pasaing) 

Tekanan dari pesaing terjadi bilamana ada perusahaan lain yang 

mengeluarkan produk yang sejenis dengan harga yang lebih murah 

dan kuatitas yang sama_ Untuk produk dan kualitas sejenis, 

Konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi tentunya akan 
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memillh harga yang lebih murah. Keadaan ini tentunya akan 

menurunkan tingkat penjualan produk dan mempengaruhi 

keslnambungan perusahan. Dalam keadaan lni, Perusahaan 

memillh membual perencanaan pajak yang efisien sehingga 

keberlangsungan usaha letap dlpertahankan. 

Perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan sebagai pemegang merek 

aias suatu produk, dalam memlnlma!isasi pajak yang terutang dalam kegiatan 

usahanya, dapat mefiputi dua hal yakni Penghindaran Pajak (tax avoidance) dan 

Penyelundupan Pajak (tax evasion). Tax Avoidance merupakan proses 

pengendalian t!ndakan dati manajemen perusahaan agar terhindar deri 

konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki secara legal. Sedangkan 

Tax Evasion merupakan suatu tindakan perusahaan agar terhindar dari 

konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki secara illegal yakni dengen 

melanggar hukum baik berupa pelanggaran atau kejahatan. Walaupun pada 

dasamya, tax avoidai1G9 dan tax evasion mempunyai sasaran yang sama yaitu 

mengurangi beban pajak atau meminimalisasikan pajak terutang, akan tetapi 

garis pemlsahnya beda yakni antara tidak melanggar undang-undang (lawful) 

dan melanggar undang-undang perpajakan (unlawful). 

Bebarapa tindakan manajemen perusahaan pemegang merek dalam 

melaksanakan tax avoidance antara laln: 

1. Melakukan kegiatan usaha dengan 2 (dua) bentuk subyek pajak untuk 

merek dan jenis produk yang sama; 

2. Menyembunyikan atau membfaskan identit.as perusahaan pada 

pengemasan suatu produk; 

3. Menggunakan nonma penghltungan dalam menentukan besamya 

penghasilan netto; 

4. Melakukan penyusutan aktiva yang tldak terdaftar alas nama wajib pajak; 

5. Penggunaan rek.ening pribadi dalam sarane administrasi 

6. Melakukan ekspor dengan menggunakan jasa ekspedisi; 

7. Tempat pelaksanaan pembukuan dilakukan berbeda dengan tempat 

kegiatan usaha dan/atau domisili perusahaan; 
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Ad.1 Melakukan kegialan usaha dengan 2 (dua) bentuk subyek pajak untuk 

merek dan jenis produk yang sama: 

Tidak ada suatu ketentuan peraturan perpajakan dan merek yang bel1aku 

di Indonesia, yang melarang seseorang dan/atau badan usaha melakukan 

dualisme subyek pajak Celah ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal 

oleh Pemegang Merek untuk me!akukan kegiatan usaha dalam memproduksi 

suatu produk dengan merek yang sama mela!ui dua jenis subyek pajak. 

Contoh: 

A rnerupakan pemegang merek x dengan produk tahu berdomisili di Tangerang 

dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP 1. Kemudian A bersama B, dan C yang 

mempunyai hubungan famili mendirikan badan usaha PT TST di Jakarta dan 

telah terdaftar di KPP 2 . A dan PT TST memproduksi produk lahu dengan merek 

yang sama yeknl x. 

Ad.2 Menyembunyikan alau memblaskan identitas perusahaan sebagal wajib 

pajak dalam pengemasan suatu produk; 

Langkah inf merupakan strategi perusahaan agar tidak terdeteksi potensi 

perpajakan yeng dapat digali melalul identitas dan lokasi perusahaan oteh 

aparatur pajak. Dalam peraturan perpajakan yeng benaku, betum ada satupun 

kelentuan yeng mengatur mengenai kelerbukaan pencanluman identitas wajlb 

pajak pada barang kena pajak yang diproduksi sebagai pembeda dengan 

produk yeng sejenis. Pencantuman merek oleh wajib pajak dilakukan pada 

lembar idenlitas wajib pajak saat pelaporan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan 

dimana wajib pajak terdaftar. 

Contoh: 

A merupakan pamagang merek y berdomisili di Jakarta dan mendirikan pabrik di 

kota Tangerang dengan mengunakan identitas Perusahaan Dagang (PO) pada 

pengemasan produknya dimana A merupakan penanggung jawabnya. Untuk 

bertransaksl dengao distributor atau konsumen, A mengunakan faktur, nola dan 

kwitansi pembayaran dengan nama PD. ldenutas A da!am menggunakan merek 

dicantumkan dalam iembar identitas wajib pajak dalam penyampaian SPT 

Tahunan. 
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Ad.3 Menggunakan norma penghitungan dalam menentukan besarnya 

penghasilan netto; 

Perhitungan pendapatan bruto wajib pajak hanya dlketahui oleh wajib 

pajak itu sendiri. Bilamana wajib pajak te!ah melampui batas minimal pendapatan 

(Rp. 600.000.000 untuk tahun 2007 kebawah, Rp. 1.800.000.000 untuk lahun 

2008 ke atas), maka wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan. Dalam 

praktiknya, meskipun telah melampaui omset batas minimal tersebut diatas, 

wajib pajak tetap menggunakan nonna penghitungan netto. Pendeteksian Jebih 

dini tentang besamya omset yang sebenamya menjadi ke!emahan Diljen Pajak, 

dan celah ini dlmanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pajak terutang. 

Contoh: 

A merupakan orang pribadi yang memproduksi makanan ringan dengan merek 

OK. A tidak mengerti akutansi sehingga tidak ada pembukuan, A hanya 

menghitung pandapatan kotor per han dan diakumulasikan dalam penghttungan 

pendapatan selama satu bulan. Pengitungan berianjut hingga tercapai 

pendapatan bruto selama satu tahun. Dalam melaporkan SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadinya, walaupun omsetnya telah melampaui bates minimal, A 

menggunakan nonna penghitungan netto dimana biaya yang dikeluarkan A tidak 

dicatat dan diperhitungkan. 

Ad.4 Malakukan panyusutan aktiva yang tidak tardaftar atas nama wajib pajak; 

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan melakukan 

penyusulan atas aktiva yang terlampir dalam daftar aktiva. Namun seringkali 

dalam pengecekan dol<umen secara fisik, bukti kepemillkan hak atas aktiva 

tersebut masih terdaftar atas nama pribadi bukan alas nama perusahaan. Aset 

pribadi tersebut tidak dimasukkan atau dikompansasikan dalam bentuk 

penyertaan saham ke dalam perusahaan. 

Contoh: 

CV Besar merupakan pamegang merek x dan berusaha dibidang manifaklur. A 

sebegai diraklur mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang dipakai sebagai 

tempat usaha CV Besar. Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badannya, CV 

Besar mencatatkan tanah dan bangunan millk A sebagai aset CV dan dilakukan 

penyusutan. 
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Ad,5 Penggunaan rekening pribadi dalam sarana administrasi, 

Perusahaan dalam menjalankan keglatan transaksi perdagangan melalul 

perbankan kerapkali menggunakan rekening pengurus perusahaan sebagai 

rekening antara untuk menerima hasil penjua!an produk atau membeli bahan 

baku. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan bukan keteraturan. Dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku, pengaturan larangan dan sanksi atas 

penggunaan rekening pribadi untuk kepentingan perusahaan berbentuk badan 

usaha belum diatur ketentuannya. Hal ini merupakan celah bagi perusahaan 

dalam melakukan perencanaan pajak. 

Contoh: 

PT X merupakan pemegang merek x dengan produk jam dinding. A merupakan 

Direktur Utama PT X dimana kegiatan usahanya dllakukan secara "one man 

show" dimana A mengatur PT X secara otoriter. Walaupun telah mempunyai 

rekening atas nama perusahaan, semua hasil penjuaran atas produk dimasukkan 

ke dalam rekening A 

Ad.6 Melakukan ekspor dengan menggunakan jasa ekspedisi; 

Strategi inl dllakukan oleh perusahaan yang tidak mempunyai identitas 

angka pengenal ekspor yang dlkeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan 

lndustri sebagai syarat administratif untuk melakukan pengiriman barang ke !uar 

negert atau luar daerah pebean. Langkah lnl tidak dapat terdeteksi secara slstam 

oleh Diijen Pajak dan belum ada ketentuan peraturan perpajakan yang mengatur 

secara spesifik tentang pengilitnan barang ke luar negeri melalui jasa ekspedisi. 

Celah ini dimanfaatka:n perusahaan untuk. mempermudah proses pengiriman 

produknya untuk ekspor melalui jasa ekspedisi. 

Contoh: 

PT ABG merupakan pemegang merak Z dengan produk sepatu di Tangerang 

dan belum mempunyai Angka Pengenal Ekspor yang dlkeluarkan oleh 

Departemen Perdagangan dan lndustri. PT ABG mendapet pesanan dari 

Belanda dan Amerika, dan kemudian PT ABG melakukan penglriman barang 

dilakukan melalui jasa ekspedisi. 
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Ad.7 Tempat pelaksanaan pembukuan dilakukan berbeda dengan tempat 

kesiatan usaha danlatau domisili perusahaan; 

Strategi inl pada umumnya dilakukan perusahaan dengan alasan untuk 

memudahkan pengawasan administrasi sehingga dapat meminlmal!slr 

kebocoran pengeluaran administrasi perusahaan, Pada prinsipnya pembukuan 

yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan dimana kagiatan usaha tersebut 

dilakukan. namun sanksi terhadap pelanggaran ini belum diatur secara jelas 

dalam ketentuan perpajakan. Hal ini menjadi celah bagi perusahaan untuk 

me!akukan perencanaan pajak dengan tingkat t1dak terdeteksi yang cukup tinggi 

dan menguntungkan bagi perusahaan. 

Contoh: 

PT XYZ merupakan pemegang merek XY dengan produk benang di Tangerang. 

Dilokasi usaha. PT XYZ tidak. menyelenggarakan administrasi pembuk.uan, 

Pembukuan dllakul<an di jakarta dimana ABS bertempat tinggal, yang menjabat 

Direktur Utama dan pemegang saham PT '!NZ, dengan alasan untuk 

memudahkan pengawasan dan eftsiensi. 

Sedangkan Beberapa tindakan manajemen perusahaan pemegang 

marek dalam melaksanakan tax evasion yang merupakan pelanggaran 

admin~rasi dan pidana yang dialur Undang-Undang No. 6 tahun 1987 tentang 

Ketentuan Umum dan Tala Cara Perpajal<an yang diubah terakhir dengan 

Undang-Undang No.261ahun 2007, antara lain: 

1. Pengalihan omset penjualan dengan dua bentuk subyek pajak yang 

bersama~sama melak.ukan kegiatan usaha dengan merek dan produk 

yang sejenis: 

2. Pemegang Merek tidak mendallarl<an dirt sebagai wajib pajak danlatau 

pengusaha kana pajak di Kantor pelayanan pajak; 

3. Pemegang Marek telah dikukuhkan sebagal pengusaha kena pajak 

namun tidak memungut PPN dan membuat faktur pajak; 

4. Pembebanan gaji pegawai secara berganda atau rekayasa; 

5. Melaporkan omset perusahaan yang tidak seharusnya atau rekayasa 

6. memungut pajak darl pfhak keliga namun tidak melaporkan atau 

membayar pajak yang terutang ke kas negara. 
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Ad.1 Pengalihan omset penjualan dengan dua bentuk subyek pajak yang 

bersama-sama me!akukao kegiatan usaha dengan merek dan produk 

yang sejenis; 

Pengalihan omset merupakan salah satu bentuk pelanggaran pajak yang 

mengakibatkan rendahnya pajak yang dibayar oleh salah satu perusahaan. 

Suatu penghasi!an wajib pajak didasarkan pada pendapatan alau penjualan 

barang yang diproduksi dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. 

Penga!ihan produk yang sejenis dari satu wajib pajak kepada wajlb pajak lainnya 

merupakan penyerahan barang kena pajak sehingga penjualan yang diterlma 

wajib pajak lain dapat dianggap sebagai penghasilan wajib pajak. 

Contoh: 

A dan PT TST melakukan produksi tahu dengan merek yang sama dengan lokasi 

kegiatan usaha berbeda. A menertma pesanan 10.000 tahu, namun kemampuan 

produksinya hanya 6.000 tahu. A sebagai direktur PT TST memerintahkan 

pegawainya untuk mengalihkan produksi tahunya sebesar 4.000 tahu ke A 

Pengalihan tahu dari PT TST ke A tidak tercatat sebagai penjualan, namun biaya 

produksi dimasukkan sebagai biaya PT TST" A mencatal penjualan sebesar 

1Q.QOQ tahu. A melakukan pengalihan omset perusahaan dan PT TST ke A 

untuk mencegah terjadinya rugi dalam SPT Tahunan masing"'f11asing sehingga 

menyebabkan adanya suatu pemeriksaan pajak. 

Ad.2 Pemegang Marek Udak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan/atau 

pengusaha kena pajak di Kantor pelayanan pajak. 

Perusahaan Ieiah memperoleh NPWP dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan, namun Perusahaan lidak mendaftarkan diri unluk dikukuhkan 

sebagai pengusaha kana pajak walaupun barang yang diprodukslnya adalah 

barang kena pajak sesuai ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1 983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai yang diubah lerakhir dengan Undang-undang No, 18 

tahun 2000 junclo Pemturan Pemerintah No.144 tahun 2000 tentang janis 

barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 

Contoh: 

CV ASI merupakan pemegang merek DO untuk produk mainan anak-anak. 

Produk yang dihasilkan oleh CV ASI merupakan Barang Kena Pajak dalam UU 

I (II 
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PPN. CV ASI tidak mendaftarkan din sebagai PKP dan tidak mengenakan PPN 

atas penjualan produknya kepada konsumen. 

Ad.3 Perusahaan sebagai Pemegang Merek telah dikukuhkan sebagal 

pengusaha kena pajak namun tidak memungut PPN dan membuat faktur 

pajak; 

Perusahaan dalam kapasitasnya sebagai Pengusaha Kena Pajak 

d'1wajlbkan memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak yang 

dilakukannya serta menerbitkan faktur pajak sebagai alat bukti pemungutan PPN 

baik dalam bentuk faktur pajak standar atau sederhana sesuai dengan ketentuan 

perp.ajakan yang berlaku. PPN yang dipungut oleh Perusahaan dalam transaksi 

penjualan BKP merupakan kredit pajak bagi perusahaan lain, sedangkan PPN 

yang dibayar oleh Perusahaan dalam lransaksi pembeli dapat dijadikan kredit 

pajak oleh Perusahaan. 

Contoh: 

PT AST merupakan pemegang merek x untuk produk. properti dan merupakan 

Barang Kena Pajak dalam UU PPN. PT AST mendaftarkan diri sebagai PKP. PT 

AST tidak mengenakan PPN alas BKP danlalau membuat faktur pajak kepada 

konsumen dengan a!asan mengurangi daya saing produknya. 

Ad. 4 Pembebanan gaji pegawai secara barganda atau rekayasa; 

Langkah penghindaran pajak ini dilakukan oleh suatu perusahaan yang 

tergabung dalam bentuk konglomerasi dan mempunyai hubungan istimewa 

dangan perusahaan induk. Langkah ini merugikan pegawai dan menguntungkan 

perusahaan karena pegawat pada prakteknya hanya menerima penghasilan dari 

satu pemberi kerja, sedangkan perusahaan lain yang membiayakan gaji 

karyawan dapat meminimalislr pajak terutang. 

Contoh: 

PT TSK dan PT TST dalam SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan ke kantor 

pajak, masing -masing melakukan pembebanan gaji pegawai atas nama AR 

dengan nilai penghasllan yang berbeda dan membayar PPh terutang. PT TST 

dan PT TSK mempunyai hubungan istimewa karena dimiliki oleh pemegang 

saham yang sam a. • AR merupakan pegawai PT TST berdasark:an perjanjian 
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kerja. Pada praktiknya, AR hanya menerima penghasilan dan bukti potong PPh 

pasal 21 dan PT TST dan telah melaporkanoya ke Kantor Pajak. 

Ad.5 Melaporkan omset perusahaan yang Udak seharusnya atau rekayasa; 

Tindakan manajemen perusahaan berkaitan dengan pagsa pasar dari 

penjualan produk dan peluang terdeteksi penghindaran pajak oleh aparatur 

pajak. Da!am melaksanakan perencanaan ini, perusahaan didukung oleh sistem 

komputerisasi modem yang mengakomodir slstem manajemen perusahaan. 

Contoh: 

PT BCG merupakan pemegang merek BCG untuk produk elektronik. PT BCG 

melakukan penjualan di pasar modern dengan menggunakan faktur pajak 

standar, dan pasar tradtsional dengan menggunakan faktur pajak sederhana. PT 

BCG melaporl<an omset penjualan dalam SPT Tahunan den SPT Masa PPN 

didasarkan pada penjualan dengan faktur pajak standar. Penjualan dengan 

faktur sederhana tidak diakumulasikan sebagai om set dalam SPT T ahunan. 

Ad.6 memungut pejak dari pihak ketiga namun tidak melaporkan atau 

membayar pajak yang terutang ke kas negara. 

Langkah yang dllakukan perusahaan berkaitan dengan kurangnya modal 

pembiayaan produksi, dimana biaya yang dianggarl<an Udak tercukupl untuk 

menutup kekurangan dalarn pembiayaan produksi perusahaan. Perusahaan 

tidak berpikir penjang atas efek yang akan ditlmbulkan di kemudian hari yang 

dapat mempersingkat kebertansungan usaha perusahaan. Pajak yang Ieiah 

dipungut tidak dllaporl<an dan dibayar sebagaimana seharusnya, tetapi dipakai 

sebagai penghasilan untuk membiayai pengeluaran Perusahaan. 

Contoh: 

PT X merupakan pemegang merek dengan produk jasa outsourcing. PT X 

mempunyai konsumen yang merupakan cabang suatu BUMN dan memungut 

pajak sesuai dengan ketentuan. Alas pemungutan pajak tersebut, Cabang 

BUMN tersebut Ielah mencatalkannya sebagal biaya sehingga tidak dikredill<an 

sebagai kredit pajak pada kantor pusat BUMN. PT X tidak membayar pajak yang 

dlpungut dan melaporkan ke KPP sesuai dangan ketentuan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 
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4.2 Analisis Kesesuaian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Yang 

Oilakukan Perusahaan Sebagai Pemegang Merek 

Dalam sistem official assessment, besarnya kewajiban Wajib Pajak 

ditentukan sepenuhnya oleh fiskus. Sebaliknya dalam sistem self assessment 

Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghilung, memperhitungkan sendiri 

pajak yang tetutang dan kemudian melunasinya melaporkanoya kepada Kantor 

Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Sehingga perubahan sistem pemungutan 

pajak meletakkan peran serta masyarakat Wajib Pajak menjadi sangat penting 

dan penentu di dalam rnenopang pembiayaan pembangunan dan jatannya 

pemerintahan melalui pembayaran paJak. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ferdlnan Siralt, kepada Seksl 

Pengawasan dan Konsultasi U1 di KPP Pratama Kosambi : 

"Dalam sistem self assesment dalam adrninisitrasi pajak di 
Indonesia, Pelaporan pajak oleh wajib pajak dalam sural 
pemberitahuan masa dan tahunan dianggap benar kec:uali ada 
data lain yang membukllkan seballknya. Kebenaran lersebut 
melipu~ kebenaran formil yaknl sesual dengan kelenluan 
peraluran perpajakan yang barlaku, dan kebenaran materill 
yakni isi dalam pelaporannya tersebut telah sesuai dengan 
subslansn. Aperatur Pajak bertugas sebagal pengawas. 
Bllamana ada hal yang Hdak sesual dengan ketentuan, aparatur 
bartugas untuk meluruskan dan menghlmbau wajlb pajak untuk 
lunduk dan patuh pada ketentuan peraturan yang beriaku".94 

Dari hasil wawancara di atas terlihat sistem self assesment telah 

dljalankan dangan seper]uhnya oleh Dlljen Pajak dlmana adanya kepercayaan 

atas palaporan wajlb pajak dalam hltung, menghllung dan memparhilungkan 

pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Kewajlban perpajaken yang dllaporkan oleh Wajlb Pajak dl dalam Sural 

Pemberitahuan dlanggap banar dan Ieiah patuh pada ketentuan peraluran 

perpajakan yang berlaku, kecuall apablla terdapat data atau informasl dari plhak 

lalnnya yang dapat membuktlkan bahwa data dan informasi mengenai kewajiban 

*wawancara dengan Ferdinan Sirait, seorang Kepala Seksi Pengawasan dan KonsultaSi 
Ill di KPP Pratama Kosambt, dan membawahi tlga Account RepresentatiVe, dt KPP Pratama 
Kosambi. tanggal4 Desemb:er 2008, jam 15.00WIB 
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perpajakan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberltahuan isinya 

lidak benar. 

Dalam lmplementasi pemenuhan kewajiban perpajakannya, Perusahaan 

sebagai pemegang merek suatu produk dalam kapasitasnya sebagai wajlb pajak 

harus melaporkan sega!a informasi yang re!evan dalam surat pemberltahuannya 

mulai dari struktur organisasinya, transaksi penjua!an dan pembel!annya, 

menghitong dasar pengenaan pajaknya, menghitung jumlah pajak yang terutang 

sampai melunasi pajak terutang tersebut. !nformasi yang dJberikan tersebut 

kemudian dianalisa secara formal dan substantif oleh Account Representative 

{"AR")" unluk mengetahui ada atau lidaknya ketidakpatuhan sehingga 

menyebabkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum dilaporkan dan 

sanksi admlnistrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

ber1aku. 

Dalam observasi terhadap penggalian polensi perpajakan di Kantor 

Pelayanan Pajak, diketahui bahwa data atau infonnasi lain yang digunakan 

sabagai data pembanding AR dalam menenlukan sesuai atau tidaknya 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemegang 

Merek dapat diperoleh melalui : 

1. Data Internal, yakni data yang tarsaji dalam sistem infonnasl parpajakan 

internal D~jen Pajak yang melipuH perekaman data-data wajib pajak 

yang terdiri alas : 

a. Data faktur pajak yang lerdiri alas Pajak Keluaran yang 

menginfonnasikan kesesuaian lransaksi penjualan produk wajlb 

pajak yang PPNnya Ieiah dikreditkan oleh lawan transaksi sebagai 

pajak masukan, dan Pajak Masukan yang menginfonnasikan 

kesesualan transaksi pembelian bahan baku yang PPNnya 

dilaporkan oleh Iowan lransaksi sebagai pajak keluaran. 

b. Data bukli potong atau pungul (PPh Pasal22, PPh Pasal23 dan 

PPh Pasal 4 ayat 2) yang dilaporkan dan dibayarkan oleh lawan 

transaksi yang kemudian direkam oleh KPP dimana lawan 

ssAccount Representative adalah pe!aksana dl lingkungan KPP yang ddunjuk dan 
diangKat o!eh Ditjen Pajak sebag:al pemblmbing dan pengawas pemenuhan hak dan kewajiban 
perpajakan wajlb pajak. Berdasarkan Standar Operasfonal Prosedur KPP Modem yang terurai 
dalam Kep Dirjen Pajak No" 14/PJ/2008 langgal 13 Maret 2008 tentang Slandar Prosedur Operasi 
Oi(eklorat Jenderal Pajak 
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transaksi terdaftar yang menginformasikan kesesualan ada atau 

tidaknya pajak yang dikreditkan; 

c. AJat Keterangan dari KPP diluar dimana perusahaan terdaftar 

yang menginformasikan adanya lransaksi atau data dari 

perusahaan yang memenuhi unsur adanya potensi perpajakan 

perusahaan. 

2. Data eksternal yakni data yang tersaji diluar sistem infonnasi perpajakan 

Ditjen pajak yang dapat terdiri atas: 

a. Data instansi atau lembaga pemerintahan lain; 

Suatu perusahaan dalam menja!ankan manajemen dapat 

bertlndak secara sah dan mengikat bilamana perusahaan tersebut 

telah memenuhi syarat dan prosedur perijinan yang ada dl 

Indonesia. Data yang mencakup pelijinan suatu perusahaan di 

suatu instansl atau lembaga pemerintah (Kantor Merek dalam hal 

reglstrasi merek yang dlgunakan, Bea Cukal dalam hal tlndakan 

impor dan ekspor, Departemen Perdagangan dalam hal registrasi 

wajlb daftar perusahaan dalam keglatan perdagangan, dan 

Departemen Kesehatan dalam hal jaminan bahwa produk yang 

dlprodukai tidak meyebabkan efek samping) pada umumnya 

terkodffikasi dengan baik sehingga memudehkan penelusuran den 

pencalian data. Data yang tersaji dalam master file lembaga atau 

instansl pemerlntah dapat dljadikan data pambandlng yang 

mempunyai va!iditas yang tinggi karena adanya unsur 

kepentingan . perusahaan pada lembaga atau instansl 

pemerlntahan yang bersangkutan. 

b. Promosl Suatu Produk; 

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan konsumen 

tentang suatu produk. perusahaan dan/atau bauran 

pemasarannya. Dalam promosi suatu produk (brosur, pamflet. 

iklan media massa), AR dapat memperoleh data formal yang 

mencakup: 
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1 ). Kesesuaian ldentitas subyek pajak yang dlgunakan oleh 

pemegang merek, yang dapat berupa orang pribadi 

(perusahaan perorangan), atau badan usaha {Firma, CV, 

Yayasan, Perseroan Terbatas): 

2). Kesesuaian tempat tinggal atau domisili usaha 

perusahaan meliputi alamat, nomor telepon yang blsa 

dihubungi atau nomor kode pos sebagai idenlitas wilayah 

(kelurahan) dimana perusahan berdomisai; 

3). Klasifikasi produk yang menggunakan merek, 

b. Media Komunikasi (Koran, Majalah, Televisi, Internet, dsb) 

Pada umumnya Perusahaan yang menggunakan merek pada 

produknya menggunakan berbagai cara untuk mempublikasikan 

produk sehingga produk tersebut diketahui, dikenal dan menjadi 

acuan konsumen untuk mengkonsumsi produk. Melalui media 

komunikasi, Perusahaan blsa berhubungan dengan konsumen 

dan pangsa pasar yang menjadi target pemasaran suatu produk. 

Salah satunya media internet merupakan wadah atau sanana bagi 

pengenalan produk secara efektif, murah dan tepat mengenai 

segmentasi dan klasifikasi pemasaran alas produk yang telah 

ditetap- oleh Perusahaan. 

Dalam media komunikasi te,.ebut, AR dapat memperoleh data 

Perusahaan yang mencakup omset panjualan (b!sa tahun berjalan 

atau tahun sebelumnya), harga jual suatu produk, segmentasi 

pasar sebagal target penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, 

dan data penanggung pajak perusahaan. 

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad, Account Representative dl KPP 

Pralama Kosambi : 

" .•.. Data atau infonnasi yang didapatkan oleh AR yang 
berbeda dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak, 
dapat berupa data baru dan data yang belum terungkap. 
Data baru, adalah data atau keterangan mengenai segala 
sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besamya jumlah 
pajak yang lerhulang yang oleh Wajib Pajak belum 
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diberilahukan kepada aparat pajak pada waktu penetapan 
semula, balk dalam SPT dan lampiran-lamplrannya maupun 
dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu 
pemeriksaan. Sedangkan yang dlmaksud dengan dala yang 
semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain 
mengenal segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung 
besarnya jumlah pajak yang terhutang, yang : 
a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat 

Pemberilahuan (SPT) beserta lampirannya (termasuk 
Laporan Keuangan), dan atau 

b. pada waktu penelltian atau pemeriksaan untuk 
penelapan semula Wajib Pajak Udak mengungkapkan 
data dan atau memberikan keterangan lain secara 
benar, lengkap dan terinci sehingga memungkinkan 
aparat pajak dapat menerapkan ketentuan perundang~ 
undangan dengan benar dalam menghitung jumlah 
pajak yang terhutang. 

c. walaupun Wajib Pajak tetah memberitahukan dalam 
SPT atau mengungkapkan pada waktu 
penelitianlpemeriksaan, akan teta.pi apabila 
memberitahukannya/mengungkap-kannya dengan cara 
sedemikian rupa sehingga membuat aparat pajak tidak 
mungkin menghilung besamya jumlah pajak yang 
terhutang secara benar sehingga jumlah pajak yang 
terllutang ditetapkan kurang dan yang seharusnya, 
maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang 
semula belum terungkap". 96 

Dart hasH wawancara di atas terungkap sarana pendeteksian 

ketidaksesuaian pelaporan yang dllakukan Perusahaan adalah berupa data baru 

dan/atau data yang belum terungkap yang dldapat dlperbandingkan dengan data 

yang Ieiah dilaporkan Perusahaan. Pada praktiknya, ketldaksesuaian leblh 

banyak terjadi karena perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dan 

kesalahan pengenaan tanf pajak untuk pemotongan dan pemungutan pajak oleh 

pihak plhak ketiga dalam suatu transaksl dengan Perusahaan. 

Kemudian setelah dilakukan observasl data yang mempar11hatkan 

ketidaksesualan pelaporan pajak, AR dapat menllal ketidaksesuaian pelaporan 

yang dllakukan oleh Perusahaan dengan dasar perbandingan data atau 

informasi fain tersebut disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan 

96wawancara dengan Taufik Ahmad, AtXOunt Reperenlalive Waskon Ul di KPP Pratama 
Kosambi, yang wllayah pengawasannya adalah kawasan industrl Kosambl Tangerang yang banyak 
kenai sebagai sentra produkSI di Kabupaten Tangerang, dimana praduk yang dihasilkan wajib 
pajaknya lelah menggunakao merek lerdaftar. dilakukan pada tenggal 4 Desember 2008 jam 15.30 
WIB 
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perusahaan. Kelalaian atau kesengajaan yang perusahaan mempunyai 

konsekuensi hukum yang berbeda.dalam peraturan perpajakan yang beriaku. 

Adanya suatu uosur ke!alaian/kealpaan dalam suatu tindakan yang bersifat 

pelanggaran perpajakan. Sedangkan adanya unsur kesengajaan dalam suatu 

tindakan yang bersifat kejahatan atau tindak pidana perpajakan, 

1. kealpaan/Kelalaian; 

Kealpaan/ kelalaian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang 

dilakukan dengan keftdaksengajaan dan tanpa ada niat untuk mefakukan 

atau tldak melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan 

perundang-undangan. Beroasarl<an data-<lata yang dikemukakan oleh 

Perusahaan dalam tanggapan atas himbauan AR sehubungan 

ketidaksesuaian pelapomn dengan data lain, diketahui bahwa pada 

umumnya Kelalaian yang dilakukan oleh Perusahaan dalam melaksanakan 

kewajiban dapat disebabk.an oleh: 

a. Ketidaktahuan (ignorance) yaibJ wajib pajak fidak sadar atau tidak 

tahu akan adanya ketenruan poraruran perundang-undangan yang 

berlaku; HaJ ini te~adi karena pada umumnya manajemen 

Perusahaan dijalankan oleh administrator yang tidak mempunyai 

latar belakang ilmu perpajakan hingga muncul ketidaktahuan 

peraturan perpajakan alas dijalankan sua!JJ kegiatan useha oleh 

Perusahaan 

b. kesalahan (error) yaibJ wajib pajak peham dan mengerti mengenai 

ketentuan peraturan perundang-undangan tatapi salah hirung; hal inl 

lebih disebabkan pada unsur human error (kesalahan manusiawi) 

dalam memperhi!ungkan pajak terutang. 

c. kesalahpehaman yaitu wajib pajak selah menafsirkan ketentuan 

poraturan perundang-undangan perpajakan; Hal ini disebebkan 

karena tingkal pendidikan administrator dalam manajemen 

Perusehaan. Prinsip kehati-hatian dan penelitian berulang terhadap 

maksud dan intisari suatu peraturan perpajakan lebih diutamakan. 

d. kealpaan (negligence) yaitu wajib pejak alpa untuk menyimpan buku 

beserta bukti-bukllnya secara lengkap. Hal ini lebih bertumpu pada 

unsur ketidaksadaran perusahaan akan pentingnya pencatatan 
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sebagal dasar bukti suatu transaksl yang dilakukan biramana tidak 

ditemukan fdentifikasi suatu transaksL 

2. Kesengajaan; 

Suatu kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak 

melakukan lindakao-tindakan seperti yang dilarang alau diharuskan 

dalam undang-undang, Dalam praktiknya, menurut Suryadidjaja, sengaja 

atau lidaknya suatu perbuatan Perusahaan dalam melakukan pldana 

perpajakan harus dldasarkan data buktl permulaan yang kuat, 

sebagaimana pendapatnya sebagai be<ikut: 

'"Bukan!ah hal yang mudah membuktikan sengaja atau 
tldaknya wajib pajak dalam melakulcan pldana perpajakan. 
Prinsip Kehati~hatian dan asas praduga tak bersalah 
harusnya diutamakan sehingga tidak menimbulkan kootra 
prestasi bagi aparatur pajak. Data bukti permulaan yang 
cukup menjadi syarat minimal untuk membuktlkan unsur 
sengaja ".91 

Apabila Perusahaan sebagai wajib pajak dalam sural pemberitahuannya 

melaporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku, pasti akan dikenakan sanksi perpajakan yakni sanksi adminitrasi, 

sanksi pidana atau sanksi adminitrasi dan pidana . 

1. Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi 

ketenluan peraturan perpajakan atau melakukan palanggaran terhadap aturan 

pajak yang berlaku. Sankai administrasi berupa pembayaran kerugian kepada 

negara khususnya yang barupa bunga dan kenaikan dan pajak yang terutang, 

sanksi admlnlstrasi ada 3 macatn yaitu: 

a. Sanksi berupa bunga ( Pasal8 ayat (2), Pasal9 ayat (2a), Pasal 13 ayat 

(2), Pasal, 13 ayat (3), pasal14 ayat (3), dan pasal19 ayat (3) KUP) 

Sanks! administrasi da!am pelanggaran berupa pembebanan bunga 

ditatapkan sebesar 2%. 

97Wawancara dengan Dwi Akhmad Suryadidjaya, Sopetvlsor Fungsional Pemeriksa di 
KPP Pratama Serpong dan telah dilantik sabagai Pejabat Pel'lyld!k Pegawai NegOO Sipil di 
Lingkungan Ditjan Pajak khususnya wilayah KantorWilayah DJP Banten, dilakukan pada tanggal3 
Oesember 2008 Jam 9.00 WIB 
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b. Sanksi berupa denda administrasi (Pasal 7 ayat (1), Pasal8 ayat (3), dan 

Pasal14 ayat (4) KUP) 

Denda administrasi yang ditetapkan kepada wajib pajak berupa 

pembayaran sejumlah uang, besarnya tergantung alas pelanggaran yang 

dilakukan (sesual kefatalan akan kesalahan yang diperbuat oleh waj!b 

pajak). Siasanya besarnya telah ditentukan oleh petugas pemungut 

pajak. 

c. Sanksi barupa kenaikan 50% dan 100% {Pasal 8 ayat (5), Pasal 13 (3), 

dan pasal15 ayal (2) KUP). 

Kenaikan ini dibebankan dengan penambahan pembayaran dan 

pajak sebenamya, penambahannya dalam bentuk prosentase dari pokok 

pajak yang harus dibayar dan besamya tergantung pelanggaran yang 

dilakukan sesuai dengan aturan yang beriaku. 

2. Sanksi Pidana (Pasal38 sampai dengan Pasal43 KUP). 

Menurut undang-undang perpajakan sanksi pidana dibagi menjadi liga 

yailu denda pldana, pidana kurungan, pldana penjara. Sanks! pldana dapat 

dlkenakan kepada wajib pajak, pejabat pajak dan pihak ketlga. Adapun rincian 

dari sanksi pidana adalah sebagai berikut:: 

a. Denda Pidana 

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya 

dlancamldikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan 

peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selaln dlkenakan 

kepada wejib pajak 

Denda pldana dikenakan kepada lindak pidana yang bers~al palanggaran 

maupun bersifat kejahatan. 

b. Pidana Kurungan 

Pidana kurungan hanya dlancamkan kepada tlndak pldana yang bersifat 

palanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. 

Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, 

Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana 

maka masa!ahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana seklan itu 

diganti pidana kurungan selama-lamanya sekian. 
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c. Pidana Penjara 

Pidana penjara sepertr halnya pidana kurungan, merupakan 

hukuman pemmpasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan 

terhadap kejahatan, ancaman pidana penjara tidak ada yang 

dltujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pihak pejabat dan 

kepada wajib pajak 

Dalam penerapan sanksi perpajakan. menurut Suryadidjaya kebljakan 

penggunaan sanksi pidana dalam sistem perpajakan hanya dirumuskan sebagai 

upaya akhir (U/limum Remidium), bukan sebagai hal yang utama (Premium 

Remidium}, sebagaimana pendapatnya sebagai berikut: 

~Dalam sistem administrasi modern di lingkungan Ditjen Pajak, 
Unsur penerimaan negara dati pembayaran pajak yang terutang 
dan belum dibayar oleh wajib pajak lebih diutamakan daripada 
pemldanaan seorang wajib pajak atau penanggung pajak 
bllamana terbukti parencanaan pajak yang dilakukannya 
bertenta~an dengan ketantuan peraluran perpa]akan yang 
berlaku. 

Dari hasll wawancara di alas dapat diartikan bahwa upaya pemidanaan 

lerhadap para pelaku kejahatan dibidang perpa]akan bukanlah hal utama. 

Pemidanaan baru dilakukan bila upaya-upeya (sanksl) adminislrasi Ieiah tidak 

mampu mengatasl masalah perpajakan meskipun seoara umum hukum bertaku 

bagi semua orang yang lunduk peda kekuasaan undang-undang. 

4.3 Analisis Langkah Dit]en Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan dari 

Sektor Penggunaan Merek di Indonesia. 

Dalam sislem self assesmenl, fungsi pemerintah cq departamen 

keuangan cq Dlljen pajak adalah memfasilitasi agar sistam dapat ba~alan 

dengan balk. Fasilltas yang dlberikan oleh Diijen Pajak dengan memberikan 

penyuluhan perpajakan (tax dissessmination), pelayanan perpa]akan {tax 

services) dan pengawasan perpajakan (law enforcement). 

Penyu!uhan perpajakan bertujuan menyebarkan infonnasi mengenai 

ketentuan perpajakan sehingga Wajlb Pajak dapat memahami dan mampu 

'<!!bid. 
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memenuhi kewajibannya di perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sedangkan pelayanan perpajakan dimaksudkan untuk memberikan 

kenyamanan, keamanan dan kepastian bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan 

kewajiban dan haknya di bidang perpajakan, Peran lainnya adalah fungsi 

pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Fungsi ini menjadi sangat panting 

karena dalam sistem self assessment Wajib Pajak diberikan kebebasan yang 

seluas~luasnya di dalam menghltung besarnya pajak yang terutang yang menjadi 

kewajibannya. 

Oalam rangka meningkatkan pengawasan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan penggalian potensi pajak dalam penggunaan merek oleh 

Perusahaan sebagai wajib pajak di Indonesia, Diijen Pajak telah melakukan 

langkah-langkaM sebagai berikut adalah, 

1. melakukan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan, yang meliputi : 

a. Melakukan amandemen undang-undang perpajakan dan menyempumakan 

peraturan perpajakan dibawahnya; 

Undang-Undang Perpajakan yang Ieiah diamandemen adalah 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Undang-Undang 

No.27 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1983 tentang Katentuan Umum dan Tala Cera Perpajakan, dan 

Pajak Penghasilan melalul Undang-Undang No.38 tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan. 

Dalam amandemen penatutan perpajakan, manurut Sanloso 

pemerintah telah memberikan fasilitas kemudahan untuk perusahaan kecil 

dan menengah dalam melakukan pemenuhan kewajiben perpajakannya, 

sebagaimana pendapatnya sebagai berikut 

"ada baberapa fasilitas perpajakan yang diberikan olah Dltjen 
Pajak bag! Parusaahaan kecll dan manengah dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan diantaranya adalah 
ditlngkatkannya betas mlniimal untuk menggunakan norma 
pengh~ungan untuk orang pribadi, pernbebasan fiakal luar 
negeri dan untuk wajib pajak badan adanya Penguran,2an 
tariff sebesar 50 % dalam ketentuan pasal 31 e UU PPh." 

~awancara dengan Wahyu Santoso, Kcpala Seksi Pera!uran Perpajakan bldang Pajak 
Penghasilan di Subdlt Peraturan Perpajakan Kanlor Pusat Dl1jen: Pajak Jl. Jendral Ga!ot Subroto 
Kav.2-4 Jakarta, di kantor pusat Oitjen Pajak ta.nggal4 Desember 2008, jam 15.00 WlB 
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Dari hasil wawancara diketahui adanya fasilitas perpajakan yang 

diberikan pemerintah bagi petusahaan kecil dan menengah dengan 

uralan sebagai befikut 

1 ). Pemngkatan besarnya peredaran bruto bagi wajib pajak otang 

pribadi yang boleh menghitung penghasi1an netto dengan 

menggunakan norma penghitungan penghasilan netto dari semula 

kurang dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) menjadi 

Rp.1 ,800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). 

Fasilitas ini diberikan untuk mempermudah orang prlbadi 

menghitung pajak terutang dengan menggunakan prinsip 

pencatatan atas penghasilan bruto selama satu tahun pajak tanpa 

memperinci biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh 

penghasilan tersebul 

Dalam praktiknya, menurut Petmana, suatu pancatatan 

omset kotor lebih mudah dibual dan tak membuat pusing wajib 

pajak, karena adanya suatu pembukuan yang dilakukan oleh orang 

pribadi harus sesuai dengan prinsip akuntansi dan perpajakan. Hal 

ini teni\Jnya akan monjadi resiko tersendiri bagi wajib pajak bilamana 

tei]adi kesalahan penghitungan dan penerapan prinsip-prinsip 

akuntansi, sobagai pandapalanya sebagai bertkut : 

"Saya sebagai pangusaha menilai bahwa pencatatan 
dart pandapalan kotor par bulan lebih mudah unluk 
menghilung pajak dengan monggunakan nonna 
ponghiltlngan nella, dalipada sislem pembukuan yang 
harus sesuai dengan prinsip.-prfnsip akuntasl. Saya 
t.idak mengerti-· akuntansi, maka akan menjadi resiko 
besar d! kemudian hari bi!a saya salah menerapkan 
sistem pembukuan. Bagi saya, s~makin mudah saya 
menghltung pajak yang harus dibayar, maka semakin 
tenang saya menjalankan kegiatan usaha."100 

Berdasari<an hasil wawancara tersebut dapat dislmpulkan bahwa 

orang pribadi yang momperhltungkan penghasilan kena pajak lebih 

memilih norma penghitungan netto dengan pancatatan daripada 

1~awancara dengan Yudhi Permana, wajlb pajak orang pribacli: yang memprodukSi 
Hamburget Marek AB didaerah Tangerang,. dl KPP Pratama Serpong , tanggal 3 Desember 2008, 
jam 08.30 WlB 
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pembukuan. Prinsip kemudahan, efisian dan keterbukaan 

merupakan pilihan bag! wajib pajak orang pribadi sehingga pajak 

tidak menjadi beban dan febih mudah untuk dijalankan. 

2}. Pengurangan tariff sebesar 50 % bagi wajib pajak usaha kecil dan 

menengah berbentuk wajib pajak badan yang diatur da!am 

ketentuan pasal 31 e UU PPh. Pengurangan tersebut dikenakan 

atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai 

dengan Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus )uta rupiah). 

Fasilitas fni merupakan insentif perpajakan yang dlmaksudkan 

untuk mendorong berkembangnya UKM yang pada kenyataannya 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di 

Indonesia. Pemberian insent~ juga diharapkan dapat mendorong 

kepatuhan Wajlb Pajak Baden dan UKM. Pembadaan tarif antara 

baden umum dan UKM dimaksudkan untuk Udak melangar dari 

asas keadilan dimana mereka yang abiUty to pay nya rendah 

mandapat beban pajak yang leblh kecil. 

3). Pembebasan fiskal luar negeri bagi wajlb pajak yang berangkat ke 

luar negeri. 

Fiskal bagi Pengurus Perusahaan merupaksn beban blaya yang 

harus ditanggung perusahaan walaupun dalam penghitungan pe)ak, 

fiskal dapat dijadikan kredlt pajak. Adanya pembabasan Iiska! 

merupakan suatu angin segar bagi wajib pajak untuk mengurangi 

biaya peljalanan dinas parusahan dalam berinteraksi dengan 

konsumen di luar negeri. 

Dalam prakUknya, menurut Hikmat, pembebasan fiske! 

merupakan kontrapreslasi atau penghargaan dart Pemerintah 

terhadap kewajlban yang Ieiah dilaksanakan wajib pajak balk yang 

dipungut perusahaan maupun dibayar wa)lb pajak orang pribadl 

yang melakukan kegiatan usaha, sebagaimana pendapatnya 

sebagai berikut : 
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~ Adanya pembebasan fiskal tentunya membantu 
memrnimalisasi pengeluaran terhadap perjalanan 
dinas dlreksL Pada praktiknya dahulu, keUka direksi ke 
luar negeri itu tidak sendiri melainkan bersama 
keluarga, namun fiskal yang dapat dikreditkan hanya 
fiskal d!reksi seorang. Menurut saya, sekarang 
pemerintah berusaha menghargai wajib pajak dengan 
memberikan kontraprestasi langsung sehingga 
investasi ke dalam maupun ekspor untuk pasar luar 
negeri bisa tumbuh berkembang"101 

Berdasarkan wawancara lersebut tampaknya adanya 

antuslsme dart wajib secara positif dalam adanya fasiltas 

pembebasan fiska~ ke luar negeri dimana fasilitas in! diberikan agar 

memudahkan Perusahaan untuk melakukan penetrasi ke luar dalam 

memasarkan produknya. Timbulnya semangat untuk usaha dan 

mencari pasar produk ke !uar negeri tentunya akan meningkatkan 

pertumbuhan omset perusahaan yang berimplikasi akan 

meningkatnya pajak yang akan dlbayar dl tahun yang akan datang. 

b. Penyempumaan sistem manajemen sumber daya manusia. 

Dlljen Pajak bertekad menyelenggarakan sistem adminitrasi 

perpa.jakan modem yang efektif, eflsien dan dipercaya serta dibanggakan 

masyerakat Tekad tersebut dibangun melalui penclllaan yang kuat bagi 

organisasi Olqen Pajak dan sumber daya manusia (aparatur pajak) 

dengan nllai-ni!ai organisasi yakni : 

1 ). lntegrltas: menjalankan tugas dan pake~aannya dengan selalui 

memegang teguh kode etik yang ada, berlindak jujur dan 

bertindak: konsisten; 

2). Profesiona!: memiliki kompetensi di bidang profesinya dan 

menjalankan tugas dan k:epercayaan sesuai kompetensi, 

kewenangan dan norrna-nonna yang berlaku; 

101Wawancara dengan Hik.mat, Kepala Bagian Admin!Sirasi PT Kl yang merupakan 
Produsen Coklat dengan Merek z di daerah tangerang. di 1\aWasan perkantoran di daerah 
tangerang tangga! 5 Oe&ember 200S jam 09.00 WIB. PT Kl membeli bahan baku impor dari !ua~ 
negeri. Sehingga Bebas Fisl<:al roorvpakan fasilitas pajak bagl perusahaanny.:L 
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3). lnovatif : memilikl pemikiran yang bersifat terobosan dan 

alternative pemecahan masalah yang kreatif dengan 

memperhatikan aturan yang ada. dan 

4). Team Work: memiliki kemampuan bekerjasama dengan orang fain 

serta membangun network daiam menunjang !ugas pekerjaannya. 

Dalam observasi dilapangan, aparatur pajak khususnya AR sebagai 

garda depan dalam pelayanan dalam s!stem adminlstrasi modem Diljen 

Pajak, kurang memahami maksud dan tujuan kebijakan perpajakan dari 

suatu peraturan perpajakan. Hambatan lni tampak jelas terjadi pada AR 

yang dahulunya pekerjaan berkecimpung daram menangani masa!ah Pajak 

Bumi Bangunan (PBB) dan belum memahaml sistem adminitrasi 

perpajakan di KPP. Dalam praktiknya, menurul Silail dan Ahmad. 

hambatan dalam pelayanan AR kapada wajib pajak bersm.t manuslawi dan 

temperer. Untuk meminimalisasl gap tersebuL Forum AR merupakan 

sarana teamwork AR di lingkungan KPP Pratama untuk dapat sallng 

berbagi, bertukar informasl dan saling mengisl kekurangan antara satu 

dengan lalnnya sehlngga menghasilkan output berupa kepuasan wajlb 

pajak dalam pelayanan yang diben1<an oleh AR, sebagalmana pendapatnya 

sebagai ben1<ut : 

"Suatu hal yang lumrah, dalam pengabungan dua slstem palayanan 
pajak yakni PBB dan KPP, ada masalah dalam interprestasi 
pemahaman peraturan parpajakan bagl AR yang berlatar belakang 
darl PBB. Namun hambatan bukanlah berarti mandeknya 
pelayanan. Forum AR dl KPP Pratama Kosambl merupakan satu 
wadah diskusl dan lnteraksl antar AR dalam penyelesaian dan 
konsullasi permasalahan wajlb pajak sehlngga menghasilkan 
pelayanan prima ".'02 

c Memperbaiki manajemen pemeriksaan pajak. 

Dalam sislem admini!Tasl modem. pemerlkaaan merupakan langkah 

admlnlstrasl yang bersm>t at least but not the last. Langkah lnl dilakukan 

Diljen Pajak bllamana dalam proses admlnitrasi perpajakan wajib pajak 

tidak bersifat kooperatif dan memberikan perlawanan pasif da!am rangka 

102Wawancara dengan Ferdinan Siralt dan Taufik Ahmad Kasle dan AR yang ber1ugas 
dalam pengawasan dan pernenuhan kewaj"tban perpajakan wajib pajak. cfllakukan d! KPP Pralama 
Kosambi pada tanggal 4 Desember Z008 jam 15.30 W!B 
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pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan memberikan suatu 

kepastian hukum lentang ada atau tidaknya suatu perencanaan pajak yang 

me!anggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Tindak lanjut dari hasil 

pemeriksaan adalah diterbitkan suatu ketetapan pajak danJatau penyidikan 

pajak bilamana ditemukan adanya penyelundupan pajak yang merupakan 

tindak pidana perpajakan. 

Dalam observasi di lapangan, penentuan diperlksa atau tidaknya 

wajib pajak melalui proses yang begitu komprehensif dimulal dari analisa 

AR dalam mapping profile wajlb pajak, patensi perpajakan yang ada serta 

efektivas dan efisiensi dalam pemungutan pajak terutang . Hal ini 

mengindlkasikan bahwa proses voluntary compliance oleh wajib pajak 

datam memenuhi kewajiban perpajakan leblh diutamakan dibandingkan 

dengan law enforcement melalui suatu pemeriksaan terhadap wajib pajak. 

Prinsip kemudahan dan keterbukaan dalam pelayanan kepada wajib pajak 

merupakan gerbang utama yang Ieiah dibuka oleh Ditjen Pajak yang 

bertujuan untuk menimbulkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam 

pelaporan pajak sehingga meningkatkan penerimaan negara. 

2. melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, 

Pengawasan pemenuhan perpajakan terdiri dan intensffikasi perpajakan 

yakni penggalian potensi pajak yang terdapat pada wajib pajak yang telah terdaftar, 

dan ekstensifikasi perpajakan yakni penggailan edanya su!Jyek pajak yang balum 

terdaftar sebagai wajib pajak Karena telah memenuhi syarat su!Jyel<tif dan obyel<tif 

untuk dilakukan pemungutan pajak atas subyek atau obyek pajak. 

a. Melakukan ekatensifikasi perpajakan. 

Ekstensifikasi yang dilakukan Diljen Pajak mencakup dalam skala 

makro dan mikro. Ekstensifikasl dalam skala mikro, Di1en Pajak menambah 

wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang 

memiliki obyak pajak untuk dikenakan pajak, namun belum lerdaftar dalam 

adminitrasinya. Sedangkan Ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam 

talaran kebijakan. Diljen Pajak mengenakan pajak atas subyek alaupun 

obyek pajak yang semula balum dikenakan pajak. lni dilakukan sejalan 

dengan perkembangan potensi ekonami baik melalui perkembangan 

teknologi, industri, perdagangan,informasi dan transportasL 
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Langkah ekstensikasi perpajakan yang dilakukan oleh Diljen Pajak antara 

lain: 

1 ). membentuk dan menyempurnakan bank data dan Single Identity 

Number (SIN): 

Mengenal pe!aksanaan manajemen data, Septiyono 

mengungkapkan bank dala dalam slstem informasi perpajakan 

dapat dilnput secara internal, oleh semua petugas pajak dan 

eksternal dari kantor pusat Dftjen Pajak, sebaga!mana pendapatnya 

sebagai berikut : 

·sank Data itu bisa bersifat internal yakni data yang diinput 
oleh petugas KPP berdasarl<an TUPOKSI masing-masing 
dan bersiTat ekstemal berdasarkan perekaman data dari luar 
berupa laporan notaris, alat keterangan kpp lain, dan 
lembaga-lembaga pemenntah yang dllakukan oleh kanior 
pusat Dlljen Pajak".103 

Berdasarl<an wawancara tersebut untuk dilakukannya 

kesempumaan suatu bank data didasarl<an pada input data dan 

irdamal kpp dan luar kpp. Pada praktiknya, bank dala dalam sistem 

informasi pajak dl lingkungan kpp merupakan date awal AR unlllk 

menghimbau subyek pajak yang belum terdaftar sebagal wajlb pajak 

dan obyek pajak yang belum dllaporkan oleh Perusahaan dalam 

palaporannya. 

2). menyempumakan prngrnm e-mapping dan smart mapping; 

Berdasarl<an wawancarn dengan Fadll, diuraikan kadua program 

tidak dapal ditumbuhkembangkan dalam slstem lnformasi pajak, 

sebagaimana pendapatnya sebegai berikut : 

"Pada awal 2005, &-mapping dan smart mapping merupakan 
program kerja di PBB untuk sinkronisasi dala antara Nomor 
Obyek Pajak (NOP) sebagal basis dala PBB dengan NP\NP 
sebagai identitas wajlb pajak. Oalam sistem adminlstrasi di 
KPP Pratama, kadua program balum dapat dijalankan dengan 
ideal karena terbatasnya dana operasional. Dahulu program 
kerja tersebut didukung oleh Pamda Dati I dan II, namun 

1ro Wawancara dengan Apil Septiyono, Operator Consul pada seksi dokumentasl dan 
Jnformasi KPP Partama Serpong, dilakukan di KPP Pratama Serpong, tangga! 3 Desember 2008 
jam 11.00 WIB. 
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sekarang belum ada titik teranpnya karena belum ada 
pengaturan dan aturan mainnya~. 10 

3). mengumpulkan dan memutakhirkan data untuk menjaring wajib 

pajak baru; 

Dalam praktek, langkah ini lebih ditujukan pada produk alat 

keterangan dari fungsional pemeriksa dalam memeriksa wajib pajak 

yang da!am transaksinya dengan konsumen atau pihak ketfga 

terdapat potensi pajak subyektif danlalau obyektif unluk digai lebih 

lanjut oleh AR sebagai sumber penerimaan pajak dimasa yang akan 

datang. 

Dalam observasi dllapangan diketahui ekstensifikasi dijalankan 

bilamana terdapat data yang mengindikaslkan kuat adanya subyek pajak 

atau obyek pajak yang telah memenuhi syarat subyekl~ dan obyektif unluk 

dilakukan pemungutan pajak. Prinsip efisiensl lebih diutamakan mengingat 

daya dukung sumber daya manusia terbatas dalam menangani 

eskstensifil<asi di lingkungan KPP Pratama. Hal ini te~ihat pada fokus 

pelayanan dan asistensl pemenuhan kewajiban perpajakan aperalur pajak 

dalam berhubungan dengan wajib pajak 

b. Melanjulkan lntensffikasi penarimaan pajak 

Dengan intensilikasi perpajakan, Diljen Pajak mencermati apakah 

wajlb pajak telah melaporkan saluruh obyek pajak yang ada padanya 

dengan jumlah yang sebanamya. Langkah yang dapet ditempuh dalam 

bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemerlkaaan dan bahkan 

penyidikan apabila terdapat lndlkasi adanya pelanggaran hukum. Langkah 

intensffikasl yang dilakukan oleh Diljen Pajak antara lain: 

1 ). menyempumakan sistem mapping wajib pajak; 

Mapping adalah pela fiskal yang dibuat oleh kantor/un~ ke~a di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak unluk memperoleh gambaran umum 

tentang potensi parpajakan di wilayah ke~anya yang dikelompokkan 

1"'"wawancara dengan M. Fadly, manlan staff ekstensifik.asi PBB dan sekarang menjabat 
sebagai Account Representative di Waskon Ill, di KPP Pratama Kosambi pada: tanggal 4 
Oesember 2008 fam 15.30 W!B 
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berdasarkan wi!ayah atau lokasi, subyek pajak, jenfs pajak. dan sektor/sub 

sektor usaha dan kategori lainnya sesuai kebutuhanikeunggulan yang 

terdapat pada masing-mas!ng kantor 1 unit kerja. Mapping bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran umum potensl perpajakan dan keunggulan fiskal 

pada masing-masing kantor/unit ke~a yang akan dlgunakan sebagai 

petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalian potensi penerimaan 

dan pengawasao. 

2}. melakuk.an hfmbauan terhadap wajib pajak.; 

Himbauan yang dilakukan AR pada umumnya didasarkan analisa­

analisa tentang adanya potensi pajak yang belurn dilaporl<an oleh 

Perusahaan , pengenaan tarif pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan 

undang-undang dan data yang signlfikan dari pihak ketiga. 

Berdasarl<an observasi dan penelitian terhadap ber1<as-bsr1<as himbauan 

AR dilingkungan KPP Pralama den Madya, Himbauan-himbauan yang 

dilakukan oleh AR mencakup 3 (tiga) hal yakni : 

a) himbauan untuk segera melakukan pembalulan Sura! 

Pembanlahuan dalam hal belum melampaui jangka waktu 2 (due) 

tahun sesudah berakhimya Mesa Pajak/Tahun Pajak yang 

bersangkulan dan sepanjang belum dilakukan tindakan 

pemerlksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

Undang-undang KUP. 

b) himbauan berdasarl<an kelentuan Pasal 8 ayat ( 4) Undang­

undang KUP untuk mengungkapkan dalam laporan tersendin 

tentang ketidakbenaran pengisian Sural Pemberitahuan yang 

telah dlsampaikan. 

c) hlmbauan berdasarl<an ketenluan Pasal 8 ayat (3) Undang­

undang KUP untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri 

tentang ketidakbanaran pengisian Sura! Pembaritahuan yang 

telah disampaikan. 

3). memberikan konseling kepada wajib pajak 

Konseling merupakan wadah bagi wajib pajak untuk mereview 

perencanaan pajak yang diJalankan sudah sesuai dengan ketentuan yang 
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berlaku. Pada prakfiknya, Ahmad menjelaskan urgensi konseling bagi wajib 

pajak sebagaimana pendapatnya sebagai berikut : 

~Konselling yang dllakukan AR kepada wajib pajak merupakan 
sarana urun rembug tentang pemenuhan kewajiban perpajakan oleh 
wajib pajak. Perbedaan penarsiran dan pemahaman terhadap 
ketentuan peraturan perpajakan yang terjadi dalam proses konseling 
harus dldasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan sehingga 
pelaksanannya tidak merugikan kepentingan wajib pajak dan 
meningkatkan penerimaan pajak".105 

Dalam praktiknya, intensifikasi melalui tiga langkah tersebut diatas 

merupakan prosedur utama dalam upaya penggalian poteosi perpajakan 

dan meningka!kan kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Pratama dan 

Madya, Willing to pay wajib pajak sebagai tujuan akhir yang lebih 

diutamakan sebagai hasil optimal suatu pelayanan dalam sistem adminitrasi 

perpajakan modem sehingga menghasilkan volunlary compliance oleh 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

3. Meningka!kan panyuluhan dan palayanan kepada wajib pajak 

Penyuluhan perpajakan bertujuan menyebarkan informasi mengenai 

ketentuan parpajakan sehingga Wajib Pajak dapat memahami dan mampu 

memenuhi kewajibannya di perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sedangkan pelayanan perpajakan dimaksudkan untuk memberikan 

kenyamanan, keamanan dan kepastian bagl Wajib Pajak di dalam pemenuhan 

kewajiban dan haknya di bidang parpajakan, 

Dalam observasi di lapangan, diketahui setiap inforrnasi perpajakan yang 

disampaikan kepada wajib pajak dapat dilak~kan melalui : 

a. Petugas Account Representative di Kantor-kantor pajak modem yang 

salah sa1u fungsinya adalah memberikan informasi perpajakan secara 

cepat dan gratis. Wajib Pajak dapat berkonsultasi mengenai suatu 

10SV/awaneara dengan Taufik Ahmad, Account Reperantaliva Waskon Ill di KPP Pralama 
Kosambi, yang wi!ayah pengawasannya adalah kawasan industri Kosambl Tangerang yang banyak 
kenai sebagai sentra produksi di Kabupaten Tangerang, dimana produk yang dibasilkan wajlb 
pajak:nya telah menggunakan rnerek terdaftar. dllakukan pada tanggal4 Oesember 2008 jam 15.30 
WIB 
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permasalahan perpajakan yang dihadapi dan solusi pemecahannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku: 

b. Situs internet Ditjen Pajak yakni www.pajak.gq)d dimana wajib pajak 

dapat mengunduh dan menggandakan peraturan, informasi dan artikel 

perpajakan secara gratis; 

c. Wajib pajak dapat berlangganan majalah berita pajak dari internal Ditjen 

Pajak. majalah perpajakan lalnnya, atau sistem informasi perpajakan 

yang memuat data peraturan perpajakan yang berlaku yang dlupdate 

seperti taxes atau tax base, sebagai literatur dan wahana wajlb pajak 

mengetahui perkembangan informasi perpajakan. 

Menanggapi program penyuluhan yang dilakukan Dltjen Pajak, Ahmad 

menguraikan bahwa program penyuluhan yang di!akukan dapat dilakukan secara 

verbal, visual dan non visual yang inlinya dapat menyampaikan infonnasi 

perpajakan kepada wajib pajak. sebagaimana pendapalnya sebagai berikut : 

.. Pada sistem admtnistrasi modem ini, pe:nyuluhan merupakan sarana 
afeklif untuk memberitahukan dan menjelaskan informasi perpajakan 
kepada wajib pajak. Penyuluhan dapal dillakukan secara velbal, yakni 
secara aktif turun ka tapangan1 meJalui program tax comer di pusat 
perbelanjaan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan perpajakan 
secara fangsung; secara visuaJ dapat berupa program Iomba perpajakan 
meliputi oerdas cermal, karya tulis, deba~ pidato pajak; dan non visual 
berupa program penyuluhan melalui saran cetak seperti leaflet bookie~ 
laporan khusus, pengumuman dan buku~buku perpajakan."u16 

Ketiga langkah optima!isasi pengawasan terhadap sistem self assesment 

dalam adminilrasl perpajakan, yang Ielah dilakukan oleh Diljen Pajak tersebut 

diatas d!harapkan menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efisien dan 

meningka1k.an kepatuhan wajib pajak dalam sistem self assesment Kepatuhan 

ini mellputi kemauan dan kesadaran Perusahaan yang mengunakan merek 

dalam produknya untuk menda!tarkan din memperoleh NPWP, menyampaikan 

SPT dengan perhitungan yang lengkap dan benar alas segenap obyeknya dan 

membayar pajak berdasar jumlah yang sebenamya dan tepat waktu. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam tesis. ini, langkah-langkah 

yang terurai diatas mempunyai pengaruh yang cukup signifikan baik secara 

IUQ/bi;/, 
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langsung maupun tidak langsung unluk meningkatkan penerimaan pajak disatu 

sisi dan kepatuhan perusahaan dalam malakukan pemenuhan kewajlban 

perpajakannya pada sisl yang lain, Kemudahan, keterbukaan dan 

keramahtamahan sistem adminitrasi perpajakan merupakan aspirasi wajlb pajak 

yang berhasil diwujudkan oleh Oitjen Pajak sehingga diharapkan dapat 

menciptakan voluntary compliance dari waktu ke waktu dami lndonesfa mandiri. 
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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Dari hasil anallsis yang dtlakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

7, Perencanaan pajak yang dilakukan Perusahaan sebagai pemegang merek 

atas suatu produk, dalam meminimallsasi pajak yang terutang dalam 

kegiatan usahanya, dapat melipun dua hal yakni Penghindaran Pajak (tax 

avoidance) dan Panyelundupan Pajak (tax evasion). 

Tax Avoidance yang dilakukan Perusahaan antara lain: 

a. melakukan kegiatan usaha dengan 2 (dua) benluk subyek pajak 

untuk merek dan janis produk yang sama; 

b. menyembunyikan atau membiaskan identitas perusahaan pada 

pengemasan suatu produk, 

c. menggunakan norma penghitungan dalam menentukan besamya 

penghasilan netto, 

d, melakukan penyusutan aktiva yang tidak terdaftar atas nama wajib 

pajak; 

e. penggunaan rekening pribadi dalam sarana administrasi; 

f. melakukan el<spor dengan menggunakan jasa ekspedisl dan 

g. melaksanakan pembukuan berbeda dengan tempat kegiatan 

usaha dan/atau domisili perusahaan; 

Sedangkan Tax evasion yang diiakukan .Perusahaan antara lain 

a. mengalihkan omset penjualan dengan dua bentuk subyek pajak 

yang bersama~sama melakukan kegiatan usaha dengan marek 

dan produk yang sejenls, 

b. tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak danlatau pengusaha 

kena pajak di Kantor pelayanan pajak; 

c. tidak memungut PPN dan membuat faktur pajak walapun Ieiah 

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 

d. Pembebanan gajl pegawai secara berganda atau rekayasa. 
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e, melaporkan omset perusahaan yang tidak seharusnya atau 

rekayasa, dan 

f. memungut pajak darl pihak keUga namun Udak melaporkan atau 

membayar pajak yang terutang ke kas negara. 

2. Kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh Perusahaan di dalam Surat 

Pemberitahuan dianggap benar dan telah patuh pada ketentuan 

peraturan perpajakan yang berlaku, kecuali apabila terdapat data atau 

informasi dari plhak lainnya yang dapat membukfikan bahwa data dan 

lnformasi mengenai kewajiban perpajakan yang dilaporkan !sinya tidak 

benar. Ketidaksesuaian pelaporan yang dilakukan oleh Perusahaan 

dengan dasar perbandingan data atau informasi lain dapat disebabkan 

adanya kelalaian atau kesengajaan perusahaan. Kelalaian atau 

kesangajaan perusahaan yang mempunyai konseJwensi sanksi 

adminitrasi danlatau pidana dalam peraturan parpajakan yang berlaku. 

Mengenai penerapan sanksi perpajakan, upaya pemidanaan terhadap 

para pelaku kejahatan dibidang perpajakan bukanlah hal ulama. 

Pemidanaan baru di!akukan bila upaya-upaya (sanksi} administrasi Ielah 

tidak mampu mengatasi masalah perpajakan meskipun secara umum 

hukum berlaku bagi semua orang yang tunduk pada kekuasaan undang· 

undang .. 

3. Diljen Pajak Ielah memberikan bagi Perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya memberikan penyuluhan perpajakan (tax 

dissessmination), pefayanan perpajakan (tax services) dan pengawasan 

perpajakan (law enforcement). Dalam sistem administrasi modem 

dikelahui bahwa Account Representative merupekan ujung lombak dan 

garda lerdepan dalam menggali potensi perpajakan dan meningkatkan 

kepatuhan Perusahaan dalam kewajiban perpajakannya. Hambalan yang 

!eljadi dilapangan adalah !alar belakang AR sebelumnya yang dahulu 

menangani permasalahan Pajak Sumi dan Bangunan dan belum pemah 

menangani sistem administrasi perpajakan di lingk.ungan KPP. Namun 

hambatan tersebut dapat diatasi dengan terbentuknya forum AR sebagai 

wadah interaksl dan teamwork dalam memberikan pelayanan kepada 

wajib pajak. 
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5.2 SARAN 

1. Direktorat Jenderal harus memperbaikf sistem ioformasi perpajakan dan 

menlngkalkan performa mapping wajib pajak sebagai bahan analisa 

Account Representative dalam mendeteksi lebih dini perencanaan pajak 

yang dilakukan oleh Perusahaan dalam usaha meminlmalisasikan pajak 

terutang. Mapping yang memuat profile wajib pajak dalam melaksanakan 

pemenuhan wajib pajak dapat mengindikasikan apakah Perusahaan sudah 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Benchmark sebagai hasil output 

mapping merupakan bargaining power atau senjata Account 

Representatibve untuk mengetahui potensi perpajakan dan kepatuhan 

Perusahaan sebagai wajib pajak, 

2. Direktorat Jenderal Pajak harus segera merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pencarian I pengumpulan data dari pihak ketiga yang merupakan 

sumber-sumber data strategis dam potensial. Hal ini mengingat data 

merupakan bagian terpenting dalam menentukan kesesuaian pemenuhan 

kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dalam upaya menggali potensi 

penerimaan pajak dan sektor penggunaan merek oleh Perusahaan, Ditjen 

Pajak sebaiknya melakukan Memorandum Of Understanding dengan 

Direktorat Hak Alas Kekayaan lntelektual Departemen Hukum dan Hall 

Asasi Manusia khususnya Kantor Marek untuk bertukar informasi dan data 

pemegang' merek yang terdaftar un1uk meningkatk.an dan mengamankan 

penerimaan negara dari sektor pajak. 

3. Dengan slstem dan prosedur pengawasan yang Ieiah dlterapkan dalam 

menlngkatkan kepatuhan wajlb pejak dalam melakukan pemenuhan 

kewajiban perbaikan, hendaknya Diljen Pajak bersikap konsisten alas 

kebijakan yang dilakukan dalam melakukan reformasi kebijakan dan 

pelayanan dalam sistem administrasi modem. lnkonsistensi akan 

menyebabkan antipati dan pesimis dan wajib pajak untuk merubah dan 

mematuhl kebljaken perpajakan. Kemudahan, keterbukaan dan inlegritas 

dari aparatur wajib pajak khususnya pelayanan Account Representative 

tetap dijaga pada jalumya dengan pengawasan internal dan ekstemal 

sehingga tidak ada penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. 
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PEDOMAtl WAWAtlCARA 

Direktorat Merek- Direktorat Jenderal Hak Alas Kekayaan lntelektual 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

1. Apakah yang dimaksud dengan merek dan dasar hukUm pengaturan dan perlindungan 

merek di Indonesia? 

2. Siapakah yang dapat mendaftarkan merek dl Indonesia ? bagaimana prosedur 

pendaftaran merek di Indonesia? 

3. Bagaimana cara mengidenfifikasi pemegang merek di Indonesia ? 

4. Apakah hak dan kewajiban pemegang merek dl Indonesia ? 

5. Adakah persyaratan identitas NPWP pemohon merk dala.m sistem admlnistrasi 

pendaftaran merek di Ditjen HaKl? 

6. Bagaimana mengetahui kedudukan Pemegang merek ttu sebagai pihak pertama atau 

pihak kedua 1 

7. Bagaimana cara untuk mengetahui penerlma lfsensi atas suatu merek ? 

B. Apa pendapat bapak tentang hubilngan merek dengan status subyek pa)ak pemegang 

merek di Indonesia ? 

9. Apakah saran yang bapak berikan kepada Dttjen Pajak sebagal administrator dan 

pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap penggunaan merek di 

Indonesia? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Wawancara dengan staff Direktorat Merek~ Direktorat Hak Atas Kekayaan lntetektual 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu ; 
1. Bapak Tarsisius Dldik Taryadi 

Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum 

2. Bapak Faisal Reza 
Fungsional Pemerlksa Merek 

Dllakukan tanggal 4 dan 5 Nopember 2008 Jam 14.00 WlB Bertempat dl Kantor Morek 
Ditjen HaKI, Lantal5 Jl. Raya Daan Mogot KM 1 Tangerang 

1. . Tanya : Apakah yang dimaksud dengan merek dan dasar hukum pengaturan dan 
periindungan merek di Indonesia? 

Bapak Dldlk Taryadl 
Jawab : batasan pangertlan tentang merek telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan parundang­
undangan yang mengatur dan mernberikan perilndungan adalah Undang­
Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Ratillkasi pe~anjlan GATT 
dan TRIPS yang mengatur ketentuan tentang Hak atas Kekayaan lntelektual 
dimana merek termasuk didalamnya. 

2. Tanya : Siapakah yang dapat mendaf!arkan merek di Indonesia ? bagaimana 
prosedur pendaftaran merek dllndonesia? 

Bapak Didlk Taryadl 
Jawab : Siapa saja dapat mendaftarkan merek asalkan merek tersebut bersifat 

original dan belum didaf!arkan oleh plhak lain sebagai pemegang merek di 
Indonesia. Orang Pribadi danlatau badan yang berasal dari Indonesia dan 
Luar Negeri dapat mendaftarkan mereknya sebagai dasar penggunaan 
merek. dan penghindaran penyalahgunaan merek oleh pihak ketiga yang 
dapat merugikan secara materrl! dan immateriaL Prosedur pendaftaran 
merek telah diatur dalam ketentuan pasal 7 s/d pasal 23 Undang-Undang 
Merek. 

3. Tanya Bagaimana perkembangan merek dllndonesia ? 

Bapak Didik Taryadi : 
Jawab : Indonesia memiiJki potensi ekonoml dari sektor penggunaan merek 

pada suatu produk oleh perusahaan baik digunakan sendiri maupun 
dilisensikan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan 
yang ber!aku. Oari data yang diperoleh dari Kantor Merek Ditjen HaKI, 
pendaftaran merek atas suatu produk sangat signifikan. Pertumbuhan 
merek yang didaftarkan oleh perusahaan terus berkembang dari tahun 
2001 sampai saat ini. Pada perlode 2001 - 2002, pertumbuhan 
pendaftaran merek hanya 6 % atau sebesar 28.426 merek untuk tahun 
2001 dibandlng dengan tahun 2002 yang hanya sebesar 30.004. 
Sedangkan di Ia hun 2007, merek yang didaftarkan oleh perusahaan ke 
Dlljen HaKI sebesar 43.259 atau terjadi pertumbuhan sebesar 52 % 
dibending dengan tahun 2001. Melihat perkembangan dan potensi 
merek tarsebut, kami bersama DPR sedang membahas perubahan 
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4. Tanya 

undang-undang merek diharapkan sebelum pemilu sudah dapat 
terrealisasikan. 

Apakah hak dan kewajiban pemegang merek di Indonesia ? 

Bapak Faisal Reza: 
Jawab : Hak pemegang merek adalah mendapa! per!indungan hukum alas 

penggunaan merek d! Indonesia selama 10 tahun sejak permohonan 
merek didaftarkan dan dapat diperpanjang. Sedangkan kawajibannya 
adalah menguraikan bentuk, jenis dan etiket merek yang digunakan 
serta menggunakan merek yang dimollonkan dalam kegiatan 
usahanya. Bilamana dalam jangka waktu 3 lahun, merek belum 
dipergunakan, maka merek dapat dimintakan pembatalan alau 
penghapusan merek terdaf!ar dalam Berita Resmi Merek." 

5. Tanya Adakah persyaratan ldentitas NPWP pamohon merek dalam sistem 
admlnistrasl pendaf!aran merek dl Dlljen HaKI? 

Bapak Didik Taryadi : 
.Jawab : Persyaratan NPWP sebagai identitas pamohon pendaf!aran merek 

hanya dfterapkan di awal pembentukan kantor merek di Diljen HaKL 
Namun persyaralan tersebul tidak be!jalan sebagaimana mestinya 
sehingga pada saat ini lldak ditelapkan. Kantor Merek hanyalah 
sebagai pencatat administratif dan tunduk pada ketentuan international 
yang mengatur tentang prosedur pendaf!aran merek.' 

6. Tanya Bagaimana cara untuk mengetahui penerima lisensi atas suatu merek ? 

Bapak Faisal Reza : 
Jawab : Sebenamya wacana itu sudah diamanatkan pada ketentuan Pasal 49 

Undang~Undang Merek dimana pengguna merek selafn orang pribadi atau 
badan yang terdaf!ar dalam Berila Resmi Merek wajib terdaftar di Kantor 
Merek. Namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan, karena Keppres 
sebagai dasar hukum yang mengatur tentang tata cara prosedur 
pendaftaran lisensl merek belum ada sampai sekarang. Kantor Merek tidak 
dapat menerima pendaftaran lisensi dan dilain pihak juga tldak mempunyai 
daya paksa kepada penerima lisensi untuk mendaftarkannya ke Kantor 
Merek:" 

7. Tanya Apa pendapat bapak tentang hubungan merek dengan status subyek pajak 
pemegang merek di Indonesia ? 

Bapak Didik Taryadi: 
Jawab : Pada prinslpnya saya belum paham tentang hubungan merek dengan pajak 

di Indonesia, tapi sebagai aparatur negara kita siap mendukung sistem 
admlnistrasi pencatatan NPWP dalam identltas pemegang Merek dalam 
Sertlpikat Merek bllamana sudah ada ketentuan hukum yang mengatur atau 
mewajibkannya. Hal ini mengingat negara bertumpu pada penerimaan pajak 
untuk membiayai negara khususnya aparatur negara seperti kita..wta ini.n 

8. Tanya Apakah saran yang bapak berikan kepada Ditjen Pajak sebagai 
administrator dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap 
penggunaan merek di Indonesia? 
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Bapak Oidik Taryadi dan Faisal Reza: 
Jawab Diijen Pajak harus pro aktif ke Depkumham cq Ditjen HaKI cq Kantor Merek 

untuk membuat MoU antar lembaga sehingga dapat berlukar informasi yang 
dibutuhkan Ditjen pajak dalam meningkatkan penerlmaan pajak dari sektor 
penggunaan merek di Indonesia.~ 

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP UI, 2008



PEDOMAN WAWANCARA 

Oirektorat Peraturan Perpajakan- Direktorat Jenderal Pajak 

1. Apakah bapak mengetahul tentang hubungan antara merek dengan pemegang merek 

sebagai subyek pajak di Indonesia ? 

2. Bagaimana kebijakan pemerintah cq Depertemen Keuangan dalam opfimalisasi 

pemenuhan kewajiban perpajakan? 

3. Apakah ada hubungan instltusional antara Ditjen Pajak dengan DHjen HaKl? 

4. Apa langkah Oitjen Pajak dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Wawancara dengan staff Oirektorat Peraturan Perpajakan 
Direktorat Jenderal Pajak yaitu ; 

Bapak Wahyu Santoso 
Kepala Soksi Bldang Pajak Penghasilan Direktorat Peraturan Perpajakan 

Dilakukan tanggal 4 Desember 2008 Jam 15.00 WIB Bertempat di gedung B Ll 8 Kantor 
Pusat Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 

1. Tanya 

Jawab 

2. Tanya 

Jawab 

. . 

. . 

Apakah bapak mengetahui lentang hubungan antara merek dengan 
pemegang merek sebagai subyek pajak di Indonesia ? 

Sepengatahuan saya, merek ilu tidak mempunyai hubungan secara 
langsung dengan identltas subyek pajak di Indonesia, namun merek 
terdapat pada produk yang diproduksi dan/atau didisllibusikan oleh 
subyek pajak. Dalam sistem administrasi perpajakan, idenlltas merek 
lldak disebutkan dalam SPT Tahunan namun terdapat didalam uraian 
master file wajlb pajak daiam sislem infonnasl perpajakan dl 
lingkungan Internal Dltjen Pajak (SI DJP).Melalul subyek pajak yang 
terdaftar sebagai wajib pajak. Ditjen Pajak baru dapat mengklasffil<asi 
janis usaha yang dijalankan oleh subyek pajak yakni lndustli, 
pardagangan atau jasa. Klasifikasi jenis usaha tersebut tidak 
menspesffil<an merek dalam data wajib pajak dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan. Bilamana ada informasi berKaitan dengan 
pengunaan mere!<, maka langkah yang dapat ditempuh Ditjen Pajak 
adalah inlensifikasi pajak terhadap wajib pajak yang telah lerdaftar 
atau esktensffil<asi pajak lerhadap subyek pajak yang belum terdaftar 
sebagai wajib pajak. Kedua langkah ~~~ merupakan tugas dari Account 
Representatif yang membawahi wilayah domisili subyek pajak sebagai 
bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan•. 

Bagaimana kebijakan pemerlntah cq Departemen Keuangan dalam 
optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan ? 

Dalam sistem administrasl modem yang telah dijalankan oleh 
Dlljen Pajak, langkah utama yang dijalankan adalah pelayanan 
bukan pemeriksaan pajak. Bilamana ditemukan data atau 
informasi baru tentang obyek pajak atau pajak terutang yang 
belum dilaporkan, dibayar dan diperhitungkan o!eh wajlb pajak, 
maka AR melakukan himbauan pemenuhan kewajiban secara 
prosedur yang telah ditetapkan dalam Kep Dirjen Pajak 
No.14/PJ/2008 tanggal13 Maret 2008 tentang Standar Prosedur 
Operasi (Standard Operating Procedure) Direktorat Jendera! 
Pajak. Bilamana dar am himbauan tersebut, AR memandang perlu 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. maka A R akan 
mengusurkan usulan pmeriksaan dengan disertai potensi 
perpajakan yang ada. Dengan uraian usul pemeriksaan tersebut, 
fungsional pemeriksa lebih mudah dalam melakukan pemenuhan 
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3. 

4. 

Tanya 

Jawab 

Tanya 

Jawab : 

Apakah ada hubungan instituslonal antara Ditjen Pajak dengan Ditjen 
HaKJ? 

Sejauh ini kami belum menemukan hubungan instftusional dan 
kerjasama dalam bentuk Mou atau apapun yang dapat mensinergikan 
hubungan antara merek dengan kewajiban pemenuhan kewajiban 
perpajakan oleh subyek pajak sebagai pemegang merek. Namun 
dikemudian hari tidak tertutup kemungkinan adanya kebijakan 
perpajakan yang mengatur tentang penggunaan Hak alas Kekayaan 
lntelektual yang mencakup merek, hak cipta, paten dan lain 
sebagainya' 

Apa Jangkah Ditjen Pajak dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak ? 

Dalam sistem self assesmenf, Ditjen pajak hanyalah memfasilitasi agar 
sistem dapat berjalan dengan baik. Fasililas yang diberikan oleh Ditjen 
Pajak dengan memben'kan penyuluhan perpajalkan, pelayanan 
perpajakan (dan pengawasan perpajakan. Dari bidang saya, Ditjen 
telah memben'kan fasilitas bagi perusahaan kecil dan menengah 
melalui amademen UU PPh yakni untuk wajib pejak badan adanya 
Pengurangan tariff sebesar 50 % dalam ketenluan pesal 31 e UU PPh, 
UU KUP berupe ditingkall<annya batas miniimal untuk menggunakan 
nonna penghitungan unluk orang pribedi, dan fasililas fiskal grefis bagi 
orang pribadi yang memliliki NPWP" 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kasie Waskon dan Account Representative - KPP Pratama Kosambi 

Kanwil DJP Banten - Ditjen Pajak 

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsuttasi 

1. Bagaimana pendapat bapak tentang sistem self assessment dalam sistem administrasi 

perpajakan di lingkungan Diljen Pajak ? 

2. Bagaimana pendapat bapek tentang intensifikasi pajak dalam sistem adminisHrasi 

madam? 

Account Representative 

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang peran Aceount Representative dalam penggalian 

potensl dan pengawasan kepaluhan darl wajib pajak? 

2. Bagalmana langkah Bapak untuk niendeteksl mendeteksl adanya kelidaksesuai 

pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajlb pajak.7 

3. Apakah yang dlmaksud dengan e-mapping dan smart mapping dalam PBB ? 
bagalmana pelaksanaannya di KPP Pratama? 

• 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Wawancara dengan staff KPP Pratama Kosambi- Kanwil OJP Banten 
Oirektorat Jenderal Pajak yaitu ; 

1. Bapak Ferdlnan Slrait 
Kopala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Ill KPP Pratama Kosambi 

2. Taufik Ahmad 
Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasll KFP Pratama Kosambl 

3. M. Fadly 
Account Representativ& Seksl Pengawasan dan Konsultasi Ill KFP Pratama Kosambi 

Dilakukan tanggal 5 Dllllember 2008 Jam 15.01!-16.30 W!B Bertempat di kantor KPP 
Pratama Kosambi Ji. Perintis Kemerdekaan II· Tangerang 

A. Bapak Ferdlnan Sirait, Kopala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Ill KPP Pratama 
Kosambi 

1. Tanya : 

Jawab : 

2. Tanya 

Jawab 

2. Tanya : 

Jawab: 

Bagalmana pendapal bapak tentang sistem self assessment dalam sistem 
administrasi perpajakan di lingl<ungan Di1jen Pajak 7 

Dalam sistem self assessment, Kita sebagai aparatur pajak memberikan 
kebebasan bagi wajib pajak untuk hitung, mengh~ung, memperhitungkan 
pajak yang horus dlbayar. Konsekuensinya adalah pelaporan pajak yang 
dilakukan wajib pa)ak adalah benar sesual dengan ketentuan fO!lllal dan 
materlil peraturan perpajakan, kecuali ada data lain yang membukti bahwa 
hal Hu tidak benar. 

Bagaimana pendapat bapak lentang intensffikasi pajak dalam sistem 
adminisitrasi modem ? 

lntensffikasi pajak sekarang berada ditangan Account Representative 
sbeagai garda terdepan dalam pelayanan dan pengawasan pemenuhan 
kewajiban perpajakan. Analisa wajib untukmenggali potensi perpajakan 
dan mendeteksi adanya ketidaksesuaian pelaporan. Kendala yang ada 
adalah Jatar belakang AR yang dahulu bertugas di Kantor PBB. belum 
dapat memahami sistem administrasi perpajakan. Tapi itu bisa diatasi 
dengan adanya forum AR sebagai wadah interaksi para AR dl KPP 
Pratama Kosambi yang bertujuan untuk sa!ing mengenal dan kompak 
demi tercapainya target penerimaan pajak yang dibebankan kantor pusat 
kepada KPP Pratama KosambL" 

Apakah ada hambatan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak 
? 

ya, hambatannya adalah latar belakang AR darl lingkungan PBB yang 
belum mengerti sistem perpajakan. Namun itu merupakan suatu hal yang 
Jumrah, dalam pengabungan dua slslem pelayanan pajak yakni PBB dan 
KPP, ada masalah dalam interprestasi pemahaman peraturan perpajakan 
bagi AR yang berlatar belakang dan PBB. Namun hambetan bukanlah 
berarti mandeknya pslayanan. Forum AR di KPP Pratama Kosambi 
merupakan satu wadah diskusi dan interaksi antar AR dalam penyefesaian 
dan konsu!tasi permasalahan wajib pajak sehingga menghasilkan pelayanan 
prima" 
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B. Bapak Taufik Ahmad, Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi l 
KPP Pratama Kosambi 

Tanya: 

Jawab: 

2. Tanya: 

Jawab: 

Bagaimana pendapat Bapak tentang peran Account Representative dalam 
penggalian potensi dan pengawasan kapatuhan dan wajib pajak? 

AR merupakan pondasi utama suatu KPP. bilamana AR di suatu 
KPP solid maka KPP tersebut pasli dapat mencapal target 
penerimaan. Beg«u pula sebafiknya. Peran AR merupakan ujung 
tombak pelayanan dan pengawasan pemenuhan wajib pajak di KPP. 
AR harus kreatif dan inovalif dan juga fteksible dalam menghadapi 
keanekaragaman wajib pajak. lnft peran AR adalah pelayanan, 
sebagus apapun penerimaan suatu kpp bilamana pelayanan yang 
diberikan AR lidak maksimal maka hilangnya citra KPP tersebut" 

Bagaimana langkah Bapak untuk mendeteksi mendelaksi adanya 
kelidaksesuaian pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Dalam sislem administrasi modem, AR d«untut berperan akt~ untuk 
mendapatkan segala inforrnasi yang yang be!ka«an dengan wajib pajak. 
Pengawasan dlmulai dari saat laporan W<'Jjib pajak dlmasukkan, 
dlkembangkan dengan analisa dan disandingkan dengan data-data. 
Kalidaksesuaian pelaporan peda umumya terdapat adanya perbedaan 
antara data yang difapor1<an dengan data lain yang diperoleh oleh AR 
Data atau inforrnasi yang didapatkan oleh AR tersebut dapat berupa data 
baru dan data yang belum terungkep. Data beru, adalah dala atau 
keterangan mengenai sagola sesuatu yang dipenukan untuk menghitung 
besamya jumlah pejak yang terhutang yang oleh Wajib Pajak belum 
diberitahukan kepeda aparat pajek peda waktu penetapan semula, baik 
dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan 
perusahaan yang diserahkan pada waktu pemenksaan. Sadangkan yang 
dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah data atau 
keterangan lain mengenai segala sesuatu yang dipenukan untuk menghitung 
besamya jumlah pajek yang terhutang, yang : 
a. tidak dlungkapkan oleh Wajih Pajak dalam Sural Pemberiiahuan 

(SPT) beserta lampirannya (termasuk Laporan Keuangan), dan 
a tau 

b. pada waktu penelitian atau pemeriksaan untuk penetapan 
semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau 
memben'kan keterangan lain secara benar, fengkap dan terind 
sehingga memungkinkan aparat pajak dapat menerapkan 
ketentuan perundang-undangan dengan benar dalam 
menghftung jumlah pejak yang terhutang. 

c. walaupun Wajib Pajak telah memberiiahukan dalam SPT atau 
mengun.gkapkan pada waktu penelitian/pemeriksaan, akan tetapi 
apabila memberitahukannya/mengungkaP"'kannya dengan cara 
sedemikian rupa sehingga membuat aparat pajak tidak mungkin 
menghftung besamya jumlah pajak yang temutang secara benar 
sehingga jumlah pajak yang terhutang difetapkan kurang dan 
yang seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengeriian 
data yang semula belum terungkap." 
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3. Tanya : 

Jawab: 

4. Tanya: 

Baga!mana manfaat konseling yang dilakukan AR kepada wajib pajak ? 

Konse!ling yang dllakukan AR kepada wajib pajak merupakan sarana urun 
rembug tentang pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. 
Perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan 
perpajakan yang te~adi dalam proses konseling harus didasa!kan pada 
ketentuan penaturan perpajakan sehingga pelaksanannya tidak merugikan 
kepentingan wajib pejak dan meningka!kan penerimaan pajak. 

Apakah AR telah memberikan penyuluhan kepada wajib pajak? 

Pada sistem administrasi mQdem ini, penyuluhan merupakan sarana 
efektif untuk memberilahukan dan manjelaskan infonnasl perpajakan 
kepeda wajib pajak. Penyuluhan <lapat <lillakul<an secara verbal, yakni 
seeara aktif turun ke lapangan, melalui program tax comer di pusat 
perbelanjaan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan perpajakan 
seeara langsung; secara visual dapat berupa program Iomba perpajakan 
meliputi cerdas cennat, l<arya tulis, debat, pidato pajak; dan non visual 
berupa program penyuluhan mela!ui saran cetak seperili leallot, booklet, 
laporan khusus, pengumuman dan buku-buku perpajakan: 

C. Bapak M. Fadly, Account Representative Sakai Pengawasan dan Konsultasi I KPP 
Pratama Koumbi dan Mantan Staff Ekstansifikasi PBB 

1. Tanya : Apa yang dim-.ui dengan e-mapping dsn smsrt mapping­
PBB ? baga/mana pefaksanaannya di KPP Prstama? 

e-mapping adalah program pemotretan obyek PBB dengan 
menggunakan sateln. Se<langkan smart mapping merupakan 
impJomentasJ Pemetaan data obyek pajak yang memuat identitas 
obysk pajak dan NPWP. Pada awal 2005, e-mapping dan smart 
mapping merupakan program kerja di PBB untuk sinkronisasi data 
antara Nomor Obyek Pajak (NOP) sebagai basis data PBB dengan 
NPWP sebagai identitas wajib pajak. Dalam sistem adminls-i di 
KPP Pratama, kadua program belum dapat dijalankan dengan ideal 
karena terbalasnya dana opernslonal. Dahulu program kerja tersebut 
didukung oleh Pemda Dati I dan II, namun sekarang belum ada titik 
terangnya karen a belum ada pengaturan dan aturan mainnya, ~ 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Staff KPP Pratama Serpong - Kanwil DJP Banten 

Dlrekl:orat Jenderal Pajak 

1. Supervisor Fungslonal Pemerlksa dan Penyldlk Pegawal Negeri Sipil KPP Pratama 

Serpong 

1. Selama Bapak melakukan pemeriksaan terhadap wapb pajak yang menggunakan merek 

pada produknya. apa yang mendasari wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak 

dalam laporan keuangannya ? 

2. Apakah sanksi yang diperoleh wajlb pajak bllamana dideteksi adanya ketidaksesuai 

pelaporan? 

3. Apa pendapat Bapak tenlang penerapan sanksi pidana terlladap wajlb pajak 

B. Operator Konsul KPP Pratama Serpong 

1. Apa yang dimaksud dengan Bank Data ? 

2. Darimana Data diperoleh untuk digunakan sebagai bank data ? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Wawancara dengan staff KPP Pratama Serpong- Kanwil DJP Banten 
Direktorat Jenderar Pajak yaitu ; 

1. Bapak 0. Akhmad Suryadidjaya 
Supervisor Fungsional Pemeriksa dan l'enyidik I'NS dl KPP Pratama Serpong 

2. Apit Septiyono 
Account RepresentatiVe Seksi Pengawasan dan Konsultasl I KPP Pratama Kosambl 

Dilakukan tanggal 3 Oesember 2008 Jam 09.00 WlB Bertempat di kantor KPP Pratama 
Serpong Jl. BSO Sektor 8 Serpong ·Tangerang 

A. Bapak 0. Akhmad Suryadld)aya 

1. 

2. 

3. 

Supervisor Fungsional Pemertksa dan Penyidik PNS di KPP Pratsma Serpung 

Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Tanya: 

Jawab: 

Salama Bapak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang 
menggunakan merek pada produknya. apa yang mendasari wajlb pa)ak 
untuk melakukan penghindaran pajak dalam laporan keuangannya ? 

Selama memeriksa wa)ib pajak, ada dua hal yang mendasan wajib P'1)ak 
untuk melakukan penghindaran pajak yakni kealpaan/ kelalaian dan 
kesengajaaan. Kealpaan/kelalalan tersebut merupakan tlndakan 
pelanggaran administrasi perpa)akan sadangkan kesengajaan merupakan 
tindakan perbuatan melawan hukum (pidana) dlbidang perpajakan sesuai 
dengan ketentuan pajak yang ber1aku" 

Apakah sanksi yang diperoleh wajib pejak bilamana dideteksi adanya 
ketidaksesuai pelaporan ? 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU KUP, sanksl yang bisa 
dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak adalah 
sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenalkan, dan sanksi 
pidana berupa hukuman penjara dan kurungan. Kedua sanksi tersebut 
dapet dikombinasikan bila penghindaran pajak yang dilakukan barsifat 
kompleks" 

Apa pendapat Bapak tentang penerapan sanksi pidana terhadap wajlb 
pajak? 

Dalam mindset kita sebagai aparatur pajak adalah tercapainya target 
penerfmaan pajak. Oleh karena itu dalam melakukan penerapan sanksi 
perpajakan, unsur penerlmaan negara dari pembayaran pajak yang 
terutang dan belum dibayar oleh wajib pajak !eblh diutamakan daripada 
pemidanaan seorang wa)ib pajak atau penanggung pajak bilamana 
terbukti perencanaan pejak yang dilakukannya bertentangan dangan 
ketentuan peratunan perpajakan yang berlaku. Oisamping ~u bukanlah hal 
yang mudah membuktikan sengaja atau fidaknya wajib pajak dalam 
melakukan pidana perpajakan. Prinsip Kehati~hatian dan asas praduga tak 
bersalah harusnya diutamakan sehingga tidak menimbulkan kontra 
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2. Apit Septiyono 

prestasi bagl aparatur pajak. Data buldP permulaan yang cukup menjadi 
syarat minimal untuk membuktikan unsur sengaja " 

Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Kosambi 

1. Tanya : 

Jawab: 

2. Tanya : 

Jawab: 

Apa yang dlmaksud dengan Bank ? 

Bank Data adalah himpunan dalll yang mamuat idenlitas wajib pajak secara 
detail dan komprehensif yang menyangkut pemenuhan kewajiban pajak, 
transaksl keuangan, harta dan data-data yang dianggap signifikan oleh Dljen 
pa)ak; 

Dan mana bank itu diperoleh? 

Bank Data itu bisa bersifat Internal yaknl data yang dlinput oleh petugas KPP 
berdasarl<an TUPOKSI masing;naslng dan bersifat ekslemal berdasarl<an 
perekaman data dan luar berupa taporan notaris, ala! keterangan kpp lain, 
dan lembaga-lembaga pemenntah yang ditalwkan oleh kantor pusat Diljen 
Pajak." 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Perusahaan Pemegang Merek di Indonesia 

1. Apa Perusahaan Saudara menggunakan Merek pada prorluk yang diproduksi dan telah 
terdaftar di Kantor Merek? 

2. Apa manfaat merek dalam kegiatan usaha anda ? 
3. Apakah Perusahaan Saudara metakukan Perencanaan Pajak ? Apa tujuannya ? dan 

bagaimana penerapannya dalam manajemen perusahaan? 
4. Apakah Perusahaan Saudara melakukan Penghindaran Pajak? 
5. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem administrasi modem di KPP dimana 

Peru-aan Saudara Terdaftar 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Wawancara dengan Perusahaan Pemegang Merek didaerah tangerang yaitu ; 
1. Bapak O.Trisnadi 

Direktur PT HSM dan Pengusaha Orang Pribadi yang memproduksi tahu merek x di 
Tangerang 

Dilakukan tanggal 28 Oktober 2008 Jam 11.00 WIB Bertempat di pabrik tahu didaerah 
c;imone tangerang 

2. Bapak J. Rusli 
Dlrektur CV ET yang memproduksl kertas merek y dl daerah tangerang 

Dllakukan tanggal14 Nopember 2008 Jam 14.00 WIB Bertempat dl Kantor CV ET dl 
durah Karawacl Tangerang 

3. Bapak Hlkmal 
Kabag Admlnlstrasi PT Kl yang memproduksi coklat z didurah tangerang 

Ollakukan tanggal5 Desember 2008 Jam 14.00 WIB Bertempat dl Kawasan 
Perkantoran dl daerah Karawacl Tangerang 

1. Tanya: 

0. Trtsnadi : 

Apa Perusahaan Saudara menggunakan Merek pada produk yang 
diproduksl dan Ieiah terdaflar dl Kantor Merek? 

Jawab : ya, Perusahaan saya menggunakan merek x pada produk tahu yang di 
produksi namun merek tersebut terdaftar atas nama saya di Kantor 
Merek" 

J. Rusli • 
Jawab: ya, perusahaan menggunakan merek y pada produk kertas dan rnerek 

terdaftar atas nama perusahaan. 

2. Tanya : Apa manfaat merek dalam kegialan usaha anda? 

0. Trisnadi : 
Jawab: banyak sekali, yang lerutama adalah sebagai pembeda antara 

produksi tahu saya dengan tahu dari perusahaan lain. Kalau 
konsumen sudah kenai dan konsumsi tahu saya dengan merek x, 
maka konsumen akan bersifat setia kepad tahu produksl kita. 
Disamping llu perusahaan retail terbesar juga mefas111tasi jaringan 
distribusinya karena tahu atas kuamas tahu merek x yang dicari 
konsumen. 

J. Rusli 
Jawab: Jelas sekali terlihat pada saat pemasaran produk di pasaran baik 

secara langsung kepada konsumen maupun secara tidak langsung 
melalui distributor. Memang produk kertas bukanlah pemain utama 
dalam produk kertas, tapi dengan harga yang leblh murah dan 
kualitasnya yang terjaga,maka lambat laun ada pertumbuhan omset 
Yang susah itu diawal pada saat pengenalan merek y saya di pasaran, 
karena tidak familiar maka ban yak yang menolak produk saya. T eta pi 
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0. Trisnadi : 

itu tidak berlangsung !am a kok, konsumen berhak memilfh produk yang 
berkualitas sesual dengan budget yang diml!ikinya" 

Apakah Perusahaan Saudara melakukan Perencanaan Pajak ? Apa 
tujuannya? dan bagaimana penerapannya dalam manajemen perusahaan? 

Jawab : Pasti donk, jangan sampai pajak sebagai beban yang dapat 
meruntuhkan usaha yang saya bangun selama ini. Saya menyerahkan 
semua perencanaan pajak kepada konsu~an pajak terdaftar . bagi 
saya yang panting perusahan bisa be~alan dan pegawai bisa bekerja, 
dan pasti unlung masih ada untuk kesinambungan usaha. Kalao ngak 
unlung, buat ape ~ usaha. Pada prinsipnya ~ tidak membangkang 
terhadap pajak tetapl kfta lakukan efisiensl sesual hukumlah' 

J. Rusli : 
Jawab : Secara tidak sadar mungkln ya, Karena saya barprinslp bahwa semua 

urusan l!u mudah bOa klta jujur dan terbuka. Sekarang kantor pajak ftu 
enak pelayanannya, terutama AR nya yang bersifat membantu 
bUamana saya ada kesuiHan dalam memenuhi kewajlban perpajakan 
perusahaan. Sedikil demi sadikft aaya jadl tahu banyak tentang pajak, 
penerapannya hanya bardasarkan pengalaman dan konsuttasi dengan 
AR. Unluk konsuttan pajak, kami tidak eda biaya untuk l!u. Yang 
panting Hu tidak diperiksa, jika kita diperiksa, wow pasli repot klta. 
Unluk jalannya perusahaan aja udah repol apalagi kalau 
diperiksa .. hehehe' 

4. Tanya: Apakah Perusalhaan Saudara melakukan Penghindaran Pajak ? 

0. Trisnadi : 
.Jawab : Oh, masalah Hu saya !ldak mengerti. Saya hanya menurut apa kala 

konsuttan pajak saya. Bilamana ada kesalahan, pastilah kita perbaikl. Untuk 
negara kita nggak perhitungan kok. 

J. Rusll: 
Jawab: Saya tidak mengetahui persis itu, tapi saya pemah dihimbau AR untuk 

mefakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan saya, Karena saya 
salah menghitung nilal penyusutan harta perusahaan dan biaya 
entertain saya untuk para distributor. Tidak ada maksud untuk 
mencurangi paJak, zaman udah beda, .... Apa kata dunia ? .... " 

5. Tanya : 

0. Trisnadi: 
Jawab: 

J. Rusli : 

Bagaimana pendapat Anda tentang sistem administrasi modem di KPP 
dim ana Perusahaan Saudara T erdaftar ? 

Sistem pelayanan di KPP itu kan satu atap, me!alui AR kita semua 
blsa melakukan konsultasi. lebih mudah dan nyaman, karena 
kantomya pun sudah ber ac sekarang. Tapi ada satu yang nyangkut 
nth, masalah sosfaiisasi suatu peraturan perpajakan, yang biasanya 
dilakukan menje!ang injury time. Tolonglah diperbaiki, kala ada 
perbaikan untuk kita dan peningkatan pajak yang dibayar klta orang 
maulah." 
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Jawab: 

6. Tanya 

Hll<mat 
Jawab: 

Lebih enak. ngak pusing lagi. Dulu sebentar~sebentar dipanggil. 
Pernah saya dpanggil untuk hal yang sama oleh dua orang yang 
berbeda di satu seksi. Tapi sekarang KPP dah berubah, keterbukaan 
sudah ada. pelayanan sudah bagus. Yang per!u diperbaiki hanya 
kinerja dan integritas aparatur pajak, semua pasti bisa kok, yang 
penling usaha dan terus usaha seperti saya. ~ : 

Apakah Bapak sudah mengetahui fasililas bebas fiskal bagi wajib pajak 
yang akan berangkal ke luar negeri? Bagaimana tanggapan Bapak? 

ya, saya sudah mengetahui adanya bebas fiskal mulai 1 Januari tahun 
2009 unluk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP. Adanya 
pembebesan fiskal lentunya membantu meminimalisasl pengeluaran 
temadap peljalanan dinas direkai. f'ada prakliknya dahulu, ketika 
direkai ke luar negeri ku tidak sendiri me!ainkan bersama keluarga, 
namun fiskal yang dapat dikradkkan hanya fiske! direksi seorang. 
Menurut seya, sekarang pemerintah berusaha menghargai wajib pajak 
dengan memberikan kontraprestasi langsung sehingga investasi ke 
dalam maupun ekepor untuk pasar tuar negeri bi!;a tumbuh 
berkembang" 
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASJ MANUS lA 

SERTIFIKAT MEREK 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Repi.l6!ik Indonesia 
berdasarkan Undang~undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Mere!\, ffielmberikan hak 
Me:ek_kepada: 

Nama dan alamat pemilik merek terdaftar : 

Nama dan alamat kuasa I Konsultan HKI 

Tanggaf Pendaftaran Merek 

Nama Negara dan tanggal Permohonan : 
pendaftaran merek (apabiia permlnt1a~ 

.~ -~· ,-' ,_ 
'\ '.--, 
' 

pendaftaran merek dlajukan dern,an , 
mengunakan hak prioritas). ~~~ 

Kelas Barang I Jasa 

Per!indungan Hak Merek dibe~~elama 10 tahun sejak tanggat Penerimaan dan 
jangka waktu perf1ndungan itu dapat diperpahjang. 

Dengan Nomor : , tanggal peneri~pan permohonan : 
Sertiflkat Merek in! dllampir.k1~~gan etiket merek, jenis barang[jasa yang dilindungi 
rnerupakan bagian yang tldaK.fi}Pat (!lpisahkan dari sertifikat merek ioi. 

>..! 

Jakarta, 

a.n. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

Jf;~lDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
u.b. 

Dfrektur Merek 
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( 250) MEREK INDONESIA 

DIREKTORA T MEREK 

( 2.10} Nomor Permohonan Merek 

( 220) Tanggal Pengajuan 

Permohonan tv1erek 

( 591 ) Uraian warna 

( 566 ) Arti bahasa/huruf/angka asing 
dalam contoh merek 

( 540 ) Conloh Merek 

( 510) Uraian Barang I Jasa .-. 
\./ 

,. 
' ·-
·-~- --

( 111 ) 

( 151 ) 

'~- . • .. 
.-.._.:~,_ ....,~ 
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HARK lEGISTMTION P!OCEDURE IH IHDOHE~! 
(Based on law No. IS fear 2001 on Trademark) 

REGISTRATION 
(Article 7-17) 

SUDST ANTIVE EXAMTNA TrON 

PUBLICATION (article 21} 
10 days after approval to register 

PUBLICA 'UON (nrticle 22) 
3 months after published in BRM 

• )l) d;,ys since dnte of receipt (art ide 18 [I]) 
• St1bstantive Examination for 9 (nine) 

months (arttele 19 [JJ) 
• Publication in BR..'Vf (article 20 (1)] 

REJECTED 
Written Notification (30 days a&r !he dale of 

QPl'OSIT!ON 
. (article 2~) 

RERUITAL 
( ~~:rticle 25) 
2months 

A wpy ofth.is CQrn:spon~cc: must be 
sent to appli...ant within 14 days from 
receipt (article 24 PD 

RE-EXAMINATION 
{llirti~tlll M IZI> 

fbr2(two}months 

uEumoo 
(article6t) 

CANCELLATION 
(lmicle6B) 

RENEWAL (<l!'liclc 28) 

Slatting in ll months before end of mark 
protect!Qn (Miele 35 [2D 

10 (ten) years 

Note: 

REJECTED 

APPEAL l•rlkl• 31[31) 
Fot 3 (three) months 

REJECl"ED 

Penal Provision: aclide 90 ~ 95 
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STATEMENT OF MARK OWNER 
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN ATAS MEREK 

rtwe. the um:kuslgned 
{S<~ya/kami yang bertanda tangan Oi bawah lnl) 

Acting to lhl$ present as 
(Dalem hal ioi bertindak selaku) 

Of and therefore on behalf ot 
(Oleh kare:nanya untuk dan alas nama) 

A corporation organized under the laws of 
(Sualu perseroan merrurut Undang-UruJaog} 

ResldingttuMng principal office at 
(Beralamatlberkantor pusat di) 

Oo hereby declare that the ttademarkJseMce mark 
(D£tngan IJ» manyalakan bahwa merek dagangljasa} 

for which lho registration being applied, is nellher a d~,.tplicalion nor oonstili.lting an imitaiion of any mark owned by other 
person. ' d 
{yang sedeng dimohonkan pendaftarannya bukan sualu pemanyakan atau merupakan pen!ruan dari merek rnllik orang 
fain,) . . ' 

The above statement is made truthfully. 1/we acknowledge that wlW false statement may be subject to penattie& before 
"""<1. 
(Keterangan tersebut di atas dlbuat dengan sebenarnya. Sayalkaml rnenyadari bahwa keteraogor! yang diboat tidak 
benar dapat dikenaktm sanksi di depan pengaditan.) 

Dale 
!T <ll19!l\'l) 

S!gnahlr& 
(Tanda tangan) 
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UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
DEPARTEMEN ILMU AOMINISTRASI 

PROGRAM PASCASARJANA 
Gd. Pascassrjana FiSlP Ul LL 1, Jt Salemba Raya No, 4 Jakarta 1Q430 

Telp. (021) 3913606, 3913607, 3921089. 3143977, Fax (021) 392:1088- h!lp:/lwv.w.flsip.ui.edu 
Gd. Moehtar Lt. 3, J!. Pegangsaan Timur No, 16 Jakarta 10320 

Telp, (021} 3141831, Fax {021} 3144737 

No : cs1JJPT.02.18.2.FISIP/Q/2008 11 Pebruari 2008 
Lamp 
H a I : Mencari Data 

Kepada yang terhormat, 
Kepala Pusat Dokumentasi dan Bantuan Hukum 
Kantor Pusat Dltjen Pajak Rl 
di 
Tempat 

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program 
Pascasarjana Oepartemen llmu Administrasi Fakulfas Umu Sosial dan llmu 
Politik Universitas Indonesia Kekhususan Administrasi dan Kebijakan 
Perpajakan • para peserta diwafobkan untuk melakukan penulisan tesis. Untuk itu 
peserta program yaitu : 

Nama 
NPM 
Program Studi 
Kekhususan 

: Herry Kumiawan 
: 0606017952 
: llmu Administrasi 
: Administrasi dan Kebtjakan Perpajakan 

lngin mencari datalinformasi di instansi yang Bapakllbu pimpin. Melalui surat ini 
kami mohon dengan hormat kiranya Bapakllbu berl<enan membantu 
memberikan data yang dipe~ukan dan mengijinkan yang bersangkutan untuk 
melakukan penelitian tersebul 

Berdasarkan rencana, jangka waktu mencari data untuk penelitian tersebut 
adalah terhitung mula! tanggal 11 Pebruari 111 Mei 2008. 
Kami sangat mengharapkao perkenan Bapak memberikan bantuan yang 
dipeMukan. 

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. 

· Bhenyamin Hoessein 
275 887 
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UNIVERSITAS INDONESIA 
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Lamp 
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Oitjen Haki Oephum dan Ham 
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Jakarta 

Sebagal salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program 
Pascasarjana Departemen llmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan Umu 
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Nama 
NPM 
Program Studi 
Kekhususan 

: Herry Kurniawan 
: (1606017952 
: flmu Administrasi 
: Administrasi dan Kebijakan Perpajakan 

lngin mencari datalinformasi di instansi yang Bapa.k/lbu pimpin" Melalui surat ini 
kami mohon dengan horrnat kiranya Bapakllbu berkenan membantu 
memberikan data yang dipe~ukan dan mengijinkan yang bersangkutan untuk 
melakukan peneiltian tersebut · 
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Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan telima kasih. 
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1. Nama Lengkap 

2. NPM 

3. Tempal dan TgL Lahir 

4. Pekerjaan/Jabatan 

5. Pangkatl Gol Ruang 

6. Alamat Rumah 

7. Alamat Kantor 

8. Agama 

9. Susunan Keluarga 

a. lsteri 

b. Anak 

c. OrangTua 

Riwayat Karir : 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

HERRY KURNIAWAN 

06060017952 

Jakarta, 26 Mel 1977 

Pegawai Negeri Sipfl (PNS) peda 
KPP Pratama Serpong Ditjen Pajak 
Departemen Keuangan R L 

Penata Muda Tk 1/111 b 

JL Lembur No.36 Rl 02 RW 06 
Makasar Jakarta Timur 13570 

KPP Pratama Serpong 
Bumi Serpong Damal 
Tangerang Selatan 

Islam 

MARDIYANI 

1. ARRAFI YUSUF GUNADI 

2. ARRASYA GERRARDIILHAM 

1. Ayah : SYARIFUDIN (Aim) 

2. lbu : TUTIISMAYATI (Aim) 
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